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KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan
membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan
menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang
menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan,
proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan
tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan
mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak
dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal
(masyarakat). Penanaman nilai tersebut antikorupsi di persekolahan dilakukan melalui
pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya
pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn
dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMA/MA dan SMK/MAK secara
berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan
pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh
karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil
pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan
dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan
dalam mengimplementasikan penanaman niliai-nilai antikorupsi pada pembelajaran
PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di
SMA/MA dan SMK/MAK dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian,
peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta
berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3)
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar
amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3
menegaskan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi
kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35
UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang
harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
dinyatakan bahwa, “Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan
peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA/MA dan SMK/MAK
pada aspek sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki
pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek keterampilan

(skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak
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dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus
korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan
masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat
antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan
semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi. Hal ini sejalan dengan
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17
tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah
Inpres Nomor 2 tahun 2014, Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 , dan yang terakhir adalah Inpres No. 10 tahun 2016
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan
Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009
membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di
sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah
rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa
peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan
dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan
Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2013/2014 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian
Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai

dasar pembelajaran di sekolah.
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Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari
disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan
dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa,
memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama,
sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat
diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia
terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis
dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi,
nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian
secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah
faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan waijib dalam kurikulum pendidikan dasar dan
menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu
mata pelajaran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai
krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran
mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan
memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi
pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan
bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi
pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter
antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau
mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (pre-emtif) dan sudah ada niat (preventif) untuk
tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan
upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara
tegas setiap bentuk tindakan korupsi (Buchori, Muchtar, 2007). Pendidikan Antikorupsi sangat
penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk
merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (students are
today, leaders are tomorrow) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu
membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada

dirinya.

B. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan
Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2014.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi  Tahun 2016 dan  Tahun 2017 untuk  pemerintah pusat
Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku
Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada

Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini

sebagai panduan bagi:

1.

Guru SMA/MA dan SMK/MAK:
a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat
diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;

b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;
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c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, dan;

e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

2. Kepala SMA/MA dan SMK/MAK:
a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan
pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn
SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
Cc. sebagai acuan dalam rangka sosialiasi pendidikan antikorupsi terhadap guru di

lingkungan sekolahnya.

3. Pengawas sekolah SMA/MA dan SMK/MAK.

a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring
implementasi pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-
nilai antikorupsi.

b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang
terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.

c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/MA dan

SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.

4. Bagi Dinas Pendidikan:

a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi, dan monitoring
program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata
pelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK di daerah kabupaten/kota;

b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam

mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat
Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas
pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan
mengembangkan kebiasaan (habit) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan,
yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab
kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (b)

pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk
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kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan
antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran
PPKn.

E. Ruang lingkup
Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi
politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model
pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai
berikut:
1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat
diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) mata pelajaran PPKn.

5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
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BAB I

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan.
Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga
(kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah
raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir,
cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah
pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan
karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan
dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program
nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga
pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki
struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat.
Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan,
budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016: 1).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa
secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi
Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus
pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh
dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi
lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity, yang berarti menyeluruh,
lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang
menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus
Besar Bahasa lindonesia (KBBI) online, (2017) “integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam
kehidupan bernegara”. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya
seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan prinsip “satunya kata dengan
perbuatan”, seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen,

komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri, kebersamaan, dan bijaksana.
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Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang
lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk
mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan
standar perilaku yang baik. Menurut KBBI online 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang
utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan
benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan
pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk
mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar
menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah
tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk
mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap
bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan
penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang
optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan
membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur
pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan
perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam
memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai preventive strategi. Dalam hal ini peserta
didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak
permissive to corruption dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka
pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran
moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (competence) saja, tetapi
sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam
kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai
pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari
proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus
dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta
didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki
kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta
menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan
mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja
dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang
menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain.
Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh
Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta’alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai

bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan
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keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal,
dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut,

diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh
KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pegagogis. Meskipun korupsi
bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika.
Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikann
pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan

saling melengkapi antara satu dengan lainnya.
1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi.
Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus
mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap
individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat,
misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang
bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan
dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut
dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan
politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui
perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi clientelistic, yaitu kompetisi dengan iming-
iming materi dan bentuk varian lainnya (direct payment) untuk menarik simpati pemilih
secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan
tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi
mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung
pada saat pemilu (pork-barrel spending), alokasi program pemerintah ke basis konstituen
partai (allocational policies), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis.
Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik
(good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan
perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan
pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika
politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan
perusahaan-perusahaan Kkecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan

pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada
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kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi dibanyak negara dan
memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengkikis
kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber
daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang
bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti

kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang limu Sosial yang mempelajari masyarakat
dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perlaku, dan perkembangan
masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-
Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari
kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan
bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat
didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai mahluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan
keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut
dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang
disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi
merupakan salah satu konsekuensi dari interkasi antar individu baik dalam bentuk individu
maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu
pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut
merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan
sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (individual deviation), yaitu tindak
kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku
secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan,
ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang
berbentuk kelompok atau kolektif (group deviation) merupakan suatu perilaku menyimpang
yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan
penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara
kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang
menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut
dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi
maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan
lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu
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suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu
untuk  mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku
menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan
bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat
dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya
kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008), menyatakan bahwa
pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan,
yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat
agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian
sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk
mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada
dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa
warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial,
maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan
mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri
seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan
norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan
agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut

kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan
pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang
tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena
kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat
korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos
(niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan
distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap
dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat
membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek
masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak
kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan,
lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan
pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran
pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar
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pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan
memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan
"lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan
sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan
bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-
harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya “ongkos manajemen” seperti dipaparkan
di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga
pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan
mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai

pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah
bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah
korupsi pada dasarnya tidak bersaandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan
aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia
sudah tersistem (systemic corruption) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan
sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem
harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan
pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan
integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat
bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded, sehingga masyarakat
selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa
para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat
kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasnyai. Menurut Laila (2009)
paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan
terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. Pertama, antar pejabat dalam suatu instansi
pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang
keamanan (militer dan kepolisian). Kedua, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para
pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang
dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam
lingkungan birokrasi. Ketiga, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya
terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk
sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya
antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga
sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga

pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.
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Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-

unsur sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Perbuatan melawan hukum;

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1.

2
3
4.
5

Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

Penggelapan dalam jabatan;

Pemerasan dalam jabatan;

Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing

dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga

menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi,

Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DIMENSI DAN INDIKATOR

NILAI ACUAN

a.

a.
b.

moe ~® oo

o

1. Politik:

Membuat kebijakan didasarkan
pada kepentingan umum/bersama
(adil, berani)

Melaksanakan kebijakan didasari
pada sikap menjunjung tinggi
kebenaran (jujur, berani)
Melaksanakan pengawasan
kebijakan secara tidak tebang
pilih (adil, berani)

melaksanakan musyawarah
dalam menyelesaikan masalah
(kebersamaan)

2. Sosiologi:

Menepati janji (tanggung jawab)
Tidak diskriminatif dalam
memberikan layanan (adil)
Tidak nepotisme (adil, mandiri)
Tidak kolusi (jujur, mandiri)
melaksanakan

membunikan

berpartisipasi

melaksanakan

konomi:

Melakukan persaingan secara
sehat (tanggung jawab, jujur, kerja
keras)

Tidak menyuap (jujur)

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan,
sebanding, sepadan, seimbang.

KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa
persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan,
dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),

KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu
(yang telah disepakati), kontrak.

KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat,
berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah
diputuskan

KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros,
cermat.

BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman
dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan
hati-hati (cermat, teliti, dsb.)

IKHLAS:bersih hati, tulus hati.

BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling
memberi pengalaman.

RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja,
selalu berusaha giat, terus menerus.

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap
memegang keadilan).

TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan
siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan
berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN
¢. Tidak boros dalam menggunakan pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau
sumber daya (sederhana, pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas
tanggung jawab) dengan sungguh-sungguh.
d. Tidak melakukan penyimpangan |DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan,
alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tepat waktu, tertib, dan konsisten.
tanggung jawab) JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata
4. Hukum: dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai
a. Tidak melakukan penggelapan dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat
dana, pajak, barang, dan yang lurus terhadap setiap tindakan.
sebagainya (jujur, tanggung SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak
jawab) berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak
b. Tidak melakukan pemalsuan pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan,
dokumen, surat, tanda tangan, dan rendah hati.
dan sebagainya (jujur, tanggung |KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan
jawab) sungguh-sungguh,  pantang  menyerah/ulet  dan
c. Tidak melakukan pencurian dana, semangat dalam berusaha.
barang, waktu, ukuran yang MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak
merugikan pihak lain, dan bergantung dengan orang lain, percaya pada
sebagainya (jujur, tanggung kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya
jawab, disiplin) sendiri, dan mengambil inisiatif.
d. Tidak melakukan penipuan ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak
terhadap pihak lain (jujur) pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran,
e. Tidak melakukan persekongkolan sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral,
dalam membuat putusan objektif dan proporsional.
(tanggung jawab) BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri
f.  Tidak melakukan perusakan yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb.
terhadap barang/fasilitas milik (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
negara (tanggung jawab, peduli) |PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati),
g. Tidak memberikan atau menerima menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan,
gratifikasi (jujur, sederhana) membela, memahami, menghargai, dan
h. Tidak menyalahi/melanggar memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.
aturan (disiplin, tanggung jawab)
i. melaksanakan keputusan dengan
penuh tanggung jawab
(komitmen)

C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

Ditinjau dari konteks pendidikan, tindakan untuk mencegah, mengurangi dan bahkan
memberantas korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang
mengembangkan sikap tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi dan
bahkan menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan persepsi dari sikap
membiarkan dan menerima ke sikap menolak terhadap korupsi tidak akan pernah terwujud
apabila tidak dilakukan pembinaan secara sadar terhadap kemampuan generasi mendatang
untuk memperbarui sistem nilai yang dirwarisi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap
tahap perjalanan bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena didak
dapat diungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina
generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti-korupsi. Selain itu juga
memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh
pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu
persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa korupsi adalah musuh
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utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur
pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keharusan/kewajiban.

Peranan pendidikan dalam membangun masyarakat antikorupsi sangat besar, anti-
korupsi menuntut perilaku tertentu dari warganya, dan perilaku tersebut diperoleh setiap warga
negara melalui proses pendidikan. Penerapan pembinaan antikorupsi pada jalur pendidikan
sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan
terhadap generasi muda. Apabila satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraan
pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti-korupsi maka akan melahirkan generasi
yang dapat mengatakan TIDAK untuk korupsi.

Saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua negara baik negara berkembang
maupun negara yang telah maju menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk menghadapi
perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi prioritas utama
dan pertama dari banyak negara untuk dijadikan fondasi membangun masyarakat. Bahkan
dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu pendidikan telah
menempati kedudukan yang sangat penting dan dijadikan platform pembangunan masyarakat.
Demikian pula bagi negara-negara ASEAN memberikan prioritas utama kepada pengembangan
pendidikan yang tercermin dalam alokasi dana pemerintah yang semakin meningkat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan anti-korupsi pada jalur
pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan
mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Selanjutnya, untuk mewujudkan Pendidikan Antikorupsi, pendidikan di sekolah harus
diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada
kompetensi (competence) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit)
dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa
untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan
yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral
action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian
diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek
kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan
buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional,
berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan
mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan
berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk
menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kekmampuan iman yang anggun,
merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta’alah, disiplin beribadah,
sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik,
adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh
dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai
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kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau
bersikap anti korupsi.

Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses moral knowing, moral
feeling, hingga sampai pada moral action, maka implementasi pembinaannya perlu
ditindaklanjuti dengan membangun “kantin kejujuran” di sekolah sebagai praktik moral action
yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya
seperti kebanyakan kantin lainnya. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola
pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai
ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan
lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan
bangsa dan negara.

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan
perilaku/tabiat peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena
bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya,
kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam
kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai
upaya prepentif bagi generasi muda agar tidak permissive to corruption. Sebab prevention is
better than cure, pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda
khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani berkata
“TIDAK' untuk korupsi, dan pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong masyarakat dan
lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi. Dengan kondisi demikian
diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari perangkap korupsi serta mengembalikan
kewibawaan serta harga diri bangsa.

16 Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)
SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘uenuwjisy yepiey
1ensas epojaw ueyeunbbuaw ndwew eLas Jijealy Uep JIaje BIeoas Yepulaq ‘Llipuew eieoas yejoyas Ip eAuueleiadip
BueA uep uebuequabuad uebuap jiexia] Yesisge yeuel uep jaquoy yeued wejep lleAusw uep ‘Jejeusw ‘yejobusiy

uejidwela)oy

"ye[esew ueyyeoawaw ynjun eAujeuiw uep jexeq uebusp lensas yiyisads bueA uelley Buepiq eped |einpasold
uenyejabuad ueydelauaw euas ‘ueipeley uep euswous) qegaiuad jiexis) ueqepelsad uep ‘ueelefausay ‘ueesbueqay

‘ . . . . uenyejabuad
ueeisnueway uesemem uebuap eloiuewny uep ‘eAepng ‘luas ‘I6ojouxa} ‘uenyeyabuad nwi Buejus) eAunyejuibul
esel ueyleseplaq jyuboyelsw uep |einpasold ‘|enjdasuoy ‘lenpie} uenyejabuad sisijieuebusw ‘uesdessusw ‘lWeyews|\
"elunp uenebiad wejep esbueq ueuiwiad [ebeqas uIp ueyjedwausw eSS Weje uep [elsos

uebunybul| uebuap Jiyaje eiedss Isyelajullaq welep ueyeesewlsad ebeqiaq seje isnjos Lep uelbeq iebegsas jipe-oid uep [eisog deyis
Jisuodsal ‘unjues ‘(lewep ‘uelsjo) ‘ewes eliay ‘Buohkos Buojob) Iinpad ‘gemel bunbBue) ‘uldisip Uninl nyejuad ueyyniunusiy

‘eAuinuelp BueA ewebe uelele ueyjewebusw uep neleybus|y [enmuds deyis

Isudjadwoy] IsdLysaqg

1u| 1susjadwoyy

U] 1Isuajadwioy]

‘aM

yninjes yejepe eAuwelep ay Isdnioyiue Jopjeley lejiu-lejiu ueyiseibajuip jedep uep ueas|al lejuip Buek exew ‘ingssie) gy depeyss) yeejs) ueyieseplag

'9'¢ PSS ay nueAk ‘gy (weus) g jedepia) uenyelebuad yodse uebuap Jiexla) Bueh X seidy Ip uddd uelelejad ejew eped Jesep Isusiodwoy)

‘ueJlelejaqwiad sasolid uebuequebuad wejep uesepue| uep Jesep Ipelusw

BueA (a)) Jesep I1susjadwoy yejwnlas wejep oy ueyieqgelip nui iIsusjadwoy Buisew-buisepy “(1-1M) uejdwelssiay uep ‘(g-|M) uenyeyasbuad ‘(z-IM) |elsos

dexis ‘(1-[y) lenjuuds deyjis :nyieA “(1y) nul Isusjedwoy (yedws) ¢ ipefusw uexeqelip ‘(THS) uesninT Isusledwoy] Jepuels Iskiag €10z Wnnyuny

ISdNAUOMILNY IVIIN-IV1IN dVAVHYEL
IX SVI13aX MVIN/MINS NVA VIN/VINS
(udd) NVVIVOINVOUVMIM NVA V1ISVONVd NVMIAIAN3d
AVSVA ISNIL3dINOM NVA ILNI ISNILIdINOM HVYV1dL

il ava

17

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



1equieybuad uep Buoiopad Jope} 1equeybuad uep Buolopuad uenjesay uep uenjessad lejiu-lejiu uenjesay uep uenjessad lejiu-lejiu seje
Buejua) 1seyunuapl jisey ileAusiy 9y Jope} ueyisexynuapibusiy 9'¢ | ueydelsusw wejep ipeosd deyisiog 9z | es3 eyel buea ueyn) eped inynAsiag 9°|
ey [ebbunj eyauulyg
iexbuiq wejep eAuisejebusw 16ajel)s ey| [eb6un] exauulyg rexbuiq ey
uep ueueweay uep ‘ueueyepad wejep eAuisejebuswi 16a1e1]S [eb6un| e)auulyg sese ueyieseplaq
‘eAepnq ‘[e1sos ‘lwouoya ‘yjod uep ueueweay uep ‘ueueyepuad ey |ebbun] eyauuiyg eAuiselebusw 16a)e1)S BIEGOU
‘I6ojoap| depeyla} uewedsue Isusjod ‘eAepnq ‘[e1sos ‘lWwouoyd sese ueyleseplaq eAuisejebusw depeyJa) ueweoue ueye Uelepesay
Buejue) eueylapas uenijpuad “yyijod ‘16ojoap| depeyisy I6aje.s eiebou depeyis) ueweoue ymuaquaw Buek 1ejiu-iejiu seje
ueynyew uep bueduels|\ G | ueweoue snsey-snsey Iebus|y G'¢ | seje yipjeoud uep jisuodsal deyisieg Gz | es3 eyely Buep ueyn] eped anynfsieg G|
GP6| Unye] eisauopu| GGl unye] eisauopu| esebaulaq uep
yilgnday eiseba) Jeseq Buepun yiignday esebap Jeseq esbueqlaq eyesedsewsaq dnpiy esq]
-Buepun tensas ejunp uelewepJiad Buepun-buepun 1ensas eiunp wejep elunp uelewepiad wejep eyej\ Buex ueyn] yesabnue lebeqgas
wejep eisauopu| uesad Buejus) uelewep.iad wejep eisauopu| eisauopu| uelad Isyajal lebeqes elunp ueleweplad ueypninmaw
SIS|[eue |ISeY UBYISEJISUOWBPUSIA ' uelad eyiweulp sisiieuebus|y ¢ lewep ejulo uep uels|o} deyisiog g weep eisauopu| uelad un)nAsusiy |
esJ eyely bueA ueyn| epedey|
GGl Unye] eisauopu| GGl Unye] eisauopu| uelpgebuad ynjuaq lebegas GGl
yignday eiebap Jeseq buepun yijgnday eieba) Jeseq unye] eisasuopu| Jiignday etebaN
-Buepun uebusp lensas eisauopu| Buepun-buepun uebusp lenses eIsauopu| Ip uejipesad uep wnyny Jese Buepun-buepun uebusp lensas
Ip uejipesad uep wnNynNy wWajsIs eisauopu| Ip uejpelad uep WwIg)sIs ueulwiad lebegas uelnje eIsauopu| Ip uejipelad uep wnyny
Buejua) uelejeuad isey IleAusiy € | wnyny walsis ueyisduysapusiy €€ | depeyssy undisip deyis ueyynfunusiy €2 WI9JSIS Wwejep lejiu-lejiu UNYNASUsiy €71
G¥61 unye] eissuopu S¥61 unyel
yiignday esebap Jeseq Buepun eisauopu| yiignday elebap Gy61 unyel eisauopu| yiigndey Gy61 unye] eisauopu] yiigndey
-Buepun uebusp lensas ejiseoued Jeseq Buepun-Buepun uebusp eieboap Jeseq Buepun-buepun esebap Jeseq Buepun-buepun
ISeJowap ByjlWeulp uep Wwa)sis IENSSS EB|ISBOUE ISEI{OWap IBNSSS E|ISBOUE ISEIHOWapP IBNSAS B|ISEOUR ISENOWapPIa] Welep
Buejua) uelley |isey ueileAus|y z' eyiweulp uep wajsis Ilexbusiy z'¢ -J18q wejep unjues nyejuadiag 'z ueueyn]-ay Iejiu-lejiu iebieybusiy z°|
elebauliaq uep esbueqiaq elebauliaqg uep esbueqiaq eiebaulaq uep esbueqiaq esq]
uednpiyay wejep ejiseoued uednpiyay wejep ejisesued uednpiyay wejep ejisesued eye\ buek ueyn] yeiabnue lebeqes
Jadslad wejep eisnuew Isese yey Jadsiad wejep eisnuew Isese JIMadsiad ueylesepiaq eisnuew eliseoued Jipjadsiad ueyleseplaq
ueiebbuejad sisiieue |isey IleAusiy L'y | Yey uesebbuejad sisiieuebus|y L' | Isese ey depeyds} inpad deyjisieg |L'g elsnuew |sese ey lebieybusiy L'}
uejidwesajay uenyejabuad |eisos deyjis jenyuidg deyis

MVIN/MINS wininyuny uep YIN/YINS wninyjuny Buejus) 9|0z unyey 4g JOWON pnaxipusuliad

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

uebusp lensas ‘uenyelebuad uep ‘[eisos deyis ‘jenyuids deyis wojoy weep 9y nBul Isusyedwoy uep ueybuequayip Buek @y ynines ueypdweusyy |

nyjuaq 1ebeges yeybue| edelaqaq injejsw ueynye|ip isdnioyiue lejiu-iejiu depey.s) uydd uelelejad ejew gy uep |y yeegL

18




ueyJieseplaq eAuiselebuaw eAuisejebusw 16ajens eieboau ‘eAepnq ‘|e1sos ‘lwouoya Nnijod uep ueueweay uep ‘ueueyepad
I6a)e41s eiebau depeylal depeyls) uewedue ueye uelepesay ‘IBojoap| depeyls) uewesue Isuajod ‘eAepnq ‘|e1sos ‘llouoyd
ueweoue seje jipjeo.d ynjuagqwaw BueA lejiu-lejiu seje Buejus) eueyiapas uepjpuad ‘Siijod ‘i6ojosp| depeyis}
uep jisuodsal deyisiag G'Z es3 eye\ BueA ueyn| eped inynisiag G| ueynyejow uep Bueouels|y G | ueweoue snsey-snsey Ieybusiy g€ | G
eiebaulaq uep esbueqiaq
“1exeseAsewlaq dnpiy G¥6L unye] eissuopu| G¥6L unye] eissuopu|
wejep ejunp uelewepJlad Mignday eiebap Jeseq buepun ignday eiebap Jeseq
wejep eisauopu| uesad esJ eye| Bue ueyn] yelebnue -Buepun 1ensas ejunp ueleweplad Buepun-buepun 1ensas eiunp
IS)o)81 1ebegas lewep lebegas eiunp uelewepiad ueypninmawl wejep eisauopu| uesad Buejus} uelewepJlad wejep eisauopu|
BJUID Uep Uels|o} deyisiag t'Z wejep eisauopu| uelad UNYNASUSN 4| sislleue |ISey UeYISEJISUOWBPUBI ' uelsad eyjiweulp sisieuebusiy ¢ | ¢
es3 eye
Buex ueyn] epedey ueipgebuad ynjuaq Gy6| unye] eisauopu| Gy6| unye] eisauopu|
eisauopu| Ip uejipesad uep lebeqas Gy unye] eissuopu| yiignday iignday esebap Jeseq Buepun yijgnday eiebap Jeseq
winNyNy WajsIs Ueulwlad eiebap Jeseq Buepun-buepun uebusp -Buepun uebuap Iensas eisauopu| Buepun-buepun uebusp lensas
ilebegas ueinie depeyla) Iensas eisauopu| Ip uejipelad uep wnyny Ip uepipelad uep wnyny wajsis eisauopu| Ip uejipesad uep
udisip deyjis uexnfunusiy €'z Wwia)sIs Wejep lejiu-lejiu UNYNASUSIA €1 Buejus) uesejeuad |iIsey IleAus|\ €1 | wnyny wa)sis ueyisduysspusiy €€ | €
S¥61 unye] eissuopu S¥61 unye] eissuopu S¥61 unyel
yiignday esebay Jeseq GP6| unye] eisauopu| yiigndey eiseboN Jeseq Buepun eisauopu| ylignday elebaN
Buepun-buepun renses yiignday eiebap Jeseq Buepun -Buepun uebusp lensas ejiseoued Jeseq Buepun-Buepun uebusp
e|Iseoued Isenjowap-laq -Buepun 1ensas ejiseoued ISelyjowapiaq ISBOWSP BYIWEUIp Uep  Wa)sIs IBNSaS B|ISeoued Isesowap
wejep unjues nyejuadiag z'z | wejep ueueyn]-ay lejiu-ieju iebieybusiy z' | Bueusy uelley isey ueileAusiy Z'¥ eyiweulp uep wajsis Ilexbusiy 2 | 2
eiebaulaq uep esbueqiaq
uednpiyay wejep eiseoued eiebaulaq uep esbueqiaq eieboulaq uep esbueqiaq
Jijadsiad ueylesepiaq es3 eye|\ BueA ueyn] yesabnue uednpiyay wejep eliseoued uednpiyay wejep eiseoued
eisnuew isese ey lebegas ejiseaued jipyadsiad ueylesepiaq Jipjadsiad wejep eisnuew Isese ey Jipjadsiad wejep eisnuew Isese
depeyssy IInpad deyisiag |z | eisnuew iIsese ey lebieybusy 17| | uesebbuead sisieue |isey ileAusiy L'y | ey uelebBuejad sisijeuebusiy L'e | L
|eisog deyis jenjuidg deyig uejidwela}ay uenyejabuad ON

19

‘leisos deyjis |y uep ‘[enjidg deyis [y ‘uejidwels)ey] yodse |y uep ueybuequayip BueA gy InNyIp ueipnway ‘1sdnioyiuy Iejiu-Iejiu uep ‘Joyeyipul

‘iIsuswip uebuap ueasjal Iepuip Buehk uenyeyabusd yadse (M) nu] Isusyedwoy] Lep uexbuequayip Buek (g)) Jeseq Isusjedwoy| iseyuynuaplbusyy g

elsauopu| Ylignday uenjesay
eiebaN welep esbueq
uenjesey uep uenjeslad

eISauopU|
yiignday uenjesay| eiebopN wejep
esbueq uenjesay uep ueneslad

eisauopu| yiigndeay
uenjesay esebaN wejep esbueq

eisauopu| yiigndeay
uen)esay eiebaN wejep esbueq

uejidwesa)ay uenyejabuad |eisos deyjis jenjuidg deyis

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



1eyisw edue) ewesefiay ueyeuesyelg|\ @
(puew “anfnl) 1snjoy yept L

(Mipuew ‘|ipe) awspodau yepl |

‘(1pe) ueueAe)

ueyHaqWIBW WE(ep JjeululsIp Yepll ‘g
‘(gemel Bunbbuey) Iluel nedsusyy e

6o

IBojoisos "z

‘(ueeweslagay) yejesew ueyiessjoAus
wejep yelemeAsnw ueseuesye@\ p
(luesaq ‘|ipe) yiid Buegsy yepy eseoss
ueyeligey uesemebuad uexeuesye|p|\ "o
‘(luelaq
“aninl) ueleuaqay 166un Bunfunfusw
deyjis uesepip ueyeligay uexeuesyele\ ‘q
‘(1pe) ewesiag/unwn uebupuaday
eped ueylesepip uexellgay jenquisly e
Aqiod L
Isdnioyuy Isuswiq

(Ueelejosoy Ie|iu) ‘elebaulaq Uep esbueqioq

tednpiysy Wefep wnyny uedap Ip ewles eiebau ebiem

denas ueynpnpay emyeq myejiad dexis Jojuoo UBUaqUB|
‘S¥61 UNUeL [YN aNN InNUsW |\YH ueeuesyejad

Jesep |eBeqges e|iseoue e|iu-1g|iu UeJeusgey euwlsus|y
(elejes ipe ‘qemel bunbbue))eiebauiaq

uep esbueqiaq Uednpiysy Wefep e[iseoued ejiu

-Te[iu 1enses Yepn BUeA [\\YH Ueiebbuejad Jojuod UBYLIaquIs)

G¥61 unyel [4N
ann wejep jedepls) Bueh \yH [esed=|esed iseyisepBus|y

g6l unyel [4N dnn welep NvH [esed-lesed sisiieuebus)y
NVH ueiebbuejad euyew ueyseslusiy

eiebouiaq

uep esbueqlaq uednipyay wejep ejiseoued Jiyadsiad
wejep NVH uebunpuiad ebequis| ueepelagay lebieybusiy
‘elebaulaq

uep esbueqlaq uednipyay wejep ejiseaued jipyadsiad
wejep NVH uebunpuijad ebequis| ueepelagay BWLIBUS|

o<W0

elefaulaq uep

esbuequaq uednpiysy wejep ejiseoued
Jipjadsiad wejep eisnuew isese

yey uelebbuejad sisijeue [isey ileAusiy
eiebaulaq

uep esbueqgiaq uednpiysy wejep
eliseoued jipjadsiad welep eisnuew
Isese ey uelebbuejad sisijeuebusiy
eleboulaqg uep

esbuequiaq uednpiysy wejep ejiseoued
JIpadsiad ueyueseplaq eisnuew

Isese yey depeyss) I|npad deyisiag
es3j

eyel\ buek ueyn] yesabnue lebegoas
eliseoued Jipadsiad ueyeseplaq
eisnuew Isese ey lebieybusy

LY

L€

L'¢

Ll

I

IsdnJoxnUY IEJIN-IE[IN Jojesipu| Uep isuswiq

Isusjadwoy| ueledeousad Joyeyipuy|

Jese( Isusadwoy|

ON

Ie|iu-Ie[IN JoieyIpul uep Isuswip ueyiselbajuip jedep Buek Q) exew ‘z yebue| wejep ueybuenyp euewiebeqes QY depeyls) yeejs) ueyiesepliag

anyLeq lebeges yejepe isdnioyiuy

€

eIsauopu|
yignday uenjesay

elebopN weep esbueq
uenjesay uep uenjesiad
1equieybuad uep
Buoiopad iopje} Buejus)

elsauopu|
yiigndey uenjessy eieboN wejep esbueq
uenjesey uep uenjesiad lejiu-lejiu seje

elsauopu|
ylignday uenjesey| eiebapN welep

esbueq uenjesay uep uenjesiad
1equieybuad uep Buolopad Jopje)

elsauopu| ylignday uenjesay|
eiebaN wejep esbueq
uenjesay uep uenjessad
1equieybuad uep Buoiopuad

Isexyhuapl |isey ifeAusiy 9y es3 eyel\ buei ueyn] eped Jnynhsieg 9} Buejuay Isexynuap! |isey IfeAus|y 9'y Jopjey ueyisexyuapIBUBIN 9'¢ | 9
ey| [ebbun]exyauulyg
iexbuiq wejep eAuisejebusw 16ajens ey |ebbun] exauulyg iexbuiq
ey| |[ebbun] ejauulyg sese ey |[ebBun] exauulyg sese uexyieseplaq uep ueuewesay uep ‘ueueyepad wejep eAuisejebuaw 16ajens
|eisog deyis jenjuidg deyig uejidwesaloy uenyejabuad ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

20

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘(aninl ‘eueylepas) iseyuyned

wnyny ueyebauad

uep wnyny walsis ueyisduysspusiy €€

BwWISUSW NEJe ueuaquiaw yepl| b uep uebunpuipad wejep uersijodey uelad ueyselusy 9 eisauopu| Ip uejipelad uep
“(inpad BISBUOPU| Ip uejipelad uep wnyny wajsis winyny wsajsis ueuiwlao [ebegas ueinje
‘qemel BunBbuey) esebau yijiw seyjisey/ uesepue| 1e6egas GyEL UNyel YN ann ueseuagay luneksly G | depeyssy undisip deyis ueyynlunusiy €2
Bueieq ueyesniad ueynyepw yepll  } eIsauopu| Ip Nyepaq buek wnyny wa)sis ueyisduysSIpusiy esJ eye|\ Bue ueyng
‘(qemel Bunb6uey) uesnind jenquisw wnyny uen(n} uep ‘weoew ‘eusiew ueyselus|y "¢ | epeday ueipgebuad ynuaq Iebeqes
wejep uejoybuoyasiad ueynyepw yeplL ‘o uelewepay uep uejipesy| ulwelusw Jeuag-seusq G661 unye ] eisauopu| yignday elebapN
‘(qemel BunBBue) “ninf) ure| yeyd 1eyeledsew wejep wnyny uexebauad Jebe ewesiaq eopiag ‘g | Jeseq bBuepun-buepun uebusp lenses
depeyss) uendiuad ueynyejaw yepl] p Jeyas jeunjiu uaqip eisauopu| Ip uejipesad uep wnyny
“(undisip ‘qemel Bunbbue) e} [ul Jees ledwes emyeq JNA ueyn eluniey UnynAsusjy °| | wajsis  wejep leju-lejlu  UnYNAsSusiy €' | €
“anfnl) eAulebeqgas uep ‘uie| yeyid "ISdNIOYJUE [e|IU-Ie|iu Uep ISeJowWwap [e|iu-lejiu uexpebausw
ueyibniaw BueA ueinyn ‘npem ‘Bueleq eAedn uejuiwiddusw bueA nyeuad euas 'npem  uniny
‘euep uelnouad ueynyejaw yepl] ‘o rebeqiaq eped EISauopu| Ip ISenjowap ueeuesyead SiSieue G61 unye] eisauopu) yiiqnday esebap
‘(gemel Bunb6uey ‘aninl) [ISey gemel bunbbuey uep uip eAediad ynuad uebuap leAus|y ‘g | Jeseq Buepun-buepun uebusp lensas
eAuiebeqas uep ‘uebue) epuej ‘jeins (qemel bunbbuey) BlISBOUBH ISBIOWSP BMlWeulp uep
‘uswinyjop uensjewad ueynyeew yepll ‘q ISenjowaplaq Wwejep 1sdnioynpue nyejiiad yojuod uexpniunusjy g | walsis buejus) uelley |isey ueileAus|y Z'¥
‘(qemel Bunbbue) sienjowap buek uednpiyay eAubunuad ueysejelusy -/ Gy6| unye] eisauopu] yignday
“an[nl) eAuiebeqges uep ‘Bueleq yeled [IPE)(;dnJoy eiebaN Jeseq Buepun-buepun
‘euep uedejabbuad ueynyedw yepl| e ueyepuny 1peidq ‘ueueAejad ueyepag-epaquiawl) Ue|Ipedy| uebuap [ensas ejisedued Isenjowap
wNyNH ueyiesepioq DueA ISEBOWSP nyejuad yojuod uepniunusly ‘9 | eyiweulp uep  wsaisis  Iexbusy Z'€
‘(qeme( [enpie; G¥61 Unye elsauopuj
BunbBBuey uep 1inpad ‘aninl) 1IsnqLysip uep BJBO8S B|ISeoued Isenjowap disuud ueeuesyejad sisiieuebus|y ‘G | ygndey elebeN Jeseq Buepun
iseyoje uebuedwiAuad ueynyew yepl] p e|iSeouRd ISeoWwap euyew ueysealus)y " | -Buepun lenses ejiseoued Isenjowap
‘(gemel Bunbbue) ‘eueylapas) BISaUOpU| Ip Isenowsap ueeuesyelad -j8q weep umues nyeuadiag z'g
euep uep ‘I6isus; eAep Jaquins Jesep |ebeqes ejiseoued ISBOWSP UeJeudqey IupeAs|y ¢ G¥6L unye] eisauopu] yiignday
ueyeunbbusw wejep soioq Yepll O e|ISeoued Isenjowaplaqg wejep unjues deyis uexpiniunuspy -z | ereban Jeseq Buepun-buepun
‘(undisip “aninf) denAusw yepi] °q eliseoued IBNSas e|ISeouBd ISeHowaplaq wejep
‘(sesoy elivy ‘aninl ‘gemel Bunbbuey) Isenjowap  wasls eAunyepaq  sejyyl uebusp ewusudy\ | | ueueyn -ay  Ieju-leju  1ebieybusiy ZL | 2
1eyas eledss uebuiesiad ueynye\ e ‘elebauiaq uep esbueqlaq uednpiysy wejep e|iISedued Iejiu
JlLIouoy -lejiu ueyieseplaq NYH uesebbuejad uelley jisey uexlodep| zZ1
‘(sejy|) yetep Jouop uexnye@iN "y (Ueele}asay 1ejiu "Ue[ipesy| 1ejiu) ejiSedued Iejiu
‘(ynpad) |eisos uebunybulj -lejiu JnInuaW [\YH ueJjebbuejad uep 1sdnioy uesejuelraquiad
ueueweay ebelusw isedisiyediag 6 wejep yejuuswad eAedn ue)ieyia)ay ueysejalusiy ‘| |
‘(euesyeliq) eAuselemas (qemel bunbbue))'G6] Unyel [9N ann ninuaw
uebuap adey ‘A1 ‘Olpel ueiAunquisly 4 INVH uexebauad eAedn wejep yejunawad ueisd uesniunusiy ol
‘(ueelejasoy|) (Ipe)ejisedued eju
Iuouoys uep ‘|eisos ‘ewebe ueepaqlad -le[iu uebuap 1ensas [NYH nyejad deyis yojuod uexpniunudy "6
1Isdnioynuy 1ejIN-1E|IN JO}eyIpU| uep Isuswiq Isuayedwoy ueredesuad Joyeyipu| Jese( Isusyadwoy ON

21

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘(ueqipesy Buebawaw deje) ‘uelipuad esel ynuad uebuap Jequeb;wiy/ospin uebuele} newebusyy gz | eAuisejebusw 1bajens eiebau
dejal) yeba) ninf ‘euyesay 1ensiaq :41140dS ueexauIgay ueyynjuniaw ueye bueA ueweosue |eybueusw depeyls} uewedue Uexe Uelepesa)
"SnJousw SN} 1edep ynlunjad Leqwaw JNA UBYN] UBEBSENYSY SE}R Jepes ynmuaqwaw  BueA  ieju-leju  seje
“e1b eyesniaq njejes ‘elieyeq zynbbuns eISauopu| 1exeleAsew emyeq JNA Ueyny jeunjiu unynAsusy ‘| | es3 eyely Bue ueyn) eped unynAsieg G'L | G
‘unyay ‘(‘gsp Jelejaq) elisxaqg eyns :NIrvy (lIpe)jeuoiseulaiul uebuebeplad Injejsw
‘uewe|ebuad uejwouoyaIad ueyjeybuiusll Wejep 1Sdnioy [bueiswaw ymun
Luaqwaw Buies ‘Lip iIBequiaw ule| eieboN Uebusp lewep eweselay uelad UeySERIUS|\ ‘g
‘eweslaq nyensas IBequisw |9vgy3g elunp uerewepJad wejep eissuopu| uelad Buejus)
ey snjny ‘nfey yisiag:SyHMI | sisijeue |isey IfeAusw epes ueyindwiAusw uep sisijeuebusyy “/
("gsp ‘mi8) ‘yewuad) ney-iey uep repued ejunp ueleweplad wejep eisauopu| GGl Unye] eisauopu|
‘vesnid weley ‘yue ‘(eAuuenyejabuad uesad Buejusy Jequins lebeqiaq uep ejep ueyndwnBusiy 9 | Ygndey eiebaN Jeseq Buepun
uep uewejebuad) eAuipnq elunp -Buepun 1ensas eunp uelewepiad
[exe ueyeunbbusw njejes (YNYSMVrig | uelewepsad wejep eissuopu| ueled bBuewsl (S1OH)S/S wejep eissuopu] uelad  Buesy
"1ewsd ‘soloq yepn ‘buen bunjuiyp-sepio-ybly  uexeunbbusw  uebBusp ueis|0} uep sisileue  |ISBY  UBYISEJSUOWSPUSIA {7
ueyeluejaquiaw wejep ney-neyiaq : | YINIH | unues esedas ueeluepad ueynfebusw uep isexyiuspibusiy g Gy61 unye] eissuopu| yiignday
ueyijiwaday jeyuad :NYMITINILIM eiunp uelewepsad weep eisauopu| uesad eiebaN Jeseq Buepun-buepun
ueysnindip Buejus) Jequns lebeqiaq Lep edsequiaw  neje uep JNNAs lensas  eunp  ueleweplad  weep
yepns BueA ede iep BuedwiAusw yepn esel ynuad uebusp Jequebjwiiy/ospinuebuele; newebus|y “f | eiseuopu| uelad eyiweulp sisiieuebus|y ¢
‘ynba] yeremiaq ‘yengiadip/uesereyip Gy61 unye} eisasuopu| esebap Jeseq buepun eiebauiaq
BueA ede ueBusap 1ensag :NINMISNOY | -Buepun exbuessy wejep uelewepiod euxew ueyselus|yy ¢ | uep esbueqiaq “eyeledsewlaq
equoy ‘(nexedssip eseboulaq uep esbueqiaq uednpiyay dnply weep ewunp  ueleweplad
yeja} buek) njensas ueynyeow wejep ewebe uep ‘sel ‘nyns ueepaqgled ebelusw ndwew wejep eisauopu| uelad Isyajjal 1lebeqas
ynun ueleyusey ‘uellueliad :NJILINOY | elssuopu| eiebaN eualey JNA Ueynl euniey UNynNAsusy 'z | lewep ejuo uep uelso} deyisiag g
‘(seyubayul) ueniesay nes |elsjew uenjueq esJ eye|\ BueA ueyn] yesabnue
Ipelusw eselsw uep ‘uebunbbueuades INfejau elunp ueleweplad wejep euas 1Nyl eisauopu| elebou lebeqas eiunp uelewepsad ueypnihmaw
giseuss ‘ueebien|oyay/ueelepnes.iad ueyejuuawad emyq emyeq JNA Ueynl eiuniey LnyNAsus|y ‘| | weep eissuopu] uelad UNYNASUSN L |
esel lladas ‘ewesliaq ey NYVYINYSYHIGIM (1npad uep ‘qemel bunbbue] ‘|Ipe ‘'ueele}assy uldisIp)
‘Buequies wnjny uebusp uebuejuspaq BueA nyejuad yojuod Haquisiy'| |
‘uepedas ‘Buipuegas ‘uejnpnpay “Jndnioy nye|Ls
Jueiexbun ewes ‘uelelefosey (NYVYHVYLISTY | Uebuap ueyexaq wnyny uexebauad uep uebunpuiad wejep
(Id>) 1sdnioy] uesejueiaquiad ISIl0y ueidd UBMSERIUSIN 0L | Gi6L unyel eisauopu| yignday eiebaN
Isdnioynuy 1ejIN-1eJIN 103e)ipuj wnyny ueyebauad Jeseq Buepun-Buepun uebusp iensas
uep uebunpuiied weep eyoApy uesad ueysedlusyy ‘g | eiseuopu|] Ip uepesad uep wnyny
‘(uawyiwoy) gemel Bunbbuey wnyny ueyebauad uep uebunpuiiad wejep uewnjeysy wajsis bueyuay uelejeuad |isey IleAus|y €4
ynuad uebuap uesninday uexeuesyep I ueesenyoy euesyead nyees wpey uelad ueyselusyy ‘g Gy61 unye] eisauopu| yignday
‘(gemel Bunbbuey ‘uidisip) wnyny ueyebauad eiebaN Jeseq Buepun-buepun
uelnie sebbuejewyiyejeAusw yepr] -y uep uebunpuipad wejep ueesyeley uesad ueyselusyy "/ | uebusp lensas eisauopu| Ip uejpelad
Isdnioyjuy 1e|IN-1B|IN Joieyipu| uep Isuswiq Isusjadwoy ueledeousad Jojeyipu| Jese(] Isusjedwoy ON

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

22



‘Bueuam-bueuamas yepl) ‘eAuinjedas
‘ueseusaqay epeday Buebadiagpeyidiaq
‘yisey yijid sepiy/ Yeyiwaw

Yepn ‘yejeqes jesaq yepl ‘jeseq ewes Qv
“Jijersiul [iquebuaw
uep ‘uipuas eAuuip Jnjebusw ndwew
‘uipuas uip uendwewsay eped eAeosad

(gemel Bunbbuey) 1sdnioy Sejueloquisw
ynun_uenjesiad eped Yedweplaq Uexe Isdnioy buepun
-buepun ueyyewseW ynun nyead yojuod uexpniunusiy
esbueq ueniesay uep uenjesiad jequeybuad

Jopjejbueiual  sisiieue isey ueyifeAus|y

uep Buoisopuad

eisauopu| yignday uenjesayy
eieboN weep esbueq uenjesey uep
uenjesiad jequeybuad uep Buoiopad

‘ure| Buelo uebusap Bunjuebiaq yepy esbueq uenjesoy uep uenjesiad jequeybuad Jopje} Buejusy 1seyunuapl |isey feAusiy 9y
‘UIpuss LipJaq jedep ueepeay weep JHIANVIN | uep Buosopuad sopjejueyindwihAusw  uep  sisieuebusw eisauopu| yiignday uenjesay|
"eyesn.aq ‘elilayaq eisedss Joquins lebequaq Lep elep ueyndwnbusiy ejefoN weep esbueq uenjesey
wejep 1ebuewss uep }o|n/yesaAusw esbueq uenjesay uep uenjeslad jequeybuad uep Buosopuad uep uenjesiad lequeybuad  uep
Buejued ‘ynb6uns-ynbBuns uebusp Jopje; Bueyusy ueeAuepad ueynfebusw uep Iseyuiuapibusiy Buolopuad Jope) ueyiseyuUBpIBUBIN 9'C
nyensas ueynyeow uejelfoy :SyYYIM VY Iy esbueq eisauopu| yignday
‘lIley yepual uep ‘ueyningay uenjesay uep uenjeslad jequieybuad uep Buosopuad Jopye; uenesay eleboN weep esbBueq
lenses ‘jewsay ‘eAuepe ede ‘sebn| Buejyusy Jaquns [ebeqiog Lep eoequaw neje uep JNYNAS uenjessy uep uenjesiad  leju-ie|u
‘“Niusad yeAueq epn ‘eAuynjag-ynjes esel ynuad uebusp Jequebjwi/ospin uebuele) newebus|y ueydelousw wejep jpeold deysleg 9z
eAueq yepi ‘ueyigajiaq yepl} buek lIey-1ieyas uednpiyay wejep uenjesay eIsauopu| yiignday
nyejliad uep deyis ‘eleyesiaq :YNYHYIQIS | uep uenjessad  Iejiu-lejiu  ueyisejuswajdwibusw  sejyy| uenjesey] eleboN weep esbueq
‘ueyepun denas depeyla) snin| bueA jeju IUl BISBUOPU] Ip E)WIU e}y BueA uenjesay| uenjesay uep uenjesiad Ieju-lejiu seje
eAund uep ‘(Buoyoquaq yepi) ueejelusay uep uenjesiad eluniey sele JNA Ueyn] jeunjiu LUnynASusiy es3 eyej\ Bue ueyn) eped inynAsiag 91 | 9
uebuap lenses njensas ueydeybunbuswi "e|nb Jodwi ueyjobbuaw ey [ebbun | exauulyg 1exbuiq wejep
‘Jeuaq yepuiuag uep eyeyiaq ‘eAealadip YMuUn gdg ejobbue dens nyejiad yojuod uexpniunusiy eAuiselebusw 169)e4S UBP UBUBWESY
1edep ‘snin} ‘Bueand yepy ‘ney snin| {NrAr (qemel Bunbbue})eisauopu] IWOUOXS UBlleduU. 1ep uelbeq uep ‘ueueyenpad ‘eAepng  ‘|eIsos
"UB)SISUOY 1ebeqas |0} uefel yoAoid depeyia} dnyJew Snsey Ieybus|y ‘lwouoxa  “yyod ‘iIBojosp| depeyssy
uep ‘g8l ‘npem jeds) ‘uelnjelad eped weyueypngsosyajod| depey.s) UewedUR SNSey| ueweoue Isusjod bBues) eueylopas
(ueynjeday) uejeejay ‘qiual Ble) INITdISIA | -snsey bBuejus) uip eAeosad uep gemel Bunbbuenaq eledss uenieuad ueyNyejow uep Bueouels|\ G{
‘ynbbuns-ynb6uns uebusp e)YNQJa) jegep ueynyejow uebusap sisieue [isey ueyifeAus|y ey| [eb6un] exauulyg 1eybuiq weep
sebny ueyiessjoAusu uep uexeuesyejsw wexueypngsosysjod| depeyla) eAuisejebusw 16sjes)s uep ueuewesy
‘ure] yeyid neje Lipuas yeyid deyis ueweoue snsey-snsey ueyindwiAusw uep sisiieuebusiy uep ‘ueueyepad ‘eAepnq  ‘[eisos
1eqije lefeges ueuegaquiad ewlsuaw weueypngsosya|od| ‘lwouoye ‘yujod ‘iIBojosp| depeyls}
Isbuny ey ‘(yieqte) bueA 1enqgiaq depeyss) ueweoue snsey-snsey Buejyusy gemel Bunbbueusq ueweoue snsey-snsey ifexbusiy g€
uep “Yeebusw yepn ‘yeuewe ‘oyisal eJjeods Joquns ebequaq uep elep  ueyndwnbus|y ey| |[ebbun] exsuuiyg
ewusuaw deis uep luelaq eAujesip weyueypngsosyajod| depeysa) ueweoue SNSe)-SNSey| sese ueylesepiaq efAuisejebuswi
"qsp ‘ueyesexiadip ‘ueyyelesiadip Buejual uip eAeosad uebusp (SLOH)SIPS bunjuiy) -iepio-ybiy iI6ajens esebau depeyls} ueweoue
‘nunyip yajoq ede-ede 1pelis} ueyeunbbusw ueeAuepad ueynfebusw uep IseyyiuapiBus|y seje Jpeosd uep Jisuodsal deyisiag G'Z
nejey) eAunienses ejebas bunbbueusw weueypngsosyajod| depeyss} ueweosue ey
qifem ueepeay :GYMYT ONNODONVYL | snsey-snsey Joquins lebeqglaq Lep eoequiaw neje uep InynAs [e66un] eysuulyg sese ueylesepiaq
1Isdnioynuy 1ejIN-1E|IN JO}eyIpU| uep Isuswiq Isuayedwoy ueredesuad Joyeyipu| Jese( Isusyadwoy ON

23

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘eAuyieq

-jleqgas ule| Buelo ueynyepadwaw

uep ‘lebileybusw ‘lweyewsw

‘eoquiaWi ‘uemey| BI}SS ‘URIS|0)

‘Buojousw ‘ueynesybusw ‘(nedwsa)
ueyeysedwaw ‘ueyyepulbusw :1NA3d

“Jnpunw

Buejued uep (3nooy ‘Jejusb ‘Inye; yepiy)

"gsp ‘ueyinsay ‘eAeyeq idepeybusw

wejep Jesaq bueA uip eAessad eseu
uep dejuew BueA ey ireAundweaw INVY3Ig

‘leuoisiodoud

uep Jialqo ‘jeneu ‘buequies

IsdnJoxnUY [EfIN-IE[IN Jojesipu| Uep isuswiq

Isusjadwoy ueledeousad Jojeyipu|

Jese(] Isusjedwoy

ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

24

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



ueeuesyejad Jesep DWW yejo) eisauopu| esebau emyeq ueyeligay ueepelagoy INVH uebunpuiad eisnuew
JnynAsiaq qifem und eyy ‘nyi uieldS IAMS Ue|IY Y3I0 ueyLaqip 1enquisiy ‘e eAuueunehay] ‘| | ebequis| ueepelagay Isese ey
yelgy Bueh isese ey piwew yed) JnynAsiaq qilem ey Mqmod L | uenwaluad BWUBUBIN | rebieybusiy L | L
1sdnioynuy
uydd Haje wejep isdnioyiuy IejIN-1ejIN ueiselbajuibuad IeJIN-Ie|IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy leseq ON
; ; ; SN ; : oo e o) ueledeauad Jojeyipu| iIsuajadwioy
Jojejipu] ‘isuswig

‘uenuwijisy yepiex
lensaes epojow ueyeunBbusw ndwew euss jijeasy Uep JiMoe BIEJSS Yepuilaq ‘Uipuew eledss yejoyas Ip eAuuelejadip uejdwe.s)ey
BueA uep uebBuequebuad uebusp jliexlo] Melisge yeueld uep lanjuoy yeuel welep IfeAusw uep ‘Jejeusw ‘yejobus|y ‘v

‘yejesew ueyyeoawaw ynjun eAueuUIW uep jexeq uebuap rensas yuisads BueA uelley buepiq eped |einpasoid
uenyejabuad ueydessusw euas ‘uelpeley uep euswous) qegaiuad jexis) uegepeled uep ‘ueeleBousy ‘ueesbueqey
‘ueeisnuewsay uesemem uebusp eloluewny uep ‘eAepnq ‘lues ‘IBojouys) ‘uenyejsbuad nwy Buejusy eAunyejuibul
esel ueyleseplaq jyuboyelsw uep |einpasoud ‘jenydesuoy ‘lenpe} uenyejebuad sisieuebusw ‘ueydelsusw ‘lWeyBWSN S

uenyejabuad

‘elunp uenebiad wejep esbueq ueuiwliad lebegas uip uexedwausw BuSS Weje uep |eisos
uebunybull uebuap Jieje eiedss ISyelsjuLaq wejep ueyeesewlad lebeqiaq seje Isnjos Lep uelbeq iebegas jpe-oid uep leisog deyig
Jisuodsal ‘unues ‘(lewep ‘uess|o) ‘ewes eligy ‘Buokos Buojob) Inpad ‘gemel BunbBuey ‘undisip ‘aninl nyejuad ueynfunuspyy -z

‘eAuinuelp BueA ewebe uesele ueyewebusw uep neleybusiy | [emuds dexis

Isuajadwoy Isdinjsaqg nu| Isuajadwoyy

U] 1Isuajadwioy]

uelelejaquiad aje|\ uebuequabuad wejep isdnioyiuy lejiu-iejIN ueiseibajuibusd 'y

IX SV13aM
(uMdd) NVVHVYOINVOUVMIN NVA VIISYONVd NVMIAIANId
NVYVIV13ad VLVIN NVIVA 3A ISdNYUOMILNY IVIIN-IVIN
NVISVYOILNION3d 13dON

Al gvd

25

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



Puepiqg welep Isese ey yelepe ‘sjybu ainynod pue [BIO0S ‘6 (uipuew INVH ueeuesyejad Jpjadsiad
‘ueyejuswad uep wnyny ‘Ipe) swsnodau ‘elebaulaq Jesep |ebegas weep
ueewesJad wejep Isese ey yejepe ‘Ayjenba |eba| jo sjybry g yepiL ‘o “uep esbueqiaq e|iseoued lejiu-efiu eisnuew
“(anInM) sa)uebueln ueyelisbuaw Wejep YajucAusl (11pe) ueuehe “uednpiysy| ueleuagey BWLIBUBIN "/ ISese yey
Nepy uep T(SE|yY]) yeiep Jouop ueymyew  (ijnpad) ueylaquiaw wiejep ejisedued (e1ejas ipe ‘qemel uesebbuejad
[eISOS uebunybul] ueuewedy ebelusw iSediSiuediaq wejep [e[lU-Ie[iu 1ensas bunbbue))eiebauiaq sis|leue
(euesyellq) eAuielemas uebusp adej Al ‘oipel JjeulwLysIp epn bueA AVH “uep esbueqiaq isey ileAusiy L'y
ueyijAunquiaw (ueele}asay) IWouoyd uep ‘[eisoS ‘ewebe Mepll 'q “uerebbuejad uednpiyay wejep eieBaulaq uep
ueepagqiad Jeyidw edue} eweseliay Ueyeuesyeou “jedajp (qemel Jojuo) e[ISeoued Iejiu-efiu esbueqiaq
sniey 1uellaq engqede eAuyojuod Tueyipipuad Buepiq Bunbbuey) GGl unyel [ensas yepl} bueA uednpiyay
wiefep )nsewJs}) "eAepnq Uep |eisos buepiq wejep ISese Yey -/ iluel nedsus|y e 1IN ann wejep INVH Ueiebbuejed wejep
(undisip ‘qemel bunbbue) Inlnl) eAulebeqas uep uie| yeyid ;16ojoisog 'z 1edepua} BueA JOJUOD UBYUSqUIBN 9 eliseoued
ueyibniaw BueA ueinyn Mpem ‘bueleq “euep ueunduad (ueeweslagay) INVH lesed-jesed S¥61L Jijedsiad
ueynyeew  Jepn (gqemel Bunbbuej TIninl) eAulebeqes yejesew GGl unyel unuel 194N ann wefep
Uep ‘uebue] epue} Teins ‘uswnyop uensjewad ueynyegw ueyiesajoAusw [N ann wejep welep jedepis) bueh eisnuew
Jepn [(gemel Bunbbuej Tninl) eAulebeqas uep ‘Bueleq wejep INVH |esed-jesed INVH |esed=|esed Isese ey
Meled "euep uedeebbuad ueynNyeewW Mepil eAuyojuod yesemeAsnwi NVH iseyuisepbusyy ‘g uelebbuejad
‘Ueyejuidwiad Uep wnyny Ueewesiad Wejep ISESE Yey 9 | uejeuesYe|Q|N ‘P uelebbuejad SY61 sisileuebusiy L€
UIp B[oquiaw Ymun ‘(luesaq ‘ipe) euyen unyel 19N ann eiefaulaq uep
ey "eiedebuad ueyiedepusw ey ‘ueegquiad uesjedepusu yijd bueqgel elebauiaq wejep \VYH lesed esbueqlaq
¥ey eAuyojuod ‘uejipeiad eied eje] Weep ISBSE yey ‘G yepl} eledsas uep esbueqlaq -lesed sisijeuebusy uednpiyay
‘uejipesad uexeligey uednipya NVH ueiebbuejad wejep
eJjed Eje} welep Isese ey yeepe ‘syybu  |einpaocosd y uesemebuad wejep e|jiseoued euyew ueysealus|y ¢ e|iseoued
yjod Buepiq wejep isese yey yejepe ‘sjybu [eanijod ‘¢ | ueyeuesye o Jyadsiad eiebouiaq Jpjadsiad
1wouoye Buepiq wejep Isese ey yejepe ‘sybil Auadosd -z (luesaq “ninf) weep AVH uep esbueqlaq ueylesepiaq
ipequd isese yey yejepe ‘sjybu [euosiad | ueJeuaqoy ueBunpuiped uednipyay BISNUBW ISESE
:neh ‘|NVYH weoew 166un ebequg)| wejep e|iseoued yey depeylal
-weoew jedepia} [eSIOAIUN BIRDSS (UBBIB}aSaY) Blebaulaq uep Bunlunfusw ueepeJagayl Ipadsiad welep i;npad
"esbueqiaq exeleAsewaq uednpiydy weep Yieq ‘uejnpnpay deyjis Lesepip ‘elebaulaq WWVH uebunpuiad deyisiag L'z
uep "ewebe Myns TSel ueyepaqwaw eduel 1ye| Yeles ueyeligey uep esbueqlaq ebequa| ueepelagay es3 eye
BISNUBW enwas Uo|0 ijiwip Buek Jesep jey ueyedniolW |\WYH | uexeuesyelo\ q uednipyay lebieybus|y "z | Bueh  ueyny
(1ipe) we|ep ejiseoued ‘elebauleq yesabnue
‘G611 IYN NN uep ejisesued wejep bunpuey | eweslag/wnwn JIpadsiad uep esbueqlaq lebeges
-19} BueA 1eju-lejiu eped noebusw sniey esebaulaqg uep uebunuaday wejep NVH uednipyay eliseoued
‘esbueqlaq ‘eyesedAsewsaq uednpiysy weep \NvYH uedelsuad eped uebunpuiad wejep ejiseaued Jiadsiad
‘) euaiey Ys|o Gyl YN ANN uep ejiseoued nyek AVH ueylesepip ebequig| JIpadsiad weep ueyiesep.aq
1sdnioyiuy
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

26



uep ‘1618ud/ Ie|iu) ejIsedued e|iseoued Iejiu-iejiu

efAep Jjaquins “lefiu-requ ueylesepiaq AVH

ueyeunbbusw ninuaw ANVH uesebbuejad uelley
wejep “uerebbuejad [isey uexiodelg|Z1L

S0IOQ %epiL "2 “Uep Isdnioy| (Ueelejessy|

(uydisip “aninl) “uesejueiaquiad [E[IU "ue[ipesy|

denAuaw yepi| 'q
‘(seuay elioy
anfnl ‘gemel

wefep yejuowad
eAedn Ueje)ia1oy | |
‘Gy61 Uunyel [IN

[e[iu) efiseoued

Te[iu-1e[iu Jninusw
INVH ueiebbuejad

Bunbbuey) ann ninuaw “uep 1sdnioy
1eyss eieoss INVH uexebauad “uesejueisquiad
uebuiesitad “eAedn wejep wejep yejuuswad
ueyN ey e yejuawad ueidad 0l eAedn UB)ie)Ia}ay
Jlwouoy3 ‘¢ e[isedued “ueyseRlusiN ||
(selwl) “Tefiu-eu {qemel
yeJep Jouop “uebuap 1ensas ‘Bunbbue)) cy6]
uesnyelpN "y INWH nxejuad “unuel TdN
(IInpad) |eisos dexisyojuod ‘6 | @nNN nInusW NvH
uebunybuij (ueeiejosay ueyebauad eAedn
(UeewesIagay) YyejesSew UeyessjoAuaw wejep ueueweay Ie|jlu) ‘erebaulaq weep yejuuawad
UyeleMeAsSnw uexeuesyedw (luelsaq ipe) yiid Buega) Yepn ebelusw uep esbueqiaq ueiad ueyniunusi 0l
BJedas Uuelnjelod/ueyeliqay uesemebuad ueyeuesyesw isedisipedieg 6 “uednpiyay| (pe)ejiseoued rejiu
luelaq Ininl) ueleuagay iBbul Bunfunfusw deyis esepip ‘(euesyeliq) wefep wnyny -lejiu uebuap 1ensas
ueinjelad; ueyeligey Ueyeuesyepw T(jipe) euwesiag/unun eAulelemas uedap Ip BWes INVH mejuad deyis
uebunuadey eped Uewyeseplp ueineiad juexeliqoy uebusp ejebau ebiem JOJuod uexpnlunusiy ‘6
jenquisw wejep eAuyojuocd Mnijod Buepiq weep ISese ey ‘y | ade} ‘AL ‘olpel denas uejnpnpay {Ueelejosay
(qemel Bunbbue] "eueyiapas) euep Uep ‘1biaud] eAep ‘¢ ueyiAunquisly 7} “emyeq nyejiad Tejiu) “erebauiaq
J2quins ueyeunbbuaw wejep ‘(ueelejosoy) “deyis yojuo) g “uep esbueqiaq
S010q Mep} (undisip aninl) denAusw Yepn “(Seidy eliay JLIOUO3d uep ‘GY61 uednpiyay wejep
aninl "gemel bunbbue)) jeyss eiedas buebep uebuiesiad ‘leisos ‘ewebe unyel 14N ann “wnyny uedap 1p
ueynye/ow eAuyojuod ‘lloucys buepiq Wejep ISeSe jey g ueepaqJad ninuaw NVH BWes eiebau ebiem
BeAuyojuO? “Ipequd ISese jey ‘| jeyijow eduey ueeuesyelad denas ueynpnpay| ejebaulaq uep
“INISq 1ebeqas yeepe 1snioynue nyejiuad uebusp eweselay Jesep |ebegos emyeq nyejuad deyis esbueqgiaq
UEJE)Jaq [eSJOAlUN BIedas j\YH WeJeW-Wedoew Uojuo) | ueyeuesyeo|\ '@ e|iseaued Ie|iu UOJuOd UBYISqWISI\ '8 uednpiyay
Lipuew “nlnf) -lejiu ueleuaqgey| / ‘Gy61 unyep wefep
‘eAepnq uep |eisos ISN|OY Yepl] ‘P Z uenwapad [YN ann ninuawi e|iseoued
1sdnioyiuy
uyldd Hoje|N wejep isdnioyiuy 1ejIN-IejiN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy 1esed ON
; : : SN ; : PN sl 3. ueledeouad Jojeyipuj isuajadwoy

“ojeyipuj ‘isuswig

27

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



BUBDUSI9) eledas Isnjisuielebau bueleq neye buen ueunduad
Juefiquebuad "qiid Bueqe) eredss uesemebuad Ueyeuesyeow

ueyibniaw bueA
uelnyn ‘nyem

‘uebuojob  jipequd  Uebupuadey ~— Ueyiesepiaq — uelnje ‘Bueleq ‘euep
yenquidw (Jjp Mey euep snsey Meled snsey) ‘uebuojobjipequd ueunouad
uebunuaday NN ueesenyay/bueuamam ueyeunb ueynyejaw
-yeleAuaw padas 1sdnioy nyejuad uebusp Ueyeyaq NVH Meplp o
uelebbuejad sSnsey-snsey Ipelia] ebnl uepiwag -eAuiebeqes ‘(qemel
uep Yleq eweu uelewsdousd ‘ueunouad  ‘ueysodeled | BunbBBue) ‘ninl)
‘ueynunquwiad nuades ‘N\yH uelebbuejad snsey-snsey Ipelis) eAuiebeqos
yeAueq yisew unweu ‘Injelp yejal NvYH ueeuesyejad undnejep) uep ‘uebue)
epuej 1eins
‘e uep ‘eg ‘ce'le ‘uswnsjop
‘0¢ ‘6z ‘9z ‘lc lesed nyueA ‘eAujesed-jesed weep undnew uensjewad
eAueeynquiad weep Jieq Gyl unyel [N ann wejep 1edeplia) ueynyejaw
eissuopu| esebau ynun WyH weoew-wedoew ‘eAuinfuejes yepll 'q
(qemel
"wnyny e1esas [\yH Ueeuesyead | Bunbbue) ninf)
ewejn Jesep Uueyedniow (Jipe) bBueusm-bueuamas Mepn eAuiebeqes
‘ueynpnpay juelexbun ewes ‘uelelelosay “1a)ijeba/ueeielasay uep ‘Bueseq
nyeA  uejpesy uep ueelelasay  uebusp  ueleylaq ‘Seled ‘euep
BueA enpay ejis yojuod 1ebegas Gyl YN ANN Uep ejisesued uedejebbuad
yejepe sele Ip ueyeynwayip ye@) buek nuedes eissuopu| Ip ueynye@w
INVH uesepue| uexBuepas "g6| unej eped ggd ys|o uexyesip JeplL e
BueA spybry uewnyH Jo uoneleod |BSIBAIUM Welep Jnjeip wnyny §
seje Ip ueyjnuasip yejd) bueh [esiaaiun NYH WeOBW-WERIE| ‘qeme(
Bunbbuey ‘elebaulaq
uep Ijnpad uep esbueqlaq
aninl) 1snqLisip uednpiyay wejep
uep Ise)ole eliIseoued Iejiu
uebuedwiAuad -lejiu ueyieseplaq
uejnjepw NVH
MepiL ‘p uelsebbuejad
"(qemef ueifex
Bunbbue) [isey ueiode]-z| ‘elebaulaq
‘eueyJapas) (ueelejosay uep esbueqlaq
euep [e|lu ‘uejipeay uednpiyay wejep
1sdnioyiuy
uMdd M9je|y wejep isdnioynuy Ie[IN-1ejiN uelseibajuibuad Ie[IN-IE|IN uep uesefejaquiad Isusjaduwioy lesed ON
: : ; SO ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

28



jees ueydessyp buek |sesjowaq ‘ouoAoypnA Buequeg ojisng | ‘uidisip) ueine ueueAe|ad ueyleseplaq bueA BISSUOPU|
ebbuly nemebal\ ‘piyep\ UuewyelNpqy ‘@iqigeH rg uep einpy Jebbuejpw wiejep Isenjowsp ISenjowsp nyejuad yignday
‘uspisald Buelo jedwas uexiIyEOW YE[9) ISEWIOOY “Jen| elunp /iyejeAusw nye|uad yojuo) JOJUuod uenunug|y eiebopN
ys|o Inyelp upewss eisauopu| Ip ueydessyp BueA isenowsp Mepll 'y G¥61 Jesea Nn ‘lenpie} eleoss Jeseq Buepun
ISBwWUojol  Ueeles  isenjowsp  uednpiysy  ueydelsusw “(aninf we|ep Isesjowsap e|iseoued ISesyowap -Buepun
we|ep eisauopu| esbueq uewejebuad ueeleyoy LlBqUBW Ye|o) ‘eueylopas) Iejiu-efIN disuud ueeuesyejad Iensas
Ul 1senjowsp [ppow ebi] (8661L—2961) elIseoued Isenjowaq Iseyunels eISauopU| sisl|leuebusy eliseaued
uep (996L-6G6L) uidwidial 1senjowsq  ‘(6S61—0S6L) | ewususw neje Ip siiesjowap e|ISBOURd ISBIOWSP ISeljowap-1aq
[eJaqi / Jejuswalied Isenjowaq Leq nins Buesed jwejebusw ueyLaqusW BueA uednpiyay| euyew ueysealus|y wejep unjues
yeja} eisauopu| Ip Isenjowsp uednpiysy ueueeliad ‘exopiow Mepi| ‘B unbuequaj - eISauopU| nyejuadiag z'z
sefeg “isenjowaplaq uejedwasay Iyesusqip eissuopu| elefsu | -(inpad ‘gemel elsauopuy| Ip Isenjowap G¥61 unye]
eAuuesemyeq ‘gNA ueyn] depeuyisl JnynAsiaq qilfem ey Bunbbuey) Ip ISesjowap ueeuesyelad eISBUOpU|
eiebou yijw uedessuad Jesep lebegas Mignday
"ueyejuswad | seyjisey Bueleq eyiweulq eliIseaued Isesjowap eiebopN
uep elebauleg uednpiysy weep Bunuad nyi Isenjowap emyeq ueyesniad Isesjowap ueleuaqay luneAs|y Jeseq Buepun
uexynfunusw 1u] ‘1senjowsp eiebau lebeges eAuuip nyebusw ueynye@w 1eeH eliseaued -Buepun
yisew und Japiojo esebap 1)u0j0 eiebau jngesip Isenowsp epll 7} ‘B|Iseoued Isenjowaplaq |lensas
Buebowaw Mepn bBued eieboN -uejenepay bHuebawad ‘(qemel Isesjowap wejep unjues eliIseoued
nyejas jeAxes ynbea) Buebawew yisew eualey Ul ey ‘Bunuad Bunbbuey) eylweulp deyjis ueypnfunuspy Iselowsaplaq
Isisod eped jefyes ueyyelsiow Isenjowsq ‘isesowsp yyjod uesnind uep wajsIS - eliseoued wejep
walsis eAuyebal siseq Ipelusw ueyejuewad uebueuamay renquiaw ‘BISBUOPU| Iselowap walsls ueueyn |
eweln Jesep yejepe jelyes yepusysy yiujod ueyesgesy lep wejep Blod ueyleseplaq eAunyepaq sejyy! -9y lejiu-ie|iu
Jnyn jeje jebeges Isenjowsp emyeq inyebusw elebau enwas | uejoybuoyesiad [9MN yehejpn - uebuap ewuBUB rebieybusiy 'L | 2
"qemel bunbbue] ynuad uebuap 1nqasia) ueynyeew
[esed isi ueydelouaw qilem ey elebou ebiem 1ebeqos Meply e
SNDIe)asS emsIS Ie6eqas eyeuw ‘Seje Ip ueledn UeXIeseplaq ‘(qemel
(Id>) 1sdnioy Uuesejuelaquad ebequwa]  UBUIpuaW ‘¢ Bunbbuey
1SdnJioy euepid Yepun uesejuelaquiad buejua) aninl) ure
Seldu] uewien@buaw Iul Jees fedwes 00z unyel Yelds 'z | Meyid depeyssl
Z00Z unyey 0€ 'ON NN uebuap uendiuad
InJeyeqadip buex '1sdnioy BUepld Yepull UeSejuelaquiad ueynyeow
buejus; 666, UNUEL [€ ON NN UejyesabusWl °| JeplL 'p
IMSq 1ebeqas ure| eiejue isdnioy nyejuad uebusap | (uidisip ‘gemel
ueyeyiaq YH uexebauad weep yejuuswad eAedn undepy | BunbB6ue) aninl)
eAuiebeqos
‘uebuojob;/ipequd uebunuaday Ynun | uep ‘uie] yeyid
1sdnioyiuy
uyldd Hoje|N wejep isdnioyiuy 1ejIN-IejiN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy 1esed ON
; : : SN ; : PN sl 3. ueledeouad Jojeyipuj isuajadwoy

“ojeyipuj ‘isuswig

29

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



ueyeuesyeow jedep epy jeyas uebusp euasey ‘jeyss jewyu yeje) epeday JnynAs emyeq JNA ueyny [ejiu-rejiu
1agip Ul jees ledwes emyeq JNA UeYnl Biuniey LNYNASUus|y BueA) niensas esel uedeybun | eluniey unynAsusiy || unynAsusiy L'L | €
"(Ylid bueqs) Yepn) [Ipe Yepuiaq uelnyesw
sniey ebnl uesemebuad ueynye[dw wejep uep ‘qemel bunbbue) }nun
esel ynuad uebusp ueydedlp yed) bueA uebuepuniad uejey|lia}ay
ueinjelad/ueyeligay Ueseuesyejall ynjun jeny bueA Uswijitioy ‘uelluefied
UEp UEeWesIaqay esel Isepuejip eAuuedispied ueypninmaw 'NINLINOMA
wejep (ueeiejosay) ewes bueA ey leAundwaw elebau ebiem ‘(seyubayul)
yninjdS BMUEeq Ule| BJEJUE [SENOWSp Ueeuesyeod yojuo) uenjesay
njes Ipelusw
‘esJ eyej\ bueA ueueynieyy ‘G | eselow uep ‘ue sdnioyiiue Gyl unye ]
"|e1sos ueelsjyelesay| v | Bunbbueuadss Tlequ-rejiu uep eIsauopu|
‘Isenjowa neje 1exeiniy e giseuss ISenjOWap efiu-efiu yiignday
"9WS|[BUOISBUIBIU| NEJe UBBISNUBLISYLISd Z ‘ueebienjoyey Snenjowap bueA ueypebauaw eAedn eieboN
"8WISI[BUOISEN NEJE BISBUOPU| UBESBUBqa)| ‘L | Jueesepnesiad uednpiyayas ueyuIiuIaouaw bueA Jese( Buepun
JISU8q Ul [nsn 1Sdasuoy “ejiIseoued uebusp eweu LBIP esel [uadas ebeluaw wejep mje[iad epas Npem -Buepun
Bued eiebou yejesie; Jesep Bueus) |nsn Isdosuoy ueyisSLIaq ‘eweslaq Bloas ueladiaq “uniny rebeqiaq uebuap lensas
BueA eAuojepid ueyiedweAusw jees GygL lunp | |eb6ue) [BUNYVINYSHIGTY | ueidq uep uidisip “eped eisauopu| e|iseaued
eped ouie) Bung ueydexbunip dasuoy lebeqes ejiseoued ‘Buequies nyejad yojuo) Ip ISenjowsp Isessjowap
‘uepedas ye[oyasip “ueeuesyejad eylweulp uep
‘Iselowapiaqg uednpiysy wejep ueydelslip sniey ‘buipueges uep yewnlip uey “Sisijeue [iIsey wia)sis buejuay
esebau 160j0op! neje Jesep |ebegas e|iseoued e|iseoued njek ‘ueynpnpay -lJeyas uednpiysy geme[ bunbbue} uep uelley |isey
|y esebau Jesep neje 16ojoapl uebuap lemilip sniey eissuopu| | jueleybul} ewes wejep yieq p eAediad ynuad ueyifeAusiy z'v
Ip Isenjowap uedelauad lejlusw uebueey edesagaq ‘iUl Jadas ‘uelelelosoy BueA 1senjowsp “uebusp 1TeAuUs|y ‘6 Gy61 unyey
ISIpUOY Weeq -ule| lexeleAsew yodwoey ysjo uexbuejyip NYVEVLISTIM nyejuad yojuo) "y (qemel bunbbuey) elsauopy|
esiq jeyeledAsew yodwojayas yey uig| Isis Ip undpisaw jewsiuip Gy61 unyel 19N ISenjowapIaq Wejep yiignday
esiq |idis ueseqegae) ‘Isesiueblologq ueseqagey ewylusaw isdnioyiuy ann nnusw Isdnioynue nyejuad eiebopN
1efyes epss ledepuadieq ueseqegey nheunjiusw 1eAyey Te[IN-TE[IN J1o0yeyipu| eISauopU| (Ojuod uepniunug|y ‘g | Jeseq Buepun
eiefbou ebiem snenjowap -Buepun
‘Gy6 | Jeseq Buepun-buepun uep ejiseoued yemeqip ‘(uswiyiwioy) uep ynpnpuad BueA uednpiyay uebuap lensas
yoyoy Ipefusw elrebaultaq uep esbueqiaq uednpiysy ebbuiyss | gemel bunbbue) ue)npnpay eAubunuad eliseoued
Ininl ipe "gemel bunbbuenaq bueA [Sessowap ueybuequuabuaw ynuad uebuap uebuap jiexus) ueyseolus|y /2 Isessjowap
ymun  ebieyisq  uelele@d  Ipeluew Ul ISeDOWdp uesninday ey rebeqgleg [1pEe)(3dnioy eylweulp
ueuejeliad my euaiey ya)0 * (G961 ) ISnjoaay elepuag yemeq IQ ueyeuesyep|\ I 10)dniIoy| “ueyepui} IpeIsq uep wajsIs
N}Ng Wejep OuJe)a0sS J| “e|iSeoued Isesjowaq uebusp [eusyip ‘(qemel ejed wnyoy ‘ueueAead uesepaq Ilexbusi\ Z'€
0Jeya0S uspisald esew eped yejolas sedl wn@q yisew 1ul Bunbbue) ueyebauad -epaquiawW) Ue[ipesy| Gi61 unyel
1sdnioyiuy
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

30



eAuiebbuejod 1Beq uep j1eyeleAsew Ip uequueley eldioia) ‘eweslaq ueyqeqasip buei wnyny ueyebauad yiignday
Jebe eisnuew nye| yeybun Bueusy ueinje yejepe wnyny nienses ISdnJoy emnsuad uep uebunpuiad eiebopN
1eyeH - wnyny elebau yejepe eissuopu| elebap, lAungiaq iBequisw 19YgY3g Tebeqiag wejep uewiyeysy Jeseq Buepun
Bueh g1 unyel 1y eiebou gnn (g) 1eAe | jesed eped Buenya) ey snjn} wnyny ueesenyoy -Buepun
ny |eH ‘wnyny ueylesepiaq Buek esebou yejepe eissuopy| ‘ley Yis1aq:SyIHMI ueyebauad euesyelad uebuap lensas
asp uep uebunpuiad nye|jes wiyey e|ssuopu|
(ueqipa}ay 1ejiu) eisjyelas S} Tew.ad) eAuyews) uesad ueyseelus|y Ip uejpelad
Uep UeBWE 'qid] BbueA uednpiysy pninamua} Jebe jexeleAew ney-ney uep ueyqgegasip bueA wnyny ueyebauad uep wnyny
Ip Meaq bueA ueinjeied leeusw enwas ey 1beq bupuad | Tepued ueiyid Jeyyes uebunybuil uep uebunpuiied wia)sis ueyis
jebues 'myi euaiey| ya|O Uenedeyay| [Nqui} UeXe Uep qiHa) Yepn wele) e (e Ip emysuad wejep ueesyeloy -duysepus|iy €'¢
TeeIeAsew uednpiyay exew 1eyeleAsew uednpiysy Jnjebusw | Auuenyelabuad lebeqloeg uelad ueysesluay elsauopu] Ip
BbueA ueinjeiad jedepid} Yepn JeyeleAsew wefep ejgedy uep elsauopu| wnyny ueyebauad ue|ipesad uep
ueweebuad) Ip wnyny uep uebunpuied wnyny wajsis
(qemel eAuIpng jeye ueyebauad wejep ueisijoday ueuiwIao
Bunbbue} "ueqiua}ay 1e(iu) "1sdnioy Ueyepul} UByNye[dw Jngasia) |  Ueyeunbbusw uep uebunpuipad uelad ueysesluay lebeqes
Buelo nJeisq wnyny Uenjua}ey Jdepeysd} Jeel yepn buek N[ees 'YNVSYVIIg eAubunuad elsauopu| Ip uelinje
Buel ‘ejeAu uep seba} Buehk Isyues uexeuayip uelebbuejad "Jewlad ‘soloq eisauopu| uejipesad uep wnyny depeyis)
ipelio) eyl “eyeseAsew weep Ip nyepaq HBueA ueinjelad Mepn ‘Buen Ip wnyny WIS)SIS uesepue| uidisip deyis
lleeusw ynun Bueloasas esyewsaw ledep eyew wnyny lwap | ueyeluepquaw ueyebauad rebeqgas Gy6| ueynfunusiy €2
‘nyl eUBJEY Y9|O JNjeBusw uep esyewsaw Jejs iyijiwaw wnynH wejep uep uebunpuiiad unyel YN ann esg
ney-neysaq IYINJH | wnyny uesepue ueleuagay U eAs eyely Bue A
‘ejeAu ueyljiwaday wnyny elsauopu| Ip nyelaq ueyn] epeday
uep seba) BueA Isyues ueynquiusw ueye exew JebBbuejip [eyuad ueyyebauad BueA wnyny waisis uelpgebuad
elgede  ‘eyeleAsew 1p dnply uenebled weep eAuebiem INYMITINSG3IY | uep uebunpuiad ueyisduysipus|y ynuaq
uebunuaday 1Bunpulew ¥nun (elseboau esenbuad) yejuuswad ueysnindip 1e)9%eH wnyny rebeqgos
ysjo ienqgip ‘(muauel yeAepm  wepep eeleAsew/buelo yepns wnyny uen(n} uep uenlny uep ‘weosew G661 unyel
Ibeq nyepeq) eyibusw uep esyewaw Jejisioq ‘uebuele) BueA ede uep ‘weoew ‘eusep ‘euyew ueyse|alus|y BISBUOPU|
uep yejuuad isiaq BueA ueinje ueieybuelss ueyedniaw wnNynH BuedwiAusw "BISSUOpPU| uelewepay yignday
epl ‘ynbay Ip wnyny uep ue|ipeay eiebap
‘uelewepay uep ue|ipeay ulwelusw Jeuag-leusaq jexeleAsew | ejemiaq ‘lenq ueyebauad ulwelusw Jeuaq Jeseq Buepun
wejep wnyny ueyebsuad Jebe ewesloq eopiaq ey yejew | Jadipjueyeleyip uesepue| lebeqes -leuaq jeyeleAsew -Buepun
eAuinfuejag ‘wnyny ueyebouad eAedn wejep euss Ny yepns Buek G¥61 unyel YN wejep wnyny uebuap lensas
ey ynied uebuap eualey ‘eAuyemeq Ip uebuepuniad ueinjelad ede uebusp ann ueleuagay ueyebouad Jebe eISauUOpU|
uep Gyl unyel [YN dnn niei nyepaq BueA wnyny iymewsaw | 1ensag NINMISNON ‘uelewepay ewesJaq eoplag Ip uejipelad
ynjun ey 16eq ueqifemay Ipelusw yepng "wnyny/uebuepuniad “Meljuoy| uep ue|ipesy 1eyas jeun|iu aqip uep wnyny
ueinjesad uebusp uejeyiaq SejNe Ynseuwlls) ‘sejpe iebegiaq ‘(nexedesip seje JNA ueyny ey Ul jees ledwes waysis wejep
1sdnioyiuy
uyldd Hoje|N wejep isdnioyiuy 1ejIN-IejiN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy 1esed ON
; : : SN ; : PN sl 3. ueledeouad Jojeyipuj isuajadwoy

“ojeyipuj ‘isuswig

31

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



IS Yepi} uis] Uele uejiquebuad -

eAuure|

Ualnop Neje g1 uelenquied Wejep wsal yepn uenbund
Ueesoylauad Uep uegnunquiad

Uejedoolad uep ‘uesodwerad ‘uennouad

“BAUYOIU0D

"SEjull nje| uelrebbuefed Uep I1SANIOY SNSey YNSewls) Jenyes
uebunybull 1pelie] bueA wnyny uelebbuejed snsey yojuo)

<

— o™

"BAUEDEqas Uep (qemel bunbbuenaq
Buejequiey  snseyueunbuequiad

yepy uep Ininl yepn)

ueuegaquwiad
ewsuaw
Isbuny yey
‘(Mrequa) buek
1enqiaq uep
‘Sejebuaw yepn
‘yeuewe ‘oyIsal
ewnsusw

deis uep luelaq
eAujesi|\ ‘gsp
‘ueyelextadip

"BueA 1sdnioy|
“snsey-snsey| ‘9|
“Isdnioy|
nyejuad uebusp
ueyesaq wnyny
“ueyebouad

uep uebunpuiiad

“Weep

MdM) 1sdnioy]

ues-ejueloquiod
ISIWOY Uelsd G|

ueiebbue dn ysew (ninl yepn) yeled uedejebbuad (qemel | ‘ueyyejesiadip wnyny
Bunbbuepaq Yepn) IS JOJENWIS SNSEY Uejepe Ule| elejue ‘njunyp ueyebauad
‘wnyny uexebauad eAUUEWS]| Ueygeqasip buek elebau jeqelad ysjoq ede-ede uep uebunpuipad
uep wnyny yebauad ueynyejip bueA 1Sdnioy emisuad yojuod) Ipef1a nejey) wejep
eAunjenses 1B)OAPY Uelad v|
‘1eyeledAsew uednpiysy wWejep uelewepay Uep ‘Ue|ipeay elebas wnyny
‘uequeley ueypninmaw yeepe wnyny Lep Jiyye ueniny Bunbbueusw ueyebauad (inpad
eAudisuud eped ‘wnyny weoew-weoew jedepss)y undneep) | qilem ueepesy uep uebunpuiad uep ‘qemel bunbbue]
‘leusjew uep |ewloj eledas wnyny ledepssl ‘leAud wnyny | GVAVYE ONNOONVYL | Wejep ueweysy ¢l "IPE "UBEIE}oSoY
uep iiqnd wnyny jedepsa] ‘SNWU8) Yepl wnyny uep SiNus} ‘(uejipeay| ueesenyay| udisip) wnyny
wnyny jedepla} ‘weoew edeisqeq Ipelusw 16eqsa} wnynH Buebowew euesyeljad nyejes uebusp uebuejuaynaq ‘GP6L unye |
deya) ‘uenipuad wijey uesed-zl BueA nyejad BISauopu|
‘uesnind ueylaqWiaW weep euesyeliq uep ‘ueinindy dejay) yebey wnyny "YOjuod USqUIBIN "L L yignday
"eAU|pe-|ipeas bueA UE[IpESY (s3]0 ISepuelip wiyey ejed lueinu aninl ‘elnesay ueyebauad "mdnioy nyejLs eiebap
ney uep (wnyny xadse) epe bueA ueinje uep buedwiAuaw 1eJ1s18q :41180dS | uep uebunpuied uebusp uejeyiaq Jese( Buepun
JNepl} Jeusg-Jeuaq eAuSEbn] UeyeuesSyejoW Weep wnmjny | "Snisusw SnJsj} wejep wnyny uexebauad -Buepun
Yebouad eied ejiqgede pninmia] ueye Uue[peay ‘eAuesebou “eib eyesniaq ueesyeloy ueiad | uep uebunpuipad uebuap lensas
ebiem depeyis) uejpesy uep uebBunpuiged ueyueqwaw | niejes ‘eligyaq wnyny weep (Mdy) 1sdnioy elsauopuy|
ledep eusasey Jeyeledsew 16eq bBupnuad 1eBues wnyny Zynbbuns ueyebouad uep-Q| “uesejueiaquiad Ip uejpesad
‘unya} uebunpuied ISIwoy] uep wnyny
esebaulaq uep ‘esbueqlaq ‘(‘qsp Jelejaq) wejep uesad ueyseRIusN 0L | wajsis Buejua)
‘i1eyeleAsewlaq uednpiyey esejue  dnply  uebuequiiesay eliloyaq e)Yns :NIFYY | uelsijoday uelad ‘6 wnyny ueyebauad uelejeuad
uep ‘ueqilemay uep ey esejue uebuequiiesay ‘eyeledsew ‘uewejebuad wnyny uep uebunpuiad isey ifeAusiy €
uep npiaipul uebunuaday esejue uebuequiesey ebelusw ymun | Laqwaw Buies “ueyebauad wejep 1e)oApy Gy61 unyel
1engip wnyny nji uiejds “eyeAu uep sebay Buek i1syues ueyuaqip ‘uip 1IBequisw “eAugewg| uelad ueyseBlus|y ‘6 eIsauopu|
1sdnioyiuy
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

32



ueejeAuay 1SANJIOY

uebuap lensas “SNsSey| YNSew.a)

IINpad) Jeyyas uebunybull ueepesy depeyis} exad ymun nEenses u EIS5UOPU [P UEP

eAednieq uep '(qemel bunbbue)) ney ueynbbunsay uebusp exdesBunbusw Lmu_.v_mw cmoc.:v_cc__

sebny uejeuesyejaw (|Ipe) |nebjaq Weep Uewa} ueyepaquiall “eusq : %_ﬂ

epn (il UeejeAusy 1ensas ejexlaq (UEeelejasay) wnyny s[epUILIag .ma>83|v_:c

uedap Ip ewes ueynpnpay MijiWaw bueio enwias debbuebua uep Em.v_‘_mp eiebbueRd

[undisip) ejebau uep JeyeleAsew uebunybul] Uejoqas Ip ‘efeosadip “SHSESTSEy]
jieq nyepaq bueA ueimelad [ynjewsw IJadas ‘wnyny uebuap Jedep .m:_.E UEBUBNBBUEag 0z

[BNSaS BueA nyejuad Uuesbuequayip npad njl euaiey ysjo

i ‘Buelna yepn 1sdnioy|
(erElss ) ‘ley snun| SYNQNCL | “SNSEy YNsewls)
Jepn) eles nyns-as/yeloepas bueA uews) uebusp |nebisaq 'g “eusq BS5UOPU]
(qemelr bunbbuepuaq Yepn sepuILag g
uep uldisip yepn) eAujedwa} eped yepn yedwes buenquiaw “f uep Em.vtmn cmcc:v_cc__ _Um:Q
(uninl epn) uebuejn eyiay ¥yojuoAusw ¢ ‘ekeasadip d@%v_:c
(undisip Yepn) yejoxas webelias uexeunbbusw Yep g #mam.n Eiebbuead

(undisip xepn) jequeyss) buejep "L ‘snjny ‘Bueino NSy 61
‘yeepe ‘ {npad uep
ule| elejue yejoxes uebunybul Ip  1SANJOY nyejuad YNSew.s) m:_v_%_mw_%wx .Qmsmn_mmwc%%mm
sSnblex)as  ueinjesadjwnyny ueiebbuedd yojuod undepy U9ISISUOY TIPE .c.mmgﬂwmov_
. uep ‘qiue} ulldisip
wnyny yebauad jesede ‘e 1eda) SV TVVEEI V)Y
yojo ueyqiualp yejoyas sojoq bueA elejad eled ‘ueimesad eped VSNV
(ueynjeday) Buek

uejee}oy “nye[ad yojuoy ‘gl
‘qua) eye} INI1dISId (Iinpad
‘ynbbuns “uep ‘qgemel
-ynbbuns “Bunbbue) ipe
uebuap sebny ninl ‘ueeie}osay
ueyessjoAusw uldisip
uep “winyny uebuap
ueyeuesyelpw 1ensas buek

"10]J0W epadas ejepusbusl wejep ndwe| ueyejeAusw yep] ‘g | ‘uie| yeyid neje nye[ad yojuo) /|
"JOJOW epades elepusbuslu EY[}8Y Wioy uexeusbusw Yepi| “/ ipuasyeyid wnyny
[IgOW Neje Jojow eiepuabusw wejep NS Mijiwaw Yepll ‘9 deyis ebauad wnuyo
‘bueiepay yedwsa) ip Jpped g 1eqnye lebeqgas “ysjo ueynyejip

Isdniojuy uesefejaquiad Isuajadwoy leseq
u)dd 4ejeN wejep isdnio)nuy lejiN-le|iN uelseibajuibuad IEJIN-Ie|IN uep L3R ueredesuaq JojeyIpu| Isuajodwioy] ON

“ojeyipuj ‘isuswig

33

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



uejewep.iad ewesellay

Bunjuebiaq
Jepy

uebungny Injejsw
elunp ueewep.lad

newebusyy 4

Sv61 unyey

sislleuebus|y '€
eiefaulaq uep

{lipe) ‘UIpUSS UIpJaQ ueyeidiouaw eisauopu| esebaN esbueqleq 9
uewinyny uebusp uejenglad elejue buequies uejipebuad 1edep ueepeay| wejep Jeseq Buepun eyeleAsewaq
uesnind ebbuiyss uejipesy eAueldinid] ueynpadip  eyew welep :)YIONVIN | Elssuopu| ueisd ‘¢ -Buepun exbueiay dnpiy
ISdnioy euepid yepunp ueuebueuad weeq (Ze6l ‘NUPUIA ‘eyesniaq uerewepiad wejep uelewepiad wejep eiunp
wejep Bunyeo) luowley Buek euesens yepnuagia) ebbuiyss wejep “ebeluaw wejep euyew ueyse|sfus|y uelewep.ad
|e1sos uejipeay eAueldiosa) neje |einpnils ueselayay eAuepe 1ebuewsas uep “ewebe nyns eieboulaq weep
yepn yejepe yysod uelewepsad isiuyaq ‘(soead aAnisod) 18|n/yetakusw 'Sel ueepaquiaw uep esbueqlaq eISauoOpU|
Jyisod uelewepJsad Isiuyap yenounw uep uerewepsad Isiuyop Buejued epn uednpiya uelad Isya1al
uesenpiad yejipelia) exew ‘lul ueejeAuay 1eyljo|\ "uejipeepnay ‘ynbbuns sdnioy nyead wejep ewebe uep lebeqgos
uep edweu XMepn bBueA ueseloyoy 1eqgpe ueejuspuad -ynbbuns “ueuebueuad ‘sel ‘nyns ueepagJad lewep ejulo
lweebusw yisew jexeleAsew ‘epe BueA seyjeal wejep | ueBusp niensas Yojuod ebelusw ndwew uep uels|o]
unweu ‘lweyelp yepnw uep eueylapas Iul Isiuydg (8002) ueynyeew UBNUNUS\ "¢ eisauopu| esebaN deyisiag 7
1ggy wejep wnueoald) bBueA Isiuyap uebusp ewes Ul ISIUlap uejelboy| ewebe uep ‘sel eualey JNA ueyny es3 eye\
ule| eley welep neje eAuule] ueselayay )njusaq Iebeqlaq SYHIMVYAYIY | ‘mins ueepaquad elunJey UNYNAsus|py| BueA ueyny
eAuuasqe Isenyis lebeqas ueyieqelip (eoead aanebau) jebau ‘ney yepual ebelusw wejep [eLajew yelabnue
ueleweplad “Husod uerewepiad uep jebou uelewepiad uep ‘ueyningay JnynAs yojuoo uenjueq Injejow lebegas elunp
nieA ‘ueiuebuad enp wejep uexleqelip BueA deybus| yigo) Iensas ‘jewsay ueyynfunusyy g elunp uelewepJsad uelewepiad
eJedas uelewepsad ueyisiugopusw (g6l ‘NUPUIN wejep) ‘eAuepe ede elunp wiejep euas iyl ueypninmaw
Bunyes -(800z) (1ggM) eissuopu| eseyeg Jesag snwey ‘sebn| ‘yiuiad ueleweplad jny| eisauopu| esebau wejep
wejep wnjuedla) buek adas yipuoy neje ueselayoy ‘bBuelad yeAueq yepn 1edep eisauopu| ueyejuowad emyq eIsauopu|
edue) ueepeay lebeges Iweyedip ueleweplad wnwn eJedas ‘eAuynjag-ynjes emyeq JnynAs emyeq JNA ueyng uelad

ueleweplad dasuoy NeAueq yepn efses uedexbun | elunJey UNYNAsus|y unynAsusiy 1L | v
‘ueyigajiaq “;dnioy nyejuad
Mepn uebusp ueyeyisq
BueA nyejuad BueAjnsewla)
(uewnyny uep seqaq) Isyues ueyeusyip yepn uep deyis “uerewepay
elefuad Isyues uexeuayip ‘¥ ‘eleyesiaq “uep uejipeay
EpUSP ISYUES UBNEUSMIP ‘¢ 'VNYHY3A3s “Ujweus
uejipebuad a8y esexiad uenfebuad -z ‘ueyepun NMun JeyeleAsew
ueisijoday ysjo ueyipiAuad uep ueyipiieAuad ‘ueepAuad denes depeysa} “wejep wnyny
‘ueyepsjebbuad ‘ue-ueyeuad ‘uedeybueuad ueynyep | snun| bueA “ueyebauad
:yejepe uie| elejue ‘sejul| nje| ueiebbuejad uep | jeiu eAund uep uep uebunpuijiad
1sdnJoy SNsey )NSewJsa} eiSauopu| Ip uep Jeuyas uebunybui 1p ‘(Buoyoquaq “Sisijeue [iIsey
ipefia} BueA wnyny uesebbuejad snsey-snsey uebuenbbueusad epn) ISejuasaid ueyeg' Lz
1sdnioyiuy
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

34



yejepe eAunjes yees Yoxbueg uellueliad iuebuejepueusw
bueA eiseboau G uysjo /9psnisnby g eped uejuIpIq
(uoneN ueisy }se3 Yinos JO UONBID0SSY)

NV3asvy ¥

"Je1eals) bueA ejobbue eiebau G
1lep LIpJa] ‘Sel ISeulwysSIp uep ‘awsijeluojoy ‘ewsijeriadw
ynuaq eebes Huejususw jebueg  -eisnuew  Isese
yey ewloybusw epss ‘eieboau uep jeAyel yninjes jeqeliew

(ynoay ‘Ieyjusb
‘Jnxe} yepl])
‘gsp ‘uey|nsey
‘eAeyeq
idepeybuaw
wejep

Jesaq BueA uip
eAeolad eseu

ueyiebuiuaw
“wefep 1sdnioy
IBUeIeWaW ymun
ure[ eleboN uebusp
[eliep eweseloy
Uelad ueyseeluspy
elunp uerewepiad
wejep elsauopu|

uep e ueyeybuiusw ‘uejenepsy uenyebuad eAuepe uep dejuew uelad bBuejus)
uebuap eiunp uereweplad uexpew uenln} uebusp ueyuIpIq BueA ney sisiieue |isey IleAusw
(gND) Moig-uoN uesess ¢ | 1eAundwaw INYYIY eyas ueyndwiAusw ‘Gy61 unye
eyly-eIsy esbueq ‘leuoisiodoud uep sisiieuebusiy elsauopy|
uebunuadey uebusp uejeyloq Bued yeesew eweslaq uep elunp uerewepiad yignday
eJeods llequey ueybuequipedwew uep yneluiusw - Jpalgo ‘leseu wejep eisauopu| eiebopN
elunp ynin|as Ip exjuly-eisy esebau ueuelad senpadwaw - ‘Buequiies uelad Bueyus) Jeseq Buepun
eAepnq ‘Bueuam Jagquns lebequaq Liep -Buepun
uep ‘lwouoye ‘|elsos Buepiq yejesew Iljequey neluiusw - -Bueusmes elep ueyindwnbusy Iensas ejunp
eyly-eisy elebau Jejue epn elunp uelewepJad
ewes eliay uep ueuabuad bBuies deyis ueybuequabusw - ‘eAuynjedes ueleweplad wefep wejep
: uenlny TUBJeusqay elsauopu| uelad elsauopy|
uebusp GGl |Udy pz-g eped Bunpueg Ip ueyeuesyeq epeday Bueb Bueyus} (S1OH)SIIHS uelad Buejusy
BV BISY Isualajuoy g | adiegyyeyidiaq bunyuiyj-iep.io sis|jeue
"uejeyasay uep ‘yisey yid -ybiy uexeunbbuswi [Isey ueyisen
ueyipipuad ‘jwouoyd ‘jeisos uednpiyay ueybuequabuaw Jeply/ Yeyiwaw uebuap -SUOWBPUSBIN '
uejel uebusp  eisnuew  jegedew  ueyeybulusw - epy ‘yejoqes ‘uelewepiad UEBIS|0} UBp UNJUBS GGl unye]
elunp ueuewesay uiwelusw - 1e19q Yepn ewes eJeoas ueeAuepad BISSUOPU|
elunp ueleweplad eleyipwaw - “lelaq ewes :|QV elioy desuoy ueynfebusw yignday
:nyeAh ‘ggd ‘melisiul uelewepJad uep I1seyuiuapibusiy eiebapN
yoyod sebny ¢ ueyingaAusw 1ul webeid euewip ‘jesed ||| [lquebusw uep dasuoy elunp uelewepJiad Jeseq Buepun
uep geq gl Mipia} Buek uelrewepiad webeld eAujiseybusw ‘iipuas eAuLip [euoiseuIB)UI we|ep eisauopu| -Buepun
uep Gyl unr 9z-judy Gz eped odsisuel{ UeS Ip ISUSIBIUOY Jnyebusw Isesiuebio Injejaw uesad Buejus} Iensas elunp
(ggd) esbueg-esbueg ueieyuasiad ndweuw ‘uipuas elunp uerewepiad Jaquins [ebeqlaq Lep uelewep.ad
‘episouab | uip uendweway ueyejdiousw eOBQWAW nheje uep wejep
uep awsuola} Iuadas eiunp uelewepsad weouebusw Bueh eped wejep JnynAs esel ynuad elsauopy|
ule| uesesayay ynuaq eAuepe xepn eped ebnl idey Buesad eAealad ‘uig| eISauUOpU| Uelad uebusp Jeque uelad
eAuepe yepn eped noeBusw eAuey epn lewep uenuabusd Bueio uebusp [euoiseuIBUI B/wy/oapinuebuele; eylweulp
1sdnioyiuy
uyldd Hoje|N wejep isdnioyiuy 1ejIN-IejiN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy 1esed ON
; : : SN ; : PN sl 3. ueledeouad Jojeyipuj isuajadwoy

“ojeyipuj ‘isuswig

35

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



Mijiwip buek uebueuamay niens uexedniaw eiebau ueesenyay pngsosyajodi uebuele) eAuisejebusw
1efyel ueinwewsy| ueweoue newebus|y g 16ajens

redesusw ¥nun elebau yeAeim ueyninay ebelusw [exBueusw ueeyauIqey eiebau

uep jelyel yninjas Jnjebusw ynun uebueuamay ieAundwawl nye|uad yojuoo ueyynjuniaw depeysay
BueA yejyejuuswad “eiebau uenln) uep ejo-eyo ledeousw ueynfunusyy g ueye Bbueh ueweoue
ynjun ejebau ueesenyay ejojebusw ule| ejey uebusp neje ueeauIgey ueweoue |exbueusw ueye
‘edebau ueyejuswad ueyelebbusjeAusw sebnueaq yejuuswad ueyynuniaw 1edep ynlunjad uelepesay
‘yeAeim uep jeAxel Lep ulejes ‘elebau yengas eAuLliplaq BueA ueweoue Laquiaw JNA ynuagquisw
(Mepnw) Jnypsuoy Jnsun njes yejes ueyednisw Yejuuawad [exBueuaw ueyn] ueesenyoy BueA 1eju
‘Sy61 unyel I¥N ann ndwew eisauopuy| seje Jepes eisauopu| -le|jlu seje es3

eped ueylesepiaq eisauopu| elebau Jnjebusw ynun ueesenyoy emyeq JNA 1eyeleAsew eyely Bue A
Mipwaw uep yes bueA ueyejuniswad jedepis) eissuopu| ueyn] eped JnyAs emyeq JNA ueyny ueyn] eped

eieboau Ip emyeq JNA ueyn] jesipeysy JnynAsiaq ey Lep efsel uedexbun 1eWw|IU UNYNASUS\ inynAsiag 'L | G
(ueelejosay) uie| esebaN uebuap
lewep ebelusw elebaN uep uelbeq ebnl jeuociseussyul
uebuuel uexeqiaw Bueh I1sdnioy sejuelequiaw weep ule|
eiefoN nuequaw ynun elebaN Niens ISNQUIUOY unweu
‘sejelp adas episousb ‘suols) ‘Buesad uejeosled eAuey
epn uelreweplad ebelusw wejep eiebaN Jejue ueele}asay)
(1 elunq bBuesad eAuaiyyesaq) 616 eped sued ‘eAuyieg-YIegas
Ip uelewepiad Isuaisuoy ueesyelod uebusp ueyisess|alp ule| Buelio
‘eunp 1p esbueg-esbueq 16eq ueelelesey eAubunuad ueynyeadwaw
ueye Jepes BueA eiunp isesiuebio eAuynjuagis) [exeq ey uep
( ggd ) esbueg - esbueg ebi] eAunye] g ‘lebieybuswi
"Jpjese eledss ueluepad ‘lweyewaw
‘psnpul ‘isynpold Buepiq welep ewes elioy ueyieybulusw "9 ‘eloquiaw
uep ‘eAepnq uebuequalad ‘uemey|
‘leisos uenfewsy ‘lwouoys ueynquinuad jedsosadwaw p el}os ‘ueIs|o}
(erdi ‘Buojousw
uep eAepng ‘lWOUOYd ‘[BISOS) Jipje ewes eliay ueynyepw o ‘ueyneliybusw
[euoiseUIB)UI ‘(nedwa)
undnew |euoifai eledas uebuepiad uesenjad ueynyedW 'q ueyneysadweaw
elebbua) ‘ueyyepulbuswi
eIse uesemey| Ip Se}ljige)s uep ueleweplad ueyeybuiusw ‘e 17Na3d (lipe)feuoiseulajul
:ynun eAuuexaipip uening Jnpunwi uebuebepiad Infelew
‘BISBUOPU| Buejued uep “uejwouoxarad
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad _M”ﬂq_ﬁ_v_v__ﬁuwv uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

36



snsey buejua) 1Ip eAeasad uep ueynyew
Bunuad Isejejsul yesnisw :ebsu welep uLep ssejoges (p uesejelusq qemel BunbBuepaq uep
. . ‘esbueq uejewejesey uep {Ueuewesy BJed9s eynqua) Bueoueso\ G
yeAeim ueyniney ‘eseboN uejeinepey uexedeyequiow Uep Ueueyepad 1eqep UBNYEeW ey |ebun |
ebbuiyss 166ul) 1sejeysalaq Bueh usbou wejep swsLIoIo) BRepnq ueBuap sisijeue eyouLIYg
uebuuel ysjo ueynye|p Buek ejeflussieq Joss) ISy (O JEISOS TWouoye isey ueyifeAusiy 9 | 1eybuiq weep
‘eAuure| Smijod 16ojoapI wexueypngsosa|od| eAuisejebusw
ejefussioq Modwoley uebusp ejelussieq jexesedsew Tednpiyey depeysa} ueweoue iBeyess uep
sodwojey elejue Ipelis} BueA Buesed :esepnes Bueled (q Sodse [ebeqiaq snsey-snsey UBUBWIESY
(IMd/S-0€-9) elsauopuj WEep [euoiseu ueyndwiAusw uep
siunwoy| leped/aqueides OE uesela) ueyeluosaquiad 516510l JEpEyIa) uep sisijeuebuapy ‘g ‘ueueyepad
Jeyezn|\ Jeyey| ueyejuolaquiad - (eysewayd) EMERE weueypngsosye|od ‘ehepnq
gjsowss  jefyey  uebuenliad/(|y¥yd)  Elssuopu STVEVBVET] depeyss) ‘eIsos
yigndey JouoisnjoAey UeUEJULIBWS Uedeluosaquiad eIsauopu| esbueq ueweoUe snsey “LOUOY
(Lna) eissuopu| we;s| elejus]/wWejs| ueeyauuIygey -snsey| Buejus) gemel “yipjod
[nieg uexejuolsquisd ‘lexipes ueseseb ysjo iebieybusw BunbBbuepsq eieoss “Bojosp|
ueynye|p BueA eissuopu| Ip Ejelussiag uesejuolaquiad nyejuad Yoo Jequins 1ebequaq Lep depeyssy
Ise yejwnfes yojuo) Ejefussiagq ueyejuolaquiad (e el ejep ueyndwnbusyy i uBLIBIUE
uebou welep Leg e lefBun] exauuiyg wesueypnqgsosa|od| snsey-snsey
‘elssuopu| eieBaN yeAe|im ueyniney uep uejeinepay ueyueyepadwaw depeyie) ueweoue iflesBUSy G'¢
ueyeleyequoaw jedep BueA ueweoue ynjuaq YojuoH wejep snsex-snsey ey [ebbun |
_ “GEmE] elebou depeyus) Buejua} LIp eAeosad eyauUIyg
pbunbbue} uep “uidisip ipe aninl bueA yeisep ueyejunswiad uBLIBOUE uebuap (SLOH) sese
Bueusmam Uep "sebnj ‘1sbunj Ueeuesyedd Yojuo) ‘f idepeyBusw S|Ipis BumUIY} ~JopIo uexJesepiaq
[¥MN exbuelay werep (MdM) Isdnioy] uesejueiaquiad ynjun uesepug| -ybiy uexeunbBusw eAuisejebuswi
ISIoy| Bueusmam Uep "Sebnj 1sbunj Ueeuesye[ad Yojuo) '¢ 1ebeqes |y ueeAueped IBajens
[IMN exbuesay welep (Md)) IsdnJoy| uesejuesaquad ejebsu gnn uep ueynlebusw elebau
ISILIOY bueusmam uep ‘sebnj “Isbuny ‘uesnpnpsy g e|iseoued Iejiu uep 1sexynuapibusiy ‘¢ depeuyis)
"qemel -Ie|lu UBJeuagay weyueypngsosye|od| ueweoue
Bunbbue) uep uldisip “ipe Ininl BueA [9yN Ueuajusway Buejue) depeyJs) ueweoue seje Jipjeoud
Bueusmem Uep "sebn; “Isbunj Ueeuesyefad yojuo) -| uesejaluad snsey-snsey| uep jisuodsal
‘G¥61 unyel [N dnn uexeseptaq Jnjelp bueh ueusjusway (qemel bunbbuey) Joquins 1ebeqlaq deyisiag Gz
njens lenjebusw BueA Lejusw-LsusW ya|o njueqip yejuuawsd JOJANIOY liep esequiaw ey|| |[ebbun |
‘eAuuebueusmay| uexeuesyepw wejeq “esebouloq uep eled deybueusu neje uep JnynAs eyouulyg
1eyeIeAsewlaq uednpiyay ueesebbusjaAuad yninjes Jnjebusw yejepe eAunies esel ynuad uebusp sese
ynjun yejuawad ysjo ueyeuesye|ip eAueselq bueA esebau ysio Ue[es ‘weyuey Jequieb;/wiji/0spIA ueesepiaq
Isdnioxyiuy ue.eflejoquia Isuajadwio Jese
u)dd Hale|N wejep isdnioyiuy IejiN-1eliN uelseibajuibuad Ie[IN-IE[IN uep rerpquisd : A a ON
: : ; SN ; ; PN sl 3. ueledeouad Jojeyipuj isuajadwoy

“ojeyipuj ‘isuswig

37

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



Ja)lw eiseyel ueyiedepusw uep ledusw :aseuoldg (I

‘|lelsiawoy uou jemesad undnew

[edey ueynyejaw Buek yieq ‘uie| esebaN ysjo ueynye|ip
Bued yeheim uesebbuejad yeheim  uesebbBuejpd (Y

"BISBUOPU| Yiignday uenjesay| eiebaN yeheim

IP UBSEISYSY UBMEPUI} UBYNYE[BW YNjun uie| elebaN ys|o
ueleAeq elejus) neje ejelussioq odwojey uewuibusq (6

"eIsauopu| Yilgnday

uenjesey| eieboN depeyla} I1salbe ueynyew  yNun

uedeisiad yessep 1ebegas uie| eieboN ysjo eAuyelejim
ueeunbbuad ueyuizibusw Buek eiebaN niens uexepul] ()

‘uellueliad uenjua)ay

uebusap uebuejuspaqg eAuueepelagay neye ueyepul} bueA

uelluellad ueyiesepiaq eleboaN yeAem ynines neje
eiepn yeAeim wejep Buise ejelussiaq ueenyay Jnsun (9

"BISBUOPU]| [BUOISEN BJBJUS] BJEpn

uenjes neje jne| uenjes neje jelep uenjes Insun depey.s)
ue] eseboaN ejelussioq ueleybue Jnsun uebuessg (p

‘ule| elebop ejeluasiaq ueyeybue ysjo

eisauopu| yiignday uenjesay eseboN eiepn yeheim neye
rejued neje ueyngejad depeylsy uebundabuad :apeyolg (o

ey |eb
Bun eyauuiyg
Iieybuiq wejep
eAuisejebuswi

"BISUOpU| Yi|lgnday uenjesay esebaN yeleim ejnb I6aje.ss uep
depeuyJa) uie| ejeba ejelussiaq ueiesbue ysjo ueynye|ip Jodur ueyjobbuaw ueuewea)
Bued eAuuie| ejeluss ueeunbbuad :usweplequog (q YNun g4q eiobbue uep
‘elsauopu| Ylignday ueniesay eieboN yeheim depeylal “dens nyejuad ‘ueueyenad
uie| eiebaN ejelussiaq uelenyay ysjo uebuelss :Iseau| (e JOJuod ueynunug|y ‘eAepnq

JIsalbe {qemel ‘leisos
eieo-eieopNUag-ynuag  ‘esbueq deusabas uejewelasoy Bunbbue))eisauopu] ‘lwouoyd
uep ‘yeAeim ueynminey ‘eseboN uelenepay depey.s) ILUOUOYS Uewedue “yjod
ule| esebaN ysjo ejefussiaq uejenyay ueeunbbuad :isaiby aninlepn) 1lep ueibeq 1ebeqas ‘I6ojoap|

iebau Jenjueqg q “dnyJew Buejua) |01 uejel yaAoid depeyia)
‘Isesiuefio “ueseluad depeyJay dnyiew ueweoue
wejep 1e)bunas neje ewes ueynpnpay Hijiwaw Huek weyuey “snsey leybusiy Isusjod
eyassw eiejue Ipelisy Buek yiyuoy :jeozuoy Mipuoy (8 pngsosyajod| weyueypngsosyajod| Buejuel
‘liebau wejep wnuyo ysjo esbueq uejewe|asay depeyla) depeyJa) ueweoue eueylopas
ueyeAeyequaw BueA |euoiseu |eyA ¥oAgo uep Jayjiw ueweoue snsey-snsey Buejus) uepiuad
1sdnioyiuy

uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON

; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

38



3njun Buolopip N} uenjesiad "eISsUOpU| YeAe|m Iuelpuswl
BueA esbueq uenjesiad Jelaq eisauopu| esbueg uenjesay
uep uenjesiad Iselas uep ynin BueA uejejngsy nies ipelusw
webel exoueliaq BueA yeloo wedew-wedew eAunjesiaq, e
Bunpuebusw uenjesay/ueniesiad "yejag-yesadia) yepi neje
ynin 1esaq BueA njes ejey Liep [eseiaq uenjesay/uenieslod
esBueg uenjesay] uep uenjesiad BUye\ Uep Iy

(Selyy) uenjesay uep uenjesiad

ebelusu nduwew eissuopu| eJeboN Jebe ewesiaq eopiog
jeyss jeunjiu Lsqgip

el Ul jees ledwes emyeq JA Ueyn] eluniey Un)nAsusiy

Jope} uesejaluad
ey

-Lleyas uednpiysy
wejep sejyy!
Isejuswajdw)
uenjesay|

uep uenjesiad
ebelusw

1edep eisauopu|
eualey InynAs
eselJ uedeybun

-lleyas uednpiyay
weep uenyesay uep

uenjesJad Iejiu-lejiu u
eyiseyuswajdwibusw
Se|pl ¢

IUl BISBUOPU|
Ip iexuwiu ey
BueA uenjesay uep
uenjes.iad ejun.ey
seje JNA ueyny
1ewIu LNYNASUs|\

elsauopu|
iignday
uenjesay
eiebopN
wejep esbueq
uenjesay uep
uenjesiad [ejiu

-lejlu seje esJ
eyely  bBuea
ueyn] eped

inynAsiag |}

"ueel ISYNISUoY| YNjun gueyeq depeyla) |0}
uejel yaAold dnyJew SNSey :eAuesiu ‘elieyad snjejs juoyepw
1ees eped ueydessyp ny eAuueejsemsesmay emil ‘jepoul
eAund wnjaq euasey 1de) eyesnbuad yejepe eip eAulesep eped
unbunpy ‘eAuleuages bBueA uesenebuad ebiey uep uelode)
ebiey uexpjieusw uebusp ueyequwe) uebunjunay, uexiedepusw
eyesniaq deja; el idey 1lebip yepns el ‘ueelisyad ueynyepw el
1ees eped ‘uswapnedap ueuidwid ysjo Bueouelip Buewasw ebn(
BsIq ‘NPIAIpUl uesnyelay eualey Ipelis) esiq wiy Isynpold wejep
uswapedsp yengas 1p dn ey, isdnioy, yejepe eAuusiay
eseyeg jnesusw, ingasip eAuuebundwey eseyeg °Ingasis}
uswauedap uelengbuad uelode| uelenquad jees eped ebiey
ueypjieusw esed uebusp uswapedsp yengas ysjo ueynye|p
BueA ueneouad oy noebBusw eAunegas dn yew, yejs|

dnytew uesejsfuad

esbueq uejewe|asay uep

‘yefeim ueyninay ‘elebaN uejenepay ueyeleyequiaw

ebbuiyas 166un 1sejeysalaq bueA 11ebau wejep swsLiols)]

uebuap ewes efioxaq BueAk neje |euoiseulajul SWSLIOID)
uebuuel ysjo ueynyejip Buek ejelussiaq Joss) ISy (M

‘ure| esebap ysjo esbueq uejewe|asay|

ueyeAeyeqwaw BueA |euoiseu |elA ¥oAgo uep Jajjiw
Bunuad Isejejsul yesniow :uabau Jen| uep asejoges ([

‘ule| eiebaN

uydd Hajey wejep isdnioynuy 1ejiN-1e[IN ueiseibajuibuad

1sdnioyiuy

IeJIN-1e|IN uep
“ojeyipuj ‘isuswig

ueselejaquiad
LuojeN

Isudjadwoy
ueledeouad Jojeyipuj

Jeseq
isuajadwoy

OoN

39

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



ENNENER)

-ejn ueypninmajy yniun ueunbuequiad ueniesiad disuld o
"qepelaq uep |ipe BueA ueeisnueway| uep esj
eyej\ BueA ueueyniay ejis uebusp uebuejuauaq ebnl ny
ipadas deyis ‘sisiieas Yepl} Ulejas "ejy ueyeye@ouswl eAuey
Ul weoewsas uebuepued qegas ‘uie| esbueq epeday ey
yepuayay ueyesyewsw uibul yepn eyy “uie| esbueq eped
Liep (n6Bun yiga| eselaw e}y emyeq [elag Yepl eisauopul
awsijeuoliseN ‘uIpuas ey esbueq ueybunbe-Bunbebuswi
e}y emyeq 1uesaq yepl) ‘eyy esbueq lejuiousw epy

(OIUOD UBpjniunusy

esbueq uenjesay
uep uenjesiad
1equieybuad

uep Buosopuad Jopie}
Bueyjuay sisijeue

[isey ueyifeAus|y
esbueq uenjesay|
uep uenjessad
requieybuad

elsauopy|
iignday
uenjesay
eieboN

wejep esbueq
uenyesay

uep uenjesiad
1equeybuad
uep Buoiopad
Jopjey Buejusy

elsauopu| swsijeuoisep disulld g uep Buolopuad ISexnuapI
‘eisauopu| esbueq iebeqas njesiaq ey ueyqilemaw 1ul |[eH eISauopy| JopjejueyindwiAusw isey ileAusiy 9
“Ynwalew BueA ueeseigay jepe uep ewebe ‘eseyeq ‘NYNs Niigndey uep sisijeuebusw BISauUOpU|
lebeqglaq ep uipta) bueh esbueq ueyedniaw eisauopu| uenjesay| ‘el1oxaq eleoss yignday
esbueq emyeq Inyebusw ey ueysnieybusaw Iul disulid eiefboN ueyninay Jaquins 1ebeqiaq Lep uenjesay|
ey |ebbun] eyauiyg disuugd e ebelusw deyis elep ueyindwnbuspyy ‘g eiebopN
esBueg uenjesay| uep uenjesiad disulid-disiid uexynfunusw esbueq uenjesay wejep esbueq
BueA nyejuad uep uenjesiad uenesay
ueeyopJawayj Isewepold p Isdn.ioy| lequeybuad uep uenjes.iad
epnwad yedwng o euepld Yepull uep Buoiopuad Jope} 1equeybuad
[euoiseN uewybuegay ‘q Buepun-buepun Buejus) ueeAuenad uep
"qISeuss ueeselod ‘e SY61 ueynlebuaw Buoiopuad
:Imjuaq 1rebeqas yejel joluousw ann uexiesepiaq uep 1seyuuapibusiy p Jopjey
Buljed BueA ny eissuopu| esbueq uenjesiad ueeuiquiad deye) eisauopu| esbueq uenjesay ueyisexuyi
-deye] ‘(ueeAepngay ueindweolad) iseinynye sasoid Ipefia) ignday uep uenjesiad -uapibusy 9'¢
eyeuw ‘len| Liep ueeAepngey eAuynsew eualey| ‘ueedepngey uenjesoy| requeybuad eIsauopu|
uep ueeisnuewsay sese yajo unjunyp bueA eisauopu| eiebopN desuoy uep Buosopuad yiignday
esbueq yoyod jejis-lejis ueyedniaw nyi unsun enpay| ‘buokol wejep elebaulaq Jope; Bueyuay uenesay
-Buojob emil uep ueebien|oyay jeyis ILuadas ule| eieue ny uednpiyay| Jaquins lebeqiaq eiebopN
eAepnq |eIsos Jnsun-insun ‘1|exas ewe| bueA npem ueneybuel esbueq llep eoequiaw wejep esbueq
wejep edwsalip BueA ‘Lipuss eisauopu] jexeledsew eAepnq uenjesay uep neje uep In}nAs uenjesoy
[BISOS Jnsun-Insun Liep yngquwny BueA sesoid Lep ynjuagJs} uenjesiad euye|\ esel ynuad uebuap uep uenjesliad
esbueq uenjesay uep uenjesiad eualey ‘ewe| bunsbuejiaq uenjesoy| JequieB/wiiy/oapIA lejiu-rejiu
uep siweulp BueA sasoid wejep Ipelia) Ny ‘lul jJees ueyesel uep uenjesiad uebueAe) ueydessusw
el BueA eissuopu| esbueq uenjesay|jejneplaq uep eyaplow lequeybuad newebusyy ‘¢ | welep ypeoid
BueA esebau yepem wejep seqaq BueA uednpiysy redesusw uep Buosopuad ey deyisiag 9z
1sdnioyiuy
uyldd Hoje| wejep isdnioyniuy 1ejIN-Ie[iN ueiseibajuibuad IBJIN-IB[IN uep uesefejaquiad Isusjadwioy lesed ON
; : : SN ; : PN 2o uaJe N uejedesuad Joje)ipuj Isudjadwoy

‘ojeyipuj ‘isuswig

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

40



ilebeqgas eisauopu| yiignday uenjesay ejebaN ueyueyenadwawl
deja) uep 66| unye] eissuopu| yiignday elebap Jeseq
Buepun-buepun ueeynquad yegnbusw yepi yejepe eAunjes
yejes bueAk jefyey uejemelehsnwiad siiale|y uedejaioy eAuepe
ep rejnwip bueA ‘GyE | unye] eisauopu) yiignday eiebaN
Jese( Buepun-buepun wejep ueyegniad ueynye|ip yeleias
ynyny ujewss eisauopu| yiignday uenjesay| elebaN pninpa

"eISauUopU| hjleA Jie yeue)
njes ‘uenjesliad eseyeq njes ‘esbueq njes ‘esnu njes njieA
‘epnwad yedwng uebuap jeuayip BueA gzgl eped esbueq

yeue yedwns ipefusw BueA eisauopu| esbueq peysa) ueyedniaw
INQesIa) BISBUOPU| UBeyapIawaY uedelsiad eniued ya|o
ueysnwnuip BueA jesed Yiignday ymuagiaq BueA ‘uenjesey
eiebou yejel eissuopu| eiebapN, emyeq disuud Bunpuebuaw

I|se yeyseu ueyedniaw BueA G6| unye] eissuopu|

yiignday esebap Jeseq buepun-buepun (1) 1efe | lesed

661 Jeseq Buepun-buepun uexieseplaq eisauopu) yiignday
uenjesay eseboN desuoyj weep elebauiag uednpiyay

‘leuoiseu ueunbuequwiad

B)10-B)10 ledeousw welep peya) njes leAundwawi

BlaS ‘e yeue)as uep esbuegas ‘uebunbbueuades

gISBUaS ‘Njes BSeJaW BISBUOPU| BISNUBL N}l UBSEMEM

uebua( ‘ueuewesy ueueyeuad euss ‘lLIOUOYS ‘BAepnq

‘leisos “Yijod uenjesay exbuelsy welep ueyjedwalp

BISSUOPU| BISNUBW UBYNPNPaY ‘Nji uesemem uebuaq
elejuesny uesemepp disuud o

‘es3 eyew Buei ueyn] uebuap eAuuebungny

wejep uep eAuewesas depeyss) ‘eAuuip depeyla) njusps)

geme[ Bunbbue) uep ueseqagay HijIWaW .| ‘es3 eye

BueA ueyn| ueeldio Jnjyyew yejepe eissuopu| eisnue|
gemelbunbbuepag BueAk ueseqaqgey disuld p

Inwyew uep |pe bueA jeyelelsew ninusw

(gemel
Bunbbue)) 1sdnioy

Sejuelaquiswl

SNun uenjesia

eped yedwepiaq
UBS[E 1Sanioy]
Buepun-buepun

ueunBuequwad ueynlugjsw euas ueeyapiaway Isibusw VEPENEENT
1edep sniey ey eissuopu| uenjesiad jeBuewss uebus( Smun nye[ad
Isdniojuy ueleflejaquiad Isuajadwoy Jeseq
uydd HajelN wejep isdnio)iuY IejIN-Ie[IN uelselBajuiBuad IeJIN-IE|IN Uep - ueredesuag J0yENIPU] isuspadwoy | ON

“ojeyipuj ‘isuswig

41

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘sejliepljos ‘Buohos Buojob jebuewsas uep emil eAuepy 'p
‘eliseoued njieA ewes BueA
ueesbueqgay dnpiy uebuepued uep ueipequdey eAuepy 0
BISBUOPUI JIe Yyeue} uep ‘eseyeq ‘esbueq
njens wejep uenjesay uep uenjesiad jebuewss eAuepy °q
eISauopul eseyeq ueeunbbuad ‘e
:leuoiseu Iselbajul Bunynpuad Jope4 g
"BISBUOPU| BSEUEQ UENIESaY BSEUE] ‘BARY BISBUOpU|
ueesBueqgay nbe| ‘yiind yesy\ eiepuaq ‘syeL ANN
uep ejiseoued ‘ueeyapiaway| Isewepjold uepninmiad
Wwielep [EUOISBU SNSUSSUOY Neje uejeyedasay 'p
‘uebuenliad uepaw Ip InBNB BueA esbueq
ueme|yed yeAueq ysjo uexnyngip euewiebegss ‘eieboN
uep esBueq uebunuaday ynjun uegioylaq ejol esey O
"eisauopul esbueq uebueeyip swsijeuoiseu 1ebuewas
[nounw ueyqgeqgaiusw BueA Jen| Luep ueweoue eAuepy q
"8Z61 J9qopO gz [ebbue) epnwiad
yedwns wejep ueyelelulp bueA adas eisauopul esbueq
uebuejeyip njesiaq ynun ueuibuiey euas pexa) eAuepy o
ey| [ebbun
eyaulyg ueAoquias ¥ ejiseaued epnies) njek eiebau
[ogquis wejep ulwlaole) bueA jeuoiseu 16ojoapl eAuepy 'q
ye.eles Jope; ysjo
ueyjeqielp bueA uebuenliadas uep giseusas esel eAuepy ‘e
|euoiseu Iseibajul eAuledeola) Buoiopuad opjeq |
|euoise) Iseibaju|
jequieybuad uep ‘Bunynpuad ‘Buoiopusd Jopjej-iopjeq
‘G¥61 unyel eissuopu]
Mignday esebap Jeseq buepun-buepun (g) 1eAe ;¢ |esed
uep Gz [esed ‘(z) yeAe gg| |esed ‘(1) jehe g| |esed ‘(1) yehe
| |esed :njek ‘lesed ewi| wejep eisauopu| yilgnday uenjesay
elebaN Bueyua) ueyingaAusw Bunsbue| BueA jesed-jesed
wejep undnew ueeynquiad wejep wnjueals) bueA yieq ‘njesiaq
1uI eIsauopu| Jebe jebuewas Bunpuebusw ejeAu eiesas
Gy61 unye] eissuopu| Yiignday eleba) Jeseq Buepun-buepun
"eIsauopu| esbueq 16eq elebau |eul ynjuaq

uyldd Hajey wejep isdnioynuy 1ejiN-l1e[IN ueiseibajuibuad

1sdnioyiuy

IeJIN-1e|IN uep
‘ojeyipuj ‘isuswig

ueselejaquiad
LojeiN

Isuajadwoy
uejedesuad Joje)ipuj

Jeseq
Isudjadwoy

OoN

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

42

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



: nyieA siual  wejep ay ueysiuyapip ledep i1sdnioy euepid
yepul) ‘oujeAng jninusw isdnioy] euepid yepuil ueptabuad
Ipequd

uebunjunay neje siusiq ueyjedepuaw ¥Njun neje ueeAeyoy
neje 6uen uelenjabuad neje ueleAequad Lepuiybusw

elas ueeAeyay neje Buen ueyedepusw ynun Bungn|esia)
neje sning |exe uebuap YISl} BIROSS UBYNYE|IP BUBWIP

[ebaj 1ejisiaq BueA ueyenglad uejsiuaias neje uejenglad
nyens yejepe 1sdnioy] ‘(awiLio Jejjod ajym) ynnd yesay
uejeyeley uebuap ueyyejisiip bueA ziayjap3 Hadg|oH nJnuaw
i1sdnioy] uenuabuad

‘ule| esbueq
nyns eAepng yepua. deb6uebusw uep eAuelepnq
ueyiga|ax-ueyigajey ueyoluousw BueA esbueq
nyns edelagaq eiejue Ip LwsLuasouls, weyed eAuepy o
"esel ynfun uep isessuowap
‘ueyeloepay uep swsieledss ueyelab ‘((uebuojob-iejuy
uep ‘sey ‘eweby ‘NYNS) YHVS Yyejesew Ip ueesesninday
uep send yepn esel lebeqglaq ueynquiuaw
ueunbuequwad |Isey-|isey uep ueunbuequwad
ueejesawyepiay uep uebuedwnay eAuiesaq yisely p
‘uabau Jen|
undnew wiejep Lep |esesaq bueA yieq ‘esbueq uenjesiad
uep uenjesay ‘ueyninay buoibuolew Buek uenbbueb uep
uejequey ‘uebuejue) ‘uewesue ueubunway eAulesag o
‘sen| ueine| yajo 1Buldxip Buek uenejndoy
uenqu seje LipJa} ‘sen| nyibaq bueA etebau yehAejpy q
‘eAuiebeqgas uep sel nueip buek
ewebe ‘yeloep eseyeq ‘eAuyelsaep ueelepnqgay buisew
-Buisew uebusp ueesbueqnynsay Iopej-1ope) wejep
(webel eyauelaq) usboisjey BueA eisauopu) jexelelsely ‘e
:leuoiseu Iseibajul jequieybuad Joped ¢
‘elllopIp buek
ueyeleluad jeqgpje uebunbbueuadss giseuss esel eAuepy o
‘1eny BueA ueewebeay Isuels|o) uep

uydd Hajey wejep isdnioynuy 1ejiN-1e[IN ueiseibajuibuad

1sdnioyiuy

IeJIN-1e|IN uep
“ojeyipuj ‘isuswig

ueselejaquiad
LuojeN

Isudjadwoy
ueledeouad Jojeyipuj

Jeseq
isuajadwoy

OoN

43

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



“odwojey uenfny

Jefebuaw ynun ueypnsyewip bueA Aisuonsalosip undnew
jebajji 1sdnioy siual njens nyieA uondn.iios jeaibojoapy
‘ueesenyay uep Bueusmem ueeunbyejeAuad Injejsw
Ipequd ueBununay ysjodadwaw yniun pnsyewip BueA
Isdn.oy euepid yepun siusl yejepe uondn.iiod Aiuaaiapyy
‘muae) Ise|nbas uep uelnjelad ‘wnyny

pnsyew-pnsyew neje eseyeq ueyneoebuswl pnsyewlaq
BueA uexepun siual ueyedniow uondn.iios jebajji
"Isesiuebio

ejobbue eled ysjo ewaup jedep BueA yipeid-yiyeld
yejueynq ‘yes 1ejsiaq eAuyedweu undieyas ‘ueeuesyeligey
ueynjuauawW wejep ueseqagay eAuepe eualey|

ueynye|ip bueA i1sdnioy yejepe uondn.iiod Aisuonliasiq

(1

uyldd Hajey wejep isdnioynuy 1ejiN-l1e[IN ueiseibajuibuad

1sdnioyiuy

IeJIN-1e|IN uep
‘ojeyipuj ‘isuswig

ueselejaquiad
LojeiN

Isuajadwoy
uejedesuad Joje)ipuj

Jeseq
Isudjadwoy

OoN

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

44

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



g|isedued (1eay) WVH wejep e|iseoued esbueqiaq uednipyay ey depeylal
uejipipuad ueeleh ueseBBueied euwew Buejus) JIpadsiad wejep wejep ejiseaued IInpad deyisiag g
uelsefejod -auebiemay ueeAueyied uexnleGusiy o INVH uebunpuiped Jpjedsied weep es3 eyep
eje|\ eped uswijiwoy gr.ann ebequis| ueepelagey ‘Z INVH uebunpuipied Bueh ueyny
Isdnioyiuy epos ‘uel eped \vH [esed-jesed Buejus) “ejebaulaq uep ebequs| ueepelaqay yesebnue
ueyipipuad -efejaquiad ueeAueyied isexyuapiBusy o esbueqiaq uednipysy iebieybuspy ‘g iebeqes
ueise sesoud eAueuspy we|ep ejiseoued ‘elebouliaq uep ejiseoued
I6ajuibusd wefep yipip eseBauleq uep esbueqiaq Jpjedsiad wejep esbueqieq uednipyey yyadsiad
[SPON epasad deyis uednpiysy eped ejisesued INVH uebunpuiad wejep e|isesued uesIesepJaq
‘GLoz uep nyejuad ypedsiad welep NvH ebequs| ueepelagay Jpjedsiad wejep AVH eisnuew
‘aluly (drexy) IsersssqQ o | Buejus) [exipe/ejaq eoBqUISIA e eAuueupeAay | uebBunpuiied ebequis) Isese yey
‘Jefe darzi deyjig newebusy TUenwausd | ueepelagey BWUBUS “| rebieybusiy L) L
Jelejag npep Isuajadwiooy
Joquing isexOlY uelejiuad ue.elejaquiad uejeibay ue.elejaquiad La)e ueredeouag Jojewpy | 2580 Isusjodwoy] | oN

‘uenwi|iay yepiey lensas epojaw ueyeunbbusw ndwew euss Jijealy uep Jiyaje eiedas yepuiuaq ‘Lipuew eJesss
yejoxas Ip eAuelejadip BueA uep uebuequabuad uebuap jiexyia)] Yessge yeuel uep 1auoy yeuel wejep lleAusw uep ‘Jejeusw ‘yejobusiy|

uejidwela)oy

"yejesew Ueyyeosawaw ¥ynjun eAujeuiw uep jexeq uebusp
Ilensas yisads Bueh uelley buepiq eped jeinpasold uenyelabuad ueydelsusw eLss ‘uelipeldy uep euswous) qegaiuad jieys) ueqepelad

. . . . ‘ . . uenyejebuad
uep ‘ueelebouay ‘ueesbuegay ‘ueeisnueway uesemem uebuap eloluewny uep ‘eAepnq ‘luas ‘IBojouya] ‘uenyelebuad nwi Buejua)
eAunyejuibul esel ueyieseplaq Jiuboyelsw uep jeinpasold ‘[enydasuoy ‘lenyye) uenyejebuad sisijeueBusw ‘Ueydessusw ‘lLBYBWS
"elunp uejnebiad wejep esbueq ueuiw.iso lebegss Lip uexiedwausw

elas weje uep |eisos uebunybull uebusp Jipele eleoss Isyelajullaq wejep ueyeljesewlad [ebeqiaq seje Isnjos Liep uelbeq lebegses |eisog deyis
JIpe-oud uep yisuodsal ‘unjues ‘(lewep ‘uela|o} ‘ewes efiay ‘Buoios Buoyob) Inpad ‘qemel BunbBue) ‘uldisip ninl nyejuad uexynlunusiy

‘eAuinuelp BueA ewebe uelele ueyjewebusw uep neleybusiy [enuds deyig

isudjadwoy] Isduysag

1u| 1suajadwoy]

:ju| 1susjedwoyy

snqe|iS uebuequiabuad wejep 1sdnioyiuy lejiu-rejIN ueiseibajuibuad g

45

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



cmzmm_ﬁw WYH | 19N anninnuew WyH ERERENEE
: : uerebbuejed uep isdnioyiue ueyeBauad eAedn wejep Ie[lu-Tejiu Uebusp [ensas
EUEXEL VIV Te|iu uebusp Ueyeyiaq yejuuawad uesad Q| INVH nejad deyis
uep /YINS e|ISedued Iejiu-ejiu uepninmiad e|iseoued lejiu-lejiu (Ojuod uexpniunuspy
- M%M“wmm .mw%%m_g Bunuad e UeyNdWIAUS)y e uebuaep 1ensss |\\vH {Ueeiejosay|
ve 1EDESEY uebue ccm.u INVH uelebbuefad nyejuad deyis yojuod lejiu) "elebsuieq uep
LEIDIDUB e Emumm UBp 1Sdn.Ioy| sejueiaquiatl (ueesejosey esbueqiaq uednpiysy
unsnAuo P memz Weep yejunawad eAedn iejiu) “esefauieq wejep wmny uedap eiebouleq
Wil _mmmnmm bunuad e ueyndwiAus|y e uep mwmcmn‘_mn Ip ewes eiebau ebiem uep mwmcmemn
v_ov_o.a m__.wmocmn_ iseisoseBuayy /Iejeusy uednpiysy wejep denas ueynpnpay uednpiyay
Lo mw__Emc_n_ BISE0UE [EU-TE[U Uepninviad E:v_:% cma%n Ip ewes EeMUEq Nye|iad deyis Em_mm
o . [ebeqas [SdnIoyNUE nye[ad eljefsu ebiem denes (Ojuod .cmv_cngm_\,_ e|iseoue
Jousew| yodwope Buejua) Ejep Ueyndwunbuspy e uelnpnpsy emyeq G¥6l unyel Jyedsiad
- drow wnyny nyeuad a_mv__w yojuoo [YN dnn nnusw wejep eisnuew
IsusI0joY NPIARUL yle | UBIOP 1P BLIES DUER UBNPIPO) A Tunuets V1V oo obbaos ereBBuelod
‘I SR ueelioyod jIIwaw esebaN ebiem denas IdN anni g p 1ebeq _
; emyeq ejiseoued [e|iu-lejiu INVH ueeuesyeo e|iseaued Iejiu-lejiu sisileue
AVIN/ ueejs} |isey uepninmiad lebeqes nyejued | “8SeP lebeges ejiseoued UBJBUSQSY BWILIBUS|\ lisey leAusiy |t
VINVYINS ueyifeAusiy e Buejua) ejep uesnduwnbusyy Ie[lU-IE|lu uBleusqey] . (e1e1os "JIpe "qemel eiebauliaq
Mmmhmm- :w__nEM._wﬁwv_ uednpiyey [EBegIeq Z uenwapad bunbbue})eiebaulaq uep esbueqiaq
auebiema esbue 1y | Tep
cmw Q:U_m wejep uewef uebuequiexiad ‘ejeBouleq Bsbueqgiaq ch:b_“M” cmaﬁ%Mw
g|isedued cmmcmncm.a Ienses g|iseoued uep esbueqia EEEERE e|iseoued
| Iejiu-lejiu uepninmiad uep P 41eq 1°p el d !
ueyipipusd uep BunUad L6 UBBUSD LBLENS uednpiyay wejep 1e|lU-Ie|iu 1ensas Yepn Jijedsiad
pnaxipway ejebau Jesep o M o .ﬂ::w e MQEwmum q elIseaued Iejiu-lejiu BueA \vH ueiebbuejad wiejep eisnuew
IX lebeqges 1ep 18q Al e 1ensas yepn buek \NVH (OJUOD UBYLISqUIS ISese yey
sejey MY e|iseoued NVH ueeuessejed uesebbuejed yojuo) S¥61 unuel 18N uesebbuejed
NW/ININS J_w_emc__O chwmmnm_v_wmw%%mmﬁmﬁ Sv6l %%% N o:ow Em_m_o Hm%_emu m_w__mcmmcms_ L€
€102 uejus) ann wejep jedepsa) uek |INVH |ese elebaulaq
wnnyLINY npIAIpUl tebeqiaq Lep _mmELoE_%mo_%S_ ® | Buek \VH |esed-lesedq -lesed isexuiseybus|y uep esbueqiaq
uey eleoss ISelIoju] ueyndwnbuay G¥61 unyel [YN ann G¥61 unyel 4N uednpiyay
-leseplag Jefejaq |isey _ Isdnioxiue nyej.ad wejep NVH |esed-jesed ann wejep NVH lesed welep
(uydd) [efiusw ¥nun uep deyjis uebusp uejie)iaq NVH -lesed sisijeuebus|y ejiseoued
ueeleb uexeunbip uewel uebuequieyiad lenses uesebBuejad euye INVH uelebbuejad Jyjedsiad
auebiemay S3] o e|Isedued le|lu-lejiu buejus) eiebaulaq uep euyew ueysealus|y ueyesepiaq
uep uenyejabuad ueeAuepad Isexuapibus|y e esbuequaq uednipyay esebaulaq uep eIsnuew Isese
Jelejag npep 1suajadwiooy
JoquIng ISENOIY uelejiuad ueielejaquiad uejeibay ueiselejaquiad LI9Je ueiedeouag Joyexipul Jeseq Isuajadwioy] | ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

46

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



ueeseb npIAIpUl fianday esebeN ann wejep ISesjowap sisieuebusy ‘g ejisesued
aueblemay| eleoss UEEBNNQUIS] WEIED ISEOWSP nyejuad yojuon "/ B|ISEOURH ISEIYOWap ISeowap-aq
uep Jefejaq [1sey ueunyid yoxod-yoxod buejusy GY6L Jeseq NN welep euyew ueyseplusyy b | Weep unjues
Ellseoued lejiustu %nun ueeduepiad isexyguapibusiy o ISeIYOWap IBIU-IBIN "9 eISUOPU| IP nyejuadieg z'Z
ueyipipuad uexeunbip eAueusiy BISSUOPU| Iselyowsp ueeuesyejad G¥6] unye
ueselejad SaL ¢ | G¥6L Unye| eissuopu| yiqndey Ip snesnjowsap Buek lesep lebeges BISSUOpPU|
eje|\ eped ‘uenyejabuad eiebaN ann ueenquiad uednpiyay unbuequispy G e|ISeoued Iseiyowap yijgndey
Isdnioxpuy uedef wejep Isenjowspuelniid BISOUOPU] Ip ISEIOWSp ueleusqey IUeAS|\ € eleboN
ueyIpipusd -ejoquiad j0xj0d-y030d euxew uedelssuad eyjiweulq ‘y | BlISEOURY ISBIYOWSpPIa] Jeseq Buepun
ueise sesoud Bueyus) Jequieb/wiy/oapia Isenjowsp jeieH ‘¢ wejep unjues -Buepun ienses
J6sjuibuad wefep ipip Lep ewebus|y e "B|ISEOUEY ISBIYOWap dexis uespinfunuspy 'z eliseoued
[SPON epasad deyis G¥61 unyer e)IWeUIp Uep WosIS g eliseoued ISeIyoWwapIaq
‘GLoz uep nyejuad eisauopu| yiignday elebaN “BISaUOPU| ISeIyoWap Wo)sis wejep ueueyn |
‘aluly ISEAISS]Q o dnn ueelnquiad eSequIS|\ e ejod ueylesepiaq eAunyepaqg sejyy! -9y lejlu-lejiu
Jefeq o dro .deyig newebuspy [N yelejpn L uebuap ewLBUB|N | rebieybusiy L) Z
elebaulaq uep
esbueqlaq uednpiyay
eliseoued lejiu-lejiu uebusp _m__c-_M_m_NwﬂWMMMMM
lenses \NVYH cmv_mcmmm_m_mE T v ueseBbuelad
cmﬁmm H__Mﬂmﬁwv_mw%_ uelley jisey uesiodejo Z|
; . (Ueeiejesoy
UBABOBqLUSLI LB JenqUIsIy “eieBouloq uep R EEE
_____A\VH esbueqiaq uednpiyay [e[iu) ejiseoueq
uep 1SAn.oynue 1Bjiu Uebusp welep e|iIseoued TE[U-1E|IU JINUSW
UENEHIS] B|ISEOUE IE|IU-1E|IU lejlu-le|iu uexiesep.aq INVH Ueiebbuejed uep
uepninmiad UexISejussalduwisw NVH ueiebbuejad 1ISdNJoY uesejuesaquiad
Uep uelode| UnSnAUSIAI ¢ uelley jisey uelode]-z| wejep yejuuawad
INVH uexebeuad (ueeJejosay Iejiu EAEdN UEJEYIo}oy|
WIE|ED E|ISEOUB [EIUHIEIU | «ygyipesy 1eju) eisEOUR “UBSepelua ||
uepninmiad ueyjis-ejuasaidwaw [e|IU-{e|iu JnInusw [qemel
"600Z ‘14 uep ueiode| unsnAus|y e INVH uelebbuejed uep BUNBBUE]) GG | UNyeL
ISNJIISUOY NVH IsdnJoy uesejuelsquiad 9N ann Jnusw
yeweyyep uesebbuejad Buejus) yee|s) welep yejuuswad INVH Uexebauad eAedn
ue lisey ueifeAusw uep unsnAusiy e eAedn ueyexieey || WEEep yejunawad
eiouBdoy| ueyiseyiunwobuapy ‘Gy6L unyeL Uesed ueynlunusiy 0l
._hwmhm_hﬂmw _MWV__M\HO uelejiusad ueuelejaquiad uejeiboay ueiselejaquiad LI9Je :w_mﬁwwhom“:“w%ww___uc_ Jeseq Isuajadwioy] | ON

47

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



elssuopul eJE29S UeYyisejuasaldwaw
Alanday
e1e60 uep ueseded unsnAuajy e
n_Dn ueyiseyjiunwobusp
. BISSUOPUJ Ip ISeOWap
600c 14 “Wo)SAS Buejus] ueyndwiAus|y e
ISN}IISUOY G¥61 unyel
yewesyen G611 elssuopu|
ue yiignday eieBaN NN ensaes eissuopu|
ela)uedsy E|Isedukd Iselyowsap uep Manday
UED Uoho we)sAs euxew ueyndwiAusiy e ‘IsdnJoyjue fejju-fejiu eiefoN
mmtmv__mw iseisoseBusy [e[eusy Uep ISejowap 1elu-Teu Jeseq Buepun
.v.\S\< Uep 6] UNUe[ Brsauopu] [andoy ueyebausw eAedn -Buepun
WS EIEP5N G| UeBUSp [BNsas ueyuIuIsousW buek uebuap lensas
i e BSEUB [SENOWEP SEUD nye|uad epas "NPem e|iseoued
Ep TS e ST
ueJsepesay UeeAUEys cmv_m_wmv_rw%%%m_\._,_. ¢ ~UeeuesyEed SISEUE waysis Buejusy
ueyipipusd
‘unsnAuag eisauopu| yiignday elebeN __wmr_%% _”_Mv_____wm_>_F__Mm_\,_c v
wig o:w coﬂuw_wgw%m_cﬁm_wu_“m&ﬁm sienjowap ynuad Uebuap TeAUa)y Gb6l unyeL
v:pv__UE.ox _mmv_m V_Lm d_mv_ SELLIOII :mmcm . BueA uednpiyayes (qemel bunbbuey) eISauopu|
‘eueyer X lebeqiaq Liep | Jul | B W ebelusw wejep epas ISenjowspiaq wejep yiignday
se|loy My eliseoued Isewlioju) ueyindwnbuspy uesadiaq luelaq uep ISAnioynue nyejuad eiebaN
_>_\<_>_\<_>_w _wmb_o_twv e cmmmmuw_\wwmmﬂ__/_m_cxm%mw uidisip nyejuad yojuon ol (ojuoo :mv_v_:_c:%m_\M Jeseq mcmvcz
ueele WIB)SAS TP SUER yejoxasip sijenjowsp bue -Buepun
auebiemay Buejus) 6661/L€ ON I NN Uebusp uep yewnJip ey uednpiyay eAubunuad uebusp lensas
uep v_oa%o_mv_ G¥61 Muumwh_mﬂc%ﬂhm_h__ﬁ%hww_ -lleyes cmqsm_cmv_ wejep ueysealus|y e|iseoued
glisedued undnew yieq BueA isesjowap [Ipe)(Indnioy Isesowap
ueyipipued :c_>_9_h_ v__mm — mwwﬂ_ﬂnc%_km&__ﬂumﬂ_%h nyejuad yojuo) g uesepun [eiaq eyIweuIp
ueela)d " . unye ‘ueueAejod ueyepa uep wajsis
se[@y] v_<__\v,A_ [lsey lejlusw ueeAuepad Isexiuaplbus|y e YN ommmrgsccm&r -mvwnEm_zE cmv___vmmm_ _._wv_mcu.m_.\,_ ze
NIN/ININS ou&oron_ ° | G¥61 c:cw._. eisauopu| yiigndey 5 BISOUOPU| Emmmu ueyJesepiaq buei Gy61 unyel
€102 :uejidwelaloy BIEDSN dNN ueednquisd ebiem uep ynpnpus iISsenjowsp nyejad eIsauopu|
winnyuNy ejiseoued wejep Isesjowsap ueinyid yoxod ueynpnpay uebusp {OJuod uexnunusip Jiignday
uey ISesyowap -yoxod Bunuad Le buejusy nexe) ey iebequeg ‘g ‘|lenpye) eJesas eieboN
-leseplag wa)shs ueeAuepad uexnlebus|y e Joydnioy esed wnyoy e|iseoued Isesjowsp Jese( Buepun
(uydd) Buejual Gy6] unye] eisauopu| ueyebouad ueuelejad disund ueeuesyejad -Buepun 1enses
Jelejag npep 1suajadwiooy
JoquIng ISENOIY uelejiuad ueielejaquiad uejeibay ueiselejaquiad LI9Je ueiedeouag Joyexipul Jeseq Isuajadwioy] | ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

48

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



suebiemay| uednpiyoey (SLOH) SIIMS BubuIy | J19pIO eAuyews| ueyqeqssip uep uebunpuipad Ip uejipesad
uep wejep ybIH uexeunbBusw uebuap BueA isdnioy weep ueesyefoy uep wnyny
ElISeoued 5 >3_m__8 ueeAuepad ueynfeBusy e empsued [efeqieg uesad ueysejaluapy wajsts ueyisduy
UexIpipusd ueA wminy (ueniny ‘weoew ‘ueipabuad) wnyny uexebauad wnyny uexeBouad -SOpUdIN €°¢
pNoYIpwisy e mcEEm wnyny 1exexeq buejus) uep uebunpuied uep uebunpuiad eISauOpU|
IX UejuS) ueeAuepad isexynuapiBusyy o eAuyews)| uexqgeqesip wejep uejsijoday Ip uepipesad uep
seley MY npiAipul eueuapy | BUBA Jemyes ueBunsbuy uesad ueysejsluspy wnyny Wajsis
NW/NINS : EJe0os BN ERENVEEIEVEEY Ip emnsiiad 1eBeqiag eIsauopu Ip uejipesad UBUILWLISD
€loc _ Mﬂm_ﬂn _m_wmx wnyny Uespebauad mefiad eIssuopu| uep wnyny we)sis lebeges
wininyUNy lejiusw X w BUBIUS] JEqUIEH W 0opIA Ip wnyny uesebauad uesepue| lefegos ueinje depeyJs}
uey| uexeunbip TS ENEE uep uebunpuiped Gy61 unuel IYN ann uidisip deyjis
-leseplog . Sl e JexEIE \WmE .cmm::v_mc__ eAubunued ueleuagay IUeASIA| ueyynlunusiy €2
Ev_n_n_mw :uenyejabuad ip WYY UespeBouad nyelued BISSUOPU| BISBUOPU| es3 eye|y Buex
ueese nyelsq Buejua) Jequueb,wi(i/ospiA Ip wnyny uexebauad Ip nyeaq BueA wnyny ueyn] epeday
auebiemay BueA wnyny uep ;mE.mmcw_.\,_ . uep uebunpuied wa)sis ueyisduysIpus|p| ueipgebuad
uep depey.s) . H.m seteAseuw E:v_scmcmwm%cm._ : wnyny ynuaq rebegas
e|liseoue uejeeld ‘
cmk_c_vcom_ _m__cmEHv_:wa ueBUNYBUI| 1p UBqIiema E:v_wc xmv_v_m %cm uep . uen[ny uep Em—omE G¥61 unyel
red Sl Ueeuesyeled BuelUs) 1emelos uebu Uc___w :«mv_mv_:ﬂ_d._ euew ueysejslusiy m_mmcmg_
uele '
elen .m_oma cmEQ uewsa) nyejuad newebus|y e ‘ il c LEn HBIBLLEPOA HantoY
uep ‘weoew ‘euse|y uep uejipesy elebaN
Isdnioynuy uelejuad ToSEERawed WEED rwv_mmﬂMM .m_mwmcovcnh Ip wnyny uiwelusw wmcmn-hmcmg Jeseq mcmvcz
ueyipipuad uep jeuinr "u ueyebauad uesepue| 1eyeieAsew wejep -Buepun
ueise eJelejoquiad BueA wnxny ueinje eJequIsiy e leBeqas Gy unyep wnyny uexebauad ueBuap renses
J6sjuibuad sesoud NPIAPUI BJE0SS uesexBuLl YN NN ueseusqgsyy Jebe ewesiaq eopleg BISSUOPU|
[SPON wejep JIpip jenquisw euss ‘wnyny weodew ‘uelewepay 1BYas 1ewjIu LuaqIp Ip uejipelad uep
‘G102 epasad deyis -Wwedew uep uo‘ueabuad uep ue|ipeay ey 1ul jees ledwes WwNYNY WajsIs
‘[lury uep nyejliad e Jaquins lebeqlaq eoeqUIBI\ © | seje A ueyn] epedoy emyeq JINA ueyn wejep lejiu-rejiu
defed o | 4rzL :deyig newebuay JnynAs esel uedeybun eluniey unynAsusiy unynAsusiy 'L | €
"yoxyod
uajew
1ensas JNdnioy
ETE Yepn) Ue|[peay Ueylesepiaq
neje BueA 1senjowep depeyis)
ISUBJoJOY e TNISod deyis ueydelous|y e
SY6l e|iseoue Isenjowap
unye| ueeuesye|ad Buejua) yodwojey
Jelejag npep Isuajadwooy
JoquIng ISB)OIY uelejiusad ueuelejaquiad uejeiboay ueiselejaquiad LI9Je ueiedeouag Jojexipul Jeseq Isuajadwioy] | ON

49

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



Liey-Lieyss uednpiysy wejep

nyepaq bueA wnyny Bunuad e

eJiejue uebungny ueynjuauUd|y e
eiebau uep 1exeieAsew
wejep nyepaq bueA wnyny

1ey9)ey Buejus) ueyindwiAus|y e

iIseisosebualy /iejeusy
‘eAurebeqges
uep ‘Isdnioy nue ‘sejul| nje
quue} Iadas ‘wnyny uejeelay
ynjuaqg uebusp ueyeyiaq

BueA ejep sius[ ueynuausus) e

(IInpad
uep ‘gqemel bunbbue)
‘lipe ‘ueelejosay
‘uldisip) wnyny
uebuap uebuejuaniaq
BueA nyejuad yojuon-g|
(yinpad uep ‘gemel
Bunbbue) ‘jipe ‘aninl
‘ueelelasay ‘uldisip)
wnyny uebuap lensas
BueA nyejuad youon /|
wnyny yebauad wnuyo

_H_Mw_moEa ISdnIoy| Uesejueraquiad wnyny Uslo uexnyenp bued . (Inpad
’ Bunuad INE UByiSmiSIpUsw Isdnioy snsex-snsey| "9l uep ‘qemel bunbbuey
|enses UBp B1ep ToGUWNS USSUSUAJY o ‘1sdnuoy nyejued IPE "UBEIe}o5oY]
JouB IeBowo uebBuap ueyesaq undisip) wnsny S¥6L unyeL
neje "elebaulaq " q g wnyny uesebsuad Uebuop Uebuejuapaq BISaUOpPU|
ISusIsjoy uepje cmvcwmv_mm Lm: wmm M._wmccmw Hﬂcwv_ uep uebunpuiped BueA nyejuad yijgndey
6002 ‘I seleAsewsq B e ny wejep (Sds)) 1sdnioy oI5 TAGWaN || e1eBoN
ISNjIsuoy uednpiyay HUSC Hy UEAISSIpUSW ues-ejuelaquio “13dnIoy Nyejid Jeseq Buepu
uep ejep Jaquins Ue)NJUSUd|\ e jueIsquad 4HANIOY NEY| d pun
yeweiyen wejep ISILOY Uetdd G| uebuap uejexaq -Buepun
ue nxelaq ISANI0Y UBSBIUBISUISA WN3NY wnyny ueyebauad winyny uexebauad uebuap lensas
eJs)uedsy BueA wnyny {esep buejus) Jaquins 1ebeqisq uep uebunpuiiad Uep uebunpuiad BISauUOpU|
uep usiyes ueinie LEp ISeuliojul UB3indwnbusyy wejep 1e)oApY uelsd vl welep (MdM) 1sdnioy] Ip uejpesad
: EMBYEr Buejus) (uenfny ‘weoew wnyny uexebauad UBSEJUBIaquISg 1SIUOY] uep wnyny
YW yodwojey ‘ueuabuad) wnyny 1exeH uep uebunpuipad Uesod UesSeRlusN ‘0L | wajsis Buejus)
uep ys undnew Bueyusy Jequins 1ebeqiaq we|ep ueweyay sl wnyny uexebouad uesejeuad
y¥mun is NpIAIpUL Yieq Lep isewouyul uexindwnBusyy ueesenyoy euesye|ad uep uebunpuipad Isey leAusy €
nyjsuoxieg ueeliaxed Isewloyu] ueyindwnBuap nyejes Wiyey uesad z| we|ep 1e30ApY SyBL unyeL
ueiepess)| llsey 1SANIoY] wnyny ueyebauad uelad ueysejglus|y ‘6 BISaUOpU|
ueyipipusd [ejiusw ¥nun uesejuelaquiad welep nxepaq uep uebunpuiped wnyny ueyebauad uep Nignday
‘unsnfuad 0Ol|0JOLIOd o BueA wnyny uelinje buejus} wejep ueesyeloy uesad | uebunpuiaed wejep elebaN
wil :ueidwelaloy ueAuepad Ise)jjuspIbUBN e wnyny ueyebauad uep-Q| uewiyeysy ueesenyay Jeseq Buepun
‘IX se|loy eleBaulaq ejeboulaqg uep jexeleAsewaq uebunpuied euesyejad nyejas wiey -Buepun
VYIN/YINS uep e uednpiyay wejep nyepaq buek wejep ueisijoday ueiad ‘6 uesad ueyseelus|y g | uebusp lensas
ueeleb yeleAsewlaq wnyny Bunuad 1uy bueus ‘wnyny ueyebauad wnyny ueyebauad BISBUOPU|
._h“m___ﬂmm _MM_M\HO uelejiuad ueielejaquiad uejeibay ueiselejaquiad LI9Je :s_m_wwwhwm_:““%av“__v:_ Jeseq Isuajadwioy] | ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

50

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



ue-ise Ynun ‘uip lequieb neje Wiy ewebusiy e ‘seJ ‘nyns ueepaquad elunp ueiewep.ad uelewepiad
J6ajuibuad uele|iuad esebauiaq uep ‘esbueqiaq ebeluaw wejep JnynAs Wejep euas ueypninmaw
[SPON uep jemelfos ‘Jexeledsewsaq uednpiyay yojuod uexynlunus|y ‘g 1Ny eIsauopu| esebau wejep
‘G102 uewsy Bueyus) emisiiad neje eiunp uelewepJad jnyj| ueyeyuuswad emyq BISaUOpU|
‘alury uelejiusd e Jequieb neje wyy newebusiy e | jedep eissuopuj emyeq emyeq JNA ueyn uesad
Jefeq o darzi :deyig newebuapy | JnynAs eAses uedeybun | eluniey UNYnAsus|p unynAsusiy L°L | ¥
“elebaulaq
Uep "esbueqiaq eyeleAsewaq
uednpiysy werep
ISdnioy Uesejueraquiad wnyny
YNSews) wnyny ueyyebauaw
NJUN USWHIWONIS] BGOJUS| o
1eyeIRASEW
Ip 1SdNJI0Y Uesejuelaquiad
wnyNny YNsewla) wnyny
uexpebouad buejua) nyejad
uerewebuad [iISey uesJodeg|y e
SANIGUE ‘mdnioy nyejuad
nmye[iad Ueydelsusy e uebuap ueyesaq bued
YNSEULIS) Uelewepay
eiebauiaq
) . uep ue|ipeay uiwelusw
uep ‘esbueqiaq ‘Jeyeliedsew.laq SN eseIeASEw Welep
uednpiyay wejep ueqilemay wnyny uexeBauad uep
-cmn__m|>>mv_ uexdessusiy e uebunpuipad sisijeue
elebauiaq Uep jexeleAsewlaq Isey 1sejussald ueyeg-1.z
uednpiyay wejep nyepiaq IsdnJoy snsey
Buex isdnioy uesejueraquiad NSBULIS} BISBUOPU] P
w4y YNSEWS] wnny uep Jepes uebunybull
Buejua] yeeja] jISey UeyIleAus|y o Ip 1pelia) Buek wnyny
ueyiseyiunwobus|y uelsebbuejad snsey
Isdnioy uesejuessquiad -snsey uebuenbbueuad oz
welep nxepaq bueA Isdnioy snsey
wnyny ueinje uejindwiAus|y e ynseuw.s) eissuopu Ip
eiebaulaq uep jeyeliedsewlaq uep Jeyyas uebunybui|
uednpiyay wefep wnyny Ipelis) Buek wnyny
depeyss) uejeeloy uebuap uelebbuejad snsey| 6
._hwmhm_hﬂmw _MWV__M\HO uelejiuad uesefejoquiad uejeibay uesefejaquiad Hd)e :w_mﬁwwhom“:“w%ww___uc_ Jese( Isudjadwoy] | ON

51

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



Amun Is Yodwojey wejep eisauopu| uelewep.ad
niSuonIog undnew uesad Bueyus) wejep
UEIEDESOY NPIAIpUL Mieq 1SdNnJOY 1bueiswsW Jaquins 1ebeqlaq uep BISauOpU|
:muﬁmmwm ueelioxad Tep F Uelewpiad yee|o) ejep ueyndwnBusyy uelad

llsey [iIsey ueyisejuasaidwaw uep elunp uerewepiad Buejuay sisijeue
Wil e [ejluswi ¥njun Isejuasaid ueyeq unsnAusiy e wejep eisauopu| uesad [Isey ueyisens
_H_Mv_moh . Oljojouod e ueyiseyiunwobuay Buejus} (SLOH)SIIMNS -UOWapUSN ¥
Lo} ‘uejidwesa)a) ejIseoued [ejlu-lejiu uebuap Bupjuiyi-lepio-ybiy G¥61 unyeL
lenses Ise|nwis lensas isdnioynue nyejuadiag uexeunbbusw uebusp Blsauopu|
€190 Bas ‘U B35 ejunp uelewepiad UeJa|0} UBP UNjues gnday
BIPBIA/WIIS m‘_m_.m_mn_.tma mc:cma nie Cmv__DQE_>C®_\/_ ° eleodss ueeAuenad m‘_mmwz
IX Seloy seso.d iseisoseBuay /Ie[eusiy ueynfebusw Jeseq Buepun
<_D_m<mﬁw mtEwM\_vam_m_v_n Jo1dnioy eied uep _mmv__u,_ucmv_mcw_\w_ Buepun
IS [UeBUeUBW Weep [eUOISeuIajul BIUNp UBlBWEpIS [ensss elunp
auebiemoy) uep nye|uad ISES|UEBI0 BWES Elioy Beuus) we|ep eissuopuj uerewepJad
ueipipusd uelejiuad cmﬁMMWLMM%% M_Mww_mmwmcm ewes el1oy dasuoy| neje uep JnynAs uelad eyiweulp
‘ ueyedniaw cmv__m:v_m_vc.oE uep Jefejaq uejeweplad dasuoyj esel ynuad uebusp Jeq sisijeuebusiy ¢
pNaYIpway e jul uerejiuad : : y [euolseu.sjul web/wi/oapinuebuele) esebaulaq
[X se[oyM ‘uejewebuad 48Guuns 180eGIaG LIEp LEOUSIN ¢ Isesiueblo injesw newebusiy uep esbueqlaq
"VIN/VINS ‘deyjislaq _m.mE._owE_ ueyjindwnbuaiy elunp uelewepJad GY6| Unye} eisauopy| ‘1eselehsew.aq
€102 uep BLUEDE NS "SEl Ueyepaquisw ueyeldipusw eseba Jeseq Buepun dnpiy
winjnyLNY ‘nyejuadiaq ____lep bueA [sdn.ioy dejis Wejep eIsauopu| uelad -Buepun eybuelsy weep elunp
uey ‘ejey Jnnuaq UBP NXEILISC ISB)RRUSPIDUSI o [BUOISEUIS}UI wejep uelewepiad uelewepJad
-leseplag ueeselqwad ISdn.ioy ueBungny Injejew euyew ueysejsluspy wejep
(updd) lejiusw uep nefed Ueuebueusad buejusy elunp uejewepiad eieBouleq uep BISBUOPU|
uee.eb JE}ROUSW ueeAuepad isexynuapibusiy e ueyediousw esbueqiaq uednpiyoy uesad
auebiemay ¥njun ‘leuinp eAueuay wejep eissuopu| ueiad weep ewebe uep ISyala4 lebeqes
uep "e|Iseoued eiebauiaq uelewepJad ‘sel ‘nyns ueepaqJad lewep ejuio
e|iseoued 12U 1ensas uep "esbueqiaq JeyeseAsewssq ebelusw wejep ewebe ebelusw ndwew uep uelis|o}
ueyIpIpuad deyjisiaq uep uednpiysy wejep Isdnioyiue ‘NYNs ‘sel ueyepaquiaw eisauopu| eieboN deyisiaeg 42
ueselejad nye|uadiag nye|ed epss deyis lebequaq yepi 1sdnioy eua.iey JINA ueyny esJ eyep
eje|\ eped ‘ejey JeyeduswW Uep YewlAusy e nyejad ueuebueuad elunJey INYNAsSus|y| Buej ueyny
Isdnioyiuy Jnynyueq isdnioy yojuod uexynfunusiy |euaew yesabnue
ueyipipuad lejiuswi uep isdnioynue nyejuad Buejus) ewebe uep uenjueq Injejaw lebegas elunp
Jelejag npep 1suajadwiooy
JoquIng ISB)OIY uelejiuad ueielejaquiad uejeibay ueiselejaquiad LI9Je ueiedeouag Joyexipul Jeseq Isuajadwioy] | ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

52

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



€102 Buejuay UeeAUETad SEIIUSPIGUS)y o | \Welep eiebeu depeyss) uesnfebusw eAuisejeBusw
win|nyLUNy sodwojey UBLIESUE UED 18yeIeAseu uewesue depeyBbusw uep Iseyunuapibus|y iBojens esebou
uey undnew cmEmmwgum v_m Bl ynun uesepue) wexueypngsosysjodi depeyis)
-lesepiag NPIAIPUI Yieq nounw Buek ue mwmﬂhv_mcm r% iebeqes |y esebou depeyls) ueweosue ueweoue
(uMdd) ueelieyed ! ey wa,_wm . _mhw H adnn uep ejisesued Snsey-snsey Joaquins seje Jpeosd
ueeseb l'sey HOTISBAYRUSPIDUSI o IBJIU-B|IU UBJeuSqaY iebequaq Lep eoequisw uep Jisuodsa
auebiemay] Iefiuslu Ynun eAueusy Buejue) uesejeluad neje uep JNynAs deyjisieg Gz
uep 0l|ojopod e m>_ uueyeosusd (qemel esels ynuad uebuep ey [ebbun|
gjisedued ‘uenyejabuad E1EJ ELISS 1SUNIOY YejEsew bunbbue}) 10jdnioy| Jequieb/wiiy/o8pIA eyauulyg sese
uejipipusd uel uep jexe.edsew uewebeisgey ejed desjbueusw yejepe uebueAe) newebusyy ueylesepiaq
uesefejod -elejoquiad weyep jnounul bue yeesew "BAUNIES UE[Es ‘weyuey ueeyouIgey eAuisejebuau
eje|\ eped sesoud Buejus) uexismisipusw uep pngsosyajodi ueweosue ueyynjuniaw 16914 eiebou
Isdnioynuy wejep yIpip Jaquins |eBeqiaq Lep eoEqUIB [exBueusw nyejuad ueye buel depeuyia
ueyipipuad epesad deyis ___Jepyss uebunxpbul yojuod uexpnfunusy ueweoue [exBueusw UBWEOUE
ueise uep nyejuad I Ipelis} bueA isdnJoy ueeyaUIgaY 1edep ynlunjed ueye uelepesay
J6sjuibuad lejiusw Ue[ESEW SNSe) NeWEDUS|\ o ueyymunisw BueAk aquisWw JNA ueynyg ynuaqwiawi
[SPOIN sesoud Jeyjes uebunybul| ueweoue [exbueusw ueeseny|oy seje Jepes BueA rejiu-iejiu
‘G102 uelejiuad Ip Ipelis} bueA yejesew ndwew eisauopu| BISSUOpU| JeyeIeASew seje esJ eyep
‘aluly ISEAISSQQ o -elesew snsey jewebus|\ o | emyeq JA ueyn eped emyeq JNA ueynyt Buej ueyn
‘efed darzi :deyjig newebuspy InyAs eAsel uedeybun JeuwnjIiu UNYNAsuUsy eped.inynAsieg L'l | §
eiebaulaq (pe)euociseulajul
uep “uebuebepiad
yejoxes esbueqiaq IN[ejW uelwouoyaiad
uep) ‘e “Uexjexpbuiusw
exesedsew yeseksewsoq Tejep 1sdnioy
u uednpiya IBUBIaWaW Njun
ebunybur wejep ule| eJeba uebuap
6002 ‘1Y yning uep [eWep eweselay
ISN}IISUOy yieq Bueh ueiad ueyseoluayy
yeweyen deyisiaq uep elunp uelewep.ad G¥61 unyel
ue nye|uadiag wejep eisauopu| elsauopu|
eia)uedayy ‘ejey Jnjnuaq uelad Buejuay yignday
uep uahjeg ueepaqJad sisijeue |isey IleAusw eiebopN
: eueyer uep ‘U0 euas ueyndwiAusw Jeseq Buepun
YW -L19 ‘yojuoo uep sisijeuebuaiy -Buepun
uep YIS Buejus) elunp uelewep.ad Iensas elunp
._hwmhm_hﬂmw _MWV__M\HO uelejiusad ueuelejaquiad uejeiboay ueiselejaquiad LI9Je :w_mﬁwwhom“:“w%ww___uc_ Jeseq Isuajadwioy] | ON

53

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



OIUOD UBXNIUnus|\

ejuuswad 1eyeledAsew wejep
i uep e uBWESUE UBp UBwebelaqey (qemef
—ereksew Yefeseuw 1ebeqiaq Bunbbue])eISeuopuU| ey |e
yosjoL uebusp ueyexeq Jaquins ILIOUOY2 uewedue B66un| eyauuiyg
1eBEqISq LIEP BIEOUBMEM 1Jep UBIbeq 1ebeqas [0] iexBuiq wejep
Yeloes lisey uesodwojebusyy e uejel yokoid depeyls) eAuisejebusw
mwmm\ﬂ_owumﬂ \seIsoseBu oI\ [HE[EUBIN dmyjJew Snsey] esbusy IBojens uep
ue TESEIeASEW WEep Emv_cm%sgm%wm_w_wmh cmemMLMmV__wumm
-Bunsibur ISdnIoy Ye[esew-ye|eseul UeWEOUE w:wmv_-wswmv_ .mﬁmv:n
6002 ‘1 PUEIUB) Joquins ebeq)oq Buejue) uip eAessad ‘[e1SOS ‘ILIoUON
ISNIASUOH HEp Ejep UBMINAWINDUSIY ¢ uep qemel Bunbbueynaq ‘“Yymjod “1Bojoep)
Yeweyyep _EBAuueyessuIsd BJBDSS BYNQIS) depeyla)
ue ____ Eleouep jexeleAsew 1egep ueynyEeW UBWEOUE
eJsjiuede) Ip 1Sdnioy nxej.1ad buejus) uebuap sisijeue 1suajod Buejua)
uep uslyes IP ISEAIOSGO BIEOUEMEM isey uesieAus)y T eueLepes
- epexer EAUESIW (InIAT>{epn) dnyew weyueypngsosyajod| ueryjeuad
YN EIEP JSqUINS UEXMUSUSI Buejua} Uesejaluag depeuyia) ueynyejow
uep yYns eAuueyeoswad weyuey UBWEOUE SNSEey| uep Bueouels|y Gy
ymun Is BJEO Uep Jeeledsew pngsosyajod| depeyis) -snsey ueyndwiAusw ey| [ebbun
nysuoxisg ‘ueele cmEmmmhmgmv_ Buejusy |Ip UBLWEBOUE SNSEey uep sisijeuebus|y eyouulyg
uelepesay| Bouebiemay ISBAISSQO BJEoUBMEM :[ESILU Buejus) uesejsluag weueypNgsosyajod| lexbuiq wejep
uexipipusd Jefejaq BIEp 13quINS UBYNUSUS e (Ueuewesy depeyla) eAuisejebuau
‘unsnAuad yoloud Isew.opu| ueyindwnBusy Uep ueueyepad UBWEBOUE SNSBeY| iBejes;s uep
wiL Ie[lUSW YNjun "BABPN(q [EISOS TWOoUoYo -snsey Buejua) gemel ueuewesy| uep
‘IX seloy yoloid ek . ZAVEVESEED nijod BojoapI Bunbbuepaq eiedss ‘Ueueyepad
VYINVYINS uueyeoswad eJed uep ‘jexeseAsew Ip Ipelis) uednpiyoy Yodse Jaquins 1ebeqlaq Lep ‘eAepnq
ueesed eJed uep DueA 1sdnJoy yejesew BUBUS) | ieBeqiaq Weep [eUuoiSeu ejep ueyndwnbuspy ‘|BISOS ‘ILUOUOND
auebiemoy| Jexelefsew ueeAuepad uenlebus|y e [Se1bajul depeyia) Wesueypngsosyajod| ‘ymjod ‘1Bojoap|
uep ueweoue eAuueyeoswad UelwedUue. YMuag-ynjuag depeyJe} depeyla}
gjisedued uep u BJed uep jexelelsew eISauopu| uewEOUR SNSey-snsey ueweoue
uejipipusd ewebelaqay uewebesagay wejep [nounw esbueq ueeyauuIyqey Buejua} uip eAeosad snsey-snsey
‘ wejep BueA yejesew lebeqgiaq Buejusy iebieybusw uebuap (S1OH)sIINS ileyBuspy ¢
pNOYIpWaY [nounw Buek ueeAuepad ueynlebusyy e nyejuad yojuon Bunuiy) -JepJo ey| [ebbun |
IX Sejoy yejesew JeyeIeASew ip ipelia) ey| [ebbun] exauuiyg -ybiy uexeunbbusw e)ouuIyg sese
VIN/VINS -yejesew BUeX isanioy Jejesew bugjua) uesueyepadwaw ueeAuepad ueyeSEpIaq
._h“m___ﬂmm _MM_M\HO uelejiuad ueielejaquiad uejeibay ueiselejaquiad LI9Je :s_m_wwwhwm_:““%av“__v:_ Jeseq Isuajadwioy] | ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

54

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



mun ewesIaq uswiiwoy/Jen
UNSNAUSW BQOJUS|\ o
1e)eIRASEW
Ip ueweoUe uep uewebelagey
wejep uelewepay ebelusw
}NJUN BWESISQ UBW}ILLIOY/Jey
unsnAusw BqOoUd} e
TeyeleAsew ip ipelis] bueA

ISdNI0Y Ue[esew ueyiessjoAuaw

e)buel Wejep Ueyepul} Buedual
yeeja} jisey ueyifeAusyy e

1eyeIRASEW

wiejep ueweoue Uep yejesew

lebeqiaq ueyiessjpAusw

exbuel wejep ueyepul} Buedual
yeejay |Isey ueileAusyy e
ueyisejiunwobuspy

uexepul

euedUal UNSNAUSW Uep 1SdnJoy

yejesew ueyedawad SAjeuUId) e
rebeqiaq uey|NdWIAU| e

uexepun

eueouUal unsnAusw uep

yejesew ueyeoswad aAjjeula)e
rebequiaq ueyndwiAus|y e

eAuueyedswad

Bled uep jeyeleAsew

ip ipelia) bueA isdnioy uebuap

[nounw BueA yejesew [ebeqiaq

yoyod uebungny ue)njuaus|p e
Lajew jeyeleAsew wepep
Iensas ISdnIoY yejesew iebeqiaq
TN uebusap Uejieyieq Jaquins enb Jodui
neje lebeqiaq @ eijeouemem ueyjobbusw yNun g44d
ISUsIgjey e [ISey uexyodwojebus|y e ejobbue dens nye|uad
Jefejoq NIHEM uelejiusad ueuelejaquiad uejeiboay ueiselejaquiad LI9Je Isusjadwooy Jeseq Isuajadwioy] | ON
Jlaquing Iseyo|y L : : : ; uejedesuad Jojeyipuj :

55

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



VYIN/YNS uenjesiad
ueeleb ueju WEIEP [EUOISE UBMIESSY Bﬂmﬂ M_v_mm_ﬂ__mmhm“w% wejep Mw_wm_omﬂ
aueblemay| eyepadwaw Hep cm:u%ema cowc Mo _m:&wg BJeoss uenjesay
uep ueBuenfiad >cmv ﬁ, ueuss cmmEQ Jequins 1ebequaq Lep uep uenjessad
g|isedued Yesefos HEEALEHSC ISPIURUSPIDUSIN » elep cm.v__:a_t:mc.m_\,_ 1equieybuad
ueyipipued Buejusy de 111888 [HIN eissuopu| yignday esBueq uenjesey uep uep Buoisopuad
. NDIAIDUI pey.s} ueweosue Buejus)

PIAIpUl ueeAuepad uesnebusyy o uenjesay| eiebaN uenjesiad jequeybuad Jopje) ueyisey
pnoyipwsy e Bledss : ueyninay ebelusw uep Buolopuad Jope) -ynuspIBusiy 9'¢
IX se|oy lefejaq |isey o uemeso) deyjis ueyynfunusw Buejua) ueekuepad BISSUOPU|

VYINYINS lejlusw ynun uep uenjesiad jequieybuad Buek nyejued ueynfebusw yignday
€102 uexeunbip uep Buioopuad Jojoey Buee) IsdnJoy| euepid uep iseynuapibusiy uenjessy|
winnyuny S8l ueeAuerod isexynuspibusy ¢ sepul] Buepun-Buepun esbueq uenjesey uep eiebapN
uey |y uenjesay eAueusy Sy6lL ann uenjesiad jequeybuad wejep esbueq
-leseplog uep [UMN Uejueyepsdwaw ueyJeseplaq eissuopu| uep Buosopuad uenjesay
(updd) uenjeesiad uebuenliad yelelas yijgndey uenjesey Jopjey Buejua) Jequuns uep uenjesiad
uee.leb ueyu Wiejep 1sdnioy nxe|uad buejus) esebop desuoy weep lebeqiaq Lep eoequLW [ejlu-ejiu
auebiemay eyepedwow | J9Uns lebeqiaq LEp BOBQUISY eseboulaq uednpiyey neje uep InynAs ueydeseusw
uep uebuenfiad uenjesay esbueq uenjesey| esel ynuad uebusp wejep jipeoud
eliseoued yeiefos | uep uenjesiad jequeybuad uep uep uenjesiad eusel JequieB/wii/08pIA deyisieg 9
ueyiplpusad Buejus) Buoiopuad Jopie iInyejebusw uenjesay uep uebBueke) newebus|y BISSUOpPU|
uelefejod Yodwojey BHSS [YMN uejueyepadwai uenjesied jequeybuad Ley-Lieyss uednpiyey yiigndey
eje|\ eped undnew uebuenliad yesefes Buejus) uep Buoisopuad wiejep uenjesay uenjesay|
Isdnioyuy NpIAIpUI Sjleq | J8quins febeqiaq Lep eoequisy e Jlopjey uese|sluad uep uenjesiad [ejiu-reiu eieboN
ueyipIpusd ueelisxad Jequieybuad Jopfe epss ey ueyisejuswajdwiBusuw wejep esbueq
ueise lisey Buoiopuad Jopyes uep [YMN | -ueyss uednpiysy wejep se|yy| uenjesay|
J6sjuibuad [e[lusw ynun ueueyepadwaw uebuenfiad se|yy! Isejuswaldw| Ul BISSUOPU] IP IE)WIU uep uenjesiad
Eelell uexeunfip yeseles Buejus) isewriojul uenjesay ey Buek uenjesoy Ie|lu-Ie|iu Seje
‘G102 lur uerejiuad Jaquins [ebeqlaq Lep ifexbuaw uep uenjesiad ebelusw uep uenjesiad ejuniey es3J eye|y Buex
‘aluly ‘0l|0JOHOd uep eueoem/wy fewebus|y e | jedep eissuopu| eua.ey sele JA ueyny ueyn eped
defed e | 4rz) :uepidwelaloy newebuapy JnynAs esel uedeybun Jew|iu UNYNASUa\ mnynAsieg 'L | 9
‘uewebelaqoy
wejep 1sdnioy| ueynyepw
Yepl} uep lewep ‘uewe
BueA uednpiysy ueydeisus|y e
1SdnIoy
UBSepur UeSmefeu Yepy
._NHM__NM _MM_M\HO uelejiuad ueselejaquiad uejelbay uelelejoquiad 1Iv)eN :s_m_wwwhwm_:““%av“__v:_ Jese( Isuajadwoy] | oN

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

56

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



wiejep 1sdnioyue uawi}iwoy
uep jebuewas ueyndwiAusdjy e

1Ul Jees eisauopu|

iwejelp bueA ueweoue

uebuap [YYN ueyninay

ebelusw uendwewsay elejue
uebungny ue)nNUBUBUS| e

[IMN

ueyueyepadwaw uep Isibusw

Wie[ep [BUOISBU UBN}esaY|

yoxod uep uenjesiad uswLWIOY
Lsjew uep jebuewsas ueyndwiAuspy e
lensas iIseisosebualy /1ejeus|y
JousBU| 1U] Jees Ues|delsyip
neje jedep BueA isdnioyiue iejiu
ISUS.IBJOY -1ejiu bueyua) Joquuins iebeqiaq
6007 ‘I ueele uep gjep ueyndwnbus|y e
ISnjiIsuoy| Bauebiemay Iurjees [4MN
yewesyen isedisiped depeyJa) ueweoue lefeqglaq
ue lejiuaw Buejus} Jaquuns iebeqlaq (qemel Bunbbuey)
esojueday ynjun yslold uep ejep uexindwnbusiy [SNI0Y| SEJUEISqUAW BISSUOPU|
uep uapiesg u Iy uenjesay SNUN UENjesio ygnday
:epeyer eselejoquiad uep uenjeslad Buoiopuad Eped Sedwepiaq uenjesey|
4 sosoud Jopfe} epss jequieybuad Uey[e 1sanioy buepun eleboN
uep YWS wejep yIpip Jope} uep ueyueyepaduwaw VTNV VI weyep esbueq
ynun Is epesad deyis ueBuenliad buejus) Smun nyjejuad uenjesoy
nyisuoxieg uep nxejued EJep Jaquins Ue)njUSUSI\ e OTu0D UBSpNIUnUSHY uep uenjesiad
ueiepesay] lejiuaw iIsewJou] ueyjindwnBusiy esbueq uenjesay uep 1equieybuad
ueyipipusd sasoud | uenjesay| uep uenjesiad jequeybuad uep Buoisopad
‘unsnfuad uelejiuad uenjesliad ueyueyepsdwawl uep Buoisopuad Jopje} Bueyusy
wiL ueyedniow uep isibusw Wejfep isdnioyjue lopey Bueyus) sisijeue Iseylnuap!
yoyod 1ul uerejiuad [e|iu-Tejiu uedelsuad Buejus) Isey uejifeAus|y lisey ileAus|y 9t
lsjew ‘uejewebuad ueeAuepad ISe)IJJUSPIDUSIN e esbueq uenjesay uep BISBUOPU|
lensss w4 [y uenjesay IMMN uenjesJad jequeybuad yignday
‘IX sejey] uep ueyueyepadwaw uep Isibuaw uep Buosopuad uenesay
._hmwhm_hﬂmw _MWV__M\HO uerejiuag uesefejaquiag uejeibay) uesefejaquiad Laje| :w_m_wwwhoo.“_:“w%ww___uc_ Jese( Isuajedwoy | ON

57

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



‘eAuiebeqges

uep ‘uelajan epeday

uenjueq ‘jeuoiseu uswnuow
uebunluny/ueyyisiequiaw
‘elssuopu| Isynpoud eI
ueyelab sdnioyijue ueyeiab
‘leucISeu uldisip ue)elab
[adas ISAdnJIoyjU. Tejiu-Iefiu
ueydelauail Uswjiwoy uep
[euoiseu ueyninay depeyJs}
USW}IWOY UuByuIWISouaW
BueA nyejuad ueydelsus)y
[IXMN

ueyueyepadwaw isdnioyijue
Uswliwoy| uejenbuad
uesebeb unsnAusw BqOJUS|\
[YMN ueyueyeuadwaw
uswiiwoy ueienbuad
uesebeb unsnAusw BqOoUSI\
uesi| undnew s||nJs} eJesas

Aleq yeejs) [isey ueileAusiy o
ueyise)jiunwobuap

[IMN

ueyueyenadWwaw Uep iSibusw

Jelejag
Jaquing

NpYEM
Isexo|y

uelejiuad

ueielejaquiad uejeibay

ueiselejaquiad LI9Je

Isuajedwooy
uejedesuad Jojeyipuj

Jese( Isuajadwoyy

ON

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)

58

SMA/MA Dan SMK/MAK Kelas XI (Berdasarkan Kurikulum 2013)



C. Model Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Indonesia
Mata pelajaran
Kelas/semester : Xl / Ganjil

Materi pokok

. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

: Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Alokasi Waktu

: 2 X Pertemuan (4 Jam Pelajaran) @ 45 menit

A. Kompetnsi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1 Menghargai hak asasi manusia
berdasarkan  perspektif  pancasila
sebagai anugerah Tuhan yang Maha
Esa

2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi
manusia berdasarkan perspektif

pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara

Menganalisis Pelanggaran HAM dalam
perspektif Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegar

Menyaji hasil analisis pelanggaran
dalam perspektif Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.1

4.1

Pertemuan 1
1. Menerima keberadaan lembaga perlindungan
HAM dalam perspektif Pancasila dalam

kehdiupan berbangsa dan bernegara.

2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan

HAM dalam perspektif Pancasila dalam
kehdiupan berbangsa dan bernegara

3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM

4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI

Tahun 1945

5. Mengklasifikasi pasal=pasal HAM yang terdapat
dalam UUD NRI Tahun 1945

6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak
sesuai_ nilai-nilai__Pancasila dalam _kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Pertemuan 2

7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai
dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI
Tahun 1945,

8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa
kedudukan setiap warga negara sama di_depan
hukum dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. (nilai kesetaraan)

9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila

10.Menunjukan _peran pemerintah dalam upaya
penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.

11.Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam
pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM
menurut nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan, nilai
kesetaraan)

12.Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat:

Pertemuan 1
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Menerima sesuai keyakinannya keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam

perspektif Pancasila dalam kehdiupan berbangsa dan bernegara.

2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam
kehdiupan berbangsa dan bernegara
3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM
4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mengklasifikasi pasal=pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945
6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertemuan 2
7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut
UUD NRI Tahun 1945,
8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di
depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan)
9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
10. Menunjukan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun
1945.
11. Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan
pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan, nilai kesetaraan)
12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

1.

Keyakinannya keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila

dalam kehdiupan berbangsa dan bernegara.

2. Keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehdiupan
berbangsa dan bernegara

3. Makna pelanggaran HAM

4. Pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945

5. Pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945

6. Contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Pertemuan 2

7. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI

Tahun 1945,
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8. Contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan)

9. Contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

10. Peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.

11. Keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM

menurut nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan, nilai kesetaraan)

12. Laporan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai-nilai Antikorupsi

(Pertemuan 1)
Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita

pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan HAM yaitu
Pancasila dan UUD NRI 1945. oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua
manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kedudukan; baik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan). Secara universal terdapat
macam-macam HAM, yaitu:

1. personal rights, adalah hak asasi pribadi

property rights, adalah hak asasi dalam bidang ekonomi

political rights, adalah hak asasi dalam bidang politik

procedural rights, adalah hak asasi dalam tata cara peradilan.

o~ w0

hak asasi dalam tata cara peradilan, contohnya hak mendapatkan pembelaan, hak

mendapatkan pengacara, hak untuk membela diri.

6. hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan, contohnya Tidak melakukan
penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)' tidak melakukan
pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), tidak
melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan
sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin).

7. hak asasi dalam bidang sosial dan budaya. (termasuk dalam bidang pendidikan), contohnya

apabila berjanji harus ditepati,, melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama,

sosial, dan ekonomi (kesetaraan), membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya

(bijaksana), berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli)., melakukan donor

darah (lkhlas), dan tidak menyontek dalam mengerjakan ulangan/tes (jujur).

Rights of legal equality, adalah hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan.

Social and culture rights, adalah hak asasi dalam bidang sosial dan budaya.
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Contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan perilaku antikorusi adalah
sebagai berikut:

1. hak asasi pribadi, contohnya

2. hak asasi dalam bidang ekonomi, contohnya melakukan persaingan dagang secara sehat

(tangqung jawab, jujur, kerja keras)., tidak menyuap (jujur, disiplin), tdak boros dalam

menggunakan sumber

daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab).

hak asasi dalam bidang politik, contohnya dalam membuat kebijakan/ peraturan didasarkan

pada kepentingan umum/bersama (adil), melaksanakan kebijakan /peraturan didasari sikap

menjunjung tingqgi kebenaran (jujur, berani), melaksanakan pengawasan kebijakan/peraturan

secara tidak tebang pilih (adil, berani), melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan

masalah (kebersamaan).

Macam-macam HAM universal yang telah disenutkan di atas diatur dalam Universal
Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada taun 1948. Sedangkan landasan
HAM di Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.

sebagai contoh sila kedua vyang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan vaitu

kesetaraan/egaliter, kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil)

merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.

Selanjutnya, macam-macam HAM untuk negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun
1945 baik dalam Pembukaanya maupun dalam pasal-pasalnya, yaitu pasal 27, 28, 29, 30,
31,32, 33, dan 34.

Walaupun pelaksanaan HAM telah diatur, namun masih banyak terjadi kasus-kasus
pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, pelecehan, pencurian, pencemaran nama baik, dan
sebagainya. Demikian juga terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perilaku
korupsi, seperti menyalah-gunakan wewenang/kekuasaan untuk kepentingan pribadi/golongan,
(kasus pajak, kasus dana haiji dll), membuat aturan berdasarkan kepentingan pribadi/ golongan,
melaksanakan pengawasan secara tebang pilih, pengambilan/ pencurian uang atau barang
negaralinstitusi secara terencana untuk kepentingan pribadi/golongan,

Adapun upaya pemerintah dalam penegakan HAM berkaitan dengan perilaku korupsi
antara lain sebagai berikut:

1. mengesahkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yang diperbaharui dengan UU No. 30 tahun 2002
2. Sejak tahun 2004 sampai saat ini_mengeluarkan Inpres tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi,
3. mendirikan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) berdasarkan uraian di atas, maka

sebagai siswa sekaligus sebagai warga negara kita wajib menerapkan isi pasal tersebut

dengan penuh tanggung jawab.
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D. Metode Pembelajaran

1.
2.
3.

Pendekatan pembelajaran : menggunakan Scientific
Model pembelajarannya adalah : Problem Based Learning
Metode pembelajarannya adalah : penugasan, diskusi, observasi, membaca bahan

ajar, presentasi, Tanya jawab.

E. Media dan Alat Pembelajaran

1.
2.

o o & W

Gambar macam-macam hasil/produk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Video/film pendek tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan
sekitar sebagai wujud tindakan antikorupsi (nilai tanggung jawab, nilai konsekuen)
Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran.

Lembar Kerja

LCD proyektor

Laptop.

F. Sumber Belajar:

1
2

Bahan ajar integrasi Pendidikan Antikorupsi

Kemdikbud, 2015, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI,
(Buku siswa)

Kemdikbud, 2016, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013
SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI.

Sumber lain yang relevan.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1
Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta Didik dan Guru

A. Kegiatan 1. Guru masuk kelas, mengucapkan salam dan memperhatikan kondisi
Pendahuluan kebersihan lingkungan kelas.
(15 menit) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik.

3. Guru mengajak peserta didik untuk bersyukur kepada Tuhan YME atas
anugerah hidup di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai HAM sesuai
perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Guru mengajukan pertanyaan dengan mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi tentang yang akan dipelajari

5. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran hai ini yaitu
tentang analisis pelanggaran HAM sesuai perspektif Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dicapai.

B. Kegiatan Inti 6. Peserta didik dihadapkan pada masalah/kasus pelanggaran HAM
(60 menit) melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang peristiwa
pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan dsb.

7. Peserta didik mengamati tayangan masalah/kasus pelanggaran HAM
melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang peristiwa
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Tahap Kegiatan

Aktivitas Peserta Didik dan Guru

pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan dsb.

8. Tugas peserta: mengamati terjadinya masalah/kasus pelanggaran
HAM  melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang
peristiwa pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan
dsb.

9. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/ kejadian penting setelah
melihat tayangan bagan dan membaca bahan yang disiapkan pendidik.
(MENGAMATI)

10.Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing
kelompok dengan anggota 4 orang (disesuiakan dgn jumlah siswa)

11.Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk
merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagan dan
bahan ajar yang telah dibaca tersebut (MENANYA)

12.Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi guna
menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku PPn
SMA Kelas Xl, Bahan ajar yang terintegrasi Pendidikan Antikorupsi,
sumber lain seperti internet, media massa dan sumber-sumber lain.
(MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI)

13.Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi
memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan,
guru memberikan bimbingan bila  ditemukan kesulitan.
(MENGASOSIASI)

14..Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil
perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah.

15.Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas hasil
diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan
secara tertulis).(MENGOMUNIKASIKAN)

16.Kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun
pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi.

C. Kegiatan Penutup
(15 menit)

1. Guru membimbing peserta didik mengajak atau mencoba mengkaji
ulang hasil pemecahan masalahan yang sudah dirumuskan untuk
disimpulkan bersama.(MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR)

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta peserta
didik untuk menanyakan:

a. Apakah belajar hari ini bermanfaat bagi kalian?

b. Kesan/hikmat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini?

c. Perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan oleh kepala daerah
sebagai pengemban amanat rakay di daerah?

d. Kebijakan seperti apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh
kepala daerah agar terwujud keadilan, kesejahteraan, pemertaan
pembangunan di daerahnya?

3. Guru meminta peserta didik untuk membuat gerakan tentang Gerakan
Sadar dan Tertib serta mentaati aturan tentang HAM (lingkungan
sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar karena ini termasuk tindakan
antikrousi di lingkungan sekitar.

4. Guru membimbing untuk berdoa.

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan

Aktivitas Peserta Didik dan Guru

A. Kegiatan
Pendahuluan
(10 menit)

—_

. Guru masuk kelas, mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas

2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh
ketua kelas

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.

4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini
bermanfaat bagi peserta didik, yakni kehidupan yang damai dan
bersatu dalam kebhinnekaan.

5. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu.

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, materi pokok, dan kompetensi

yang ingin dicapai.
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Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta Didik dan Guru

B. Kegiatan Inti 1. Peserta didik diminta berkelompok sesuai kelompok yang telah
(65 menit) dibentuk pada minggu lalu

2. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang telah ditugaskan
minggu lalu (mengumpulkan dan mengolah informasi).

3. Setiap kelompok mempersiapkan laporan tertulisnya untuk diserahkan
kepada guru. (menalar)

4. Setiap kelompok mempersiapkan anggotanya untuk menyajikan hasil
diskusi yang telah disusun.

5. Guru memimpin presentasi setiap kelompok, dan kelompok lain
diminta mengamati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapatnya (mengkomunikasikan).

6. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi
kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai.

C. Kegiatan Penutup | 1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi
(15 menit) pembelajaran

2. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan cara meminta
seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan
pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi
peserta didik belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa
terkati topik hari ini.

3. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga
negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. (nilai kesetaraan)

4. Peserta didik diingatkan bahwa minggu depan ulangan/tes tentang
materi yang telah dipelajari selama 2 x pertemuan

5. Pembelajaran diakhiri dengan do’a dan salam

H. Penilaian Hasil Pembelajaran
1. Teknik Penilain
a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosial, serta

penilaian keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Teknik yang digunakan

adalah:

1) pengamatan penilaian sikap spiritual, yaitu menggunakan pedoman
pengamatan yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati pada saat
berdoa. Instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan dengan
teknik daftar cek.

2) pengamatan penilaian sikap sosial, yaitu menggunakan pedoman pengamatan
yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati pada saat proses
pembelajaran dan berdiskusi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman
pengamatan dengan teknik daftar cek.

3) Pengamatan keterampilan, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang
berisi sejumlah indikator keterampilan yang diamati pada saat presentasi.

b. Penilaian Hasil (penilaian pengetahuan)

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang

digunakan adalah:

1) tes bentuk uraian/essay
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2) kinerja/laporan secara tertulis hasil diskusi kelompok.

2. Instrumen Penilaian, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari RPP ini.

a. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap spiritual

b. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap sosial

c. Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan

d. Tes bentuk uraian/essay untuk penilaian pengetahuan

e. Penilaian hasil diskusi kelompok.

Jakarta, Maret 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah, Guru PPKn Kelas XI,
(e ) (ceeee e )
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

A Lembar pengamatan untuk penilaian sikap spiritual

Penilaian Pengamtan Sikap dalam Proses “Berdoa”

Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh guru pada saat proses berdoa di kelas untuk menilai

sikap/perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik dalam berdoa.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang

dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

Indikator Sikap Ketika Berdoa
No | Nemasisws Serius | Khusuk | Tertb | MSTOE e
1 Amru R 4 3 14
2 Atika H
3 Fariha S
4 Dst.
Catatan:
Pemberian skor perilaku setiap indikator:
Indikator 1, apabila sangat serius diberi  skor 4
apabila cukup serius diberi  skor 3
apabila kurang serius diberi  skor 2
apabila tidak serius diberi skor 1
Indikator 2, apabila sangat khusuk diberi skor 4
apabila cukup khusuk diberi  skor 3
apabila kurang khusuk diberi skor 2
apabila tidak khusuk diberi  skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4
Nilai ideal adalah 100

Rumus perhitungan nilai =

Jumlah perolehan skor siswa XNilai Ideal

Jumlah skor maksimum

Pengkatagorian sikap/perilaku

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah

masing-

Contoh:

masing.

1. KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:
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100 — 75 =25 : 3 = 8,3 dibulatkan menjadi 8

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 =kurang
75— 82 = cukup
83 — 90 = baik

91 — 100 = sangat baik
2. KKM =65, maka cara penentuannya sebagai berikut:
100 — 65 = 35 : 3 = 11,8 dibulatkan menjadi 12.

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang
65 — 76 = cukup
77 — 88 = baik

89 — 100 = sangat baik
Misalnya: Nilai Amru, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas
adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

14 (4+4+3+3)
— 16

Katagori nilai Amru termasuk BAIK, jika menggunakan KKM 75, maupun menggunakan
KKM 65.

X100= 87,5

B Lembar pengamatan untuk penilaian sikap sosial
Penilaian Pengamtan Sikap dalam Proses “diskusi”.
Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh teman dalam satu kelompok (penilaian sesama teman)
setelah selesai melaksanakan diskusi kelompok untuk menilai sikap/perilaku yang

ditampakkan oleh temannya dalam berdiskusi di kelas.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang

dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

Indikator Sikap/Perilaku yang Diamati
N P
No amgid?kserta Tangg Ke- Menghargai Disiolin Kerja Jumlah
Jwb aktifan Pendpt teman P sama Nilai

1 Budi 4 4 3 4 3 18

2 | Ana

3 | Dewi

dst
Catatan:
Pemberian skor perilaku setiap indikator:
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Indikator 1, apabila sangat tanggung jawab diberi skor 4
apabila cukup tanggung jawab diberi  skor 3
apabila kurang tanggung jawab diberi skor 2
apabila tidak tanggung jawab diberi  skor 1
Indikator 2, apabila sangat aktif diberi skor 4
apabila cukup aktif diberi  skor 3
apabila kurang aktif diberi skor 2
apabila tidak aktif diberi ~ skor 1
Indikator 3 : dst.
Pengolahan skor menjadi nilai
Jumlah skor maksimum adalah 20
Jumlah skor minimum adalah 5
Nilai ideal adalah 100

Jumlah perolehan skor siswa X Nilai Ideal

Rumus perhitungan nilai = Jumiah Skor maksimam

Pengkatagorian sikap/perilaku
Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah
masing-masing.
Contoh:
1. KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:
100 — 75 = 25 : 3 = 8,3 dibulatkan menjadi 8

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 = kurang
75— 82 = cukup
83 — 90 = baik

91 — 100 = sangat baik
2. KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut:
100 — 65 = 35 : 3 = 11,8 dibulatkan menjadi 12.

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang
65— 76 = cukup
77 — 88 = baik

89 — 100 = sangat baik
Misalnya: Nilai Budi, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas
adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

18(4+4+3+4+3)

50 X100=90
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C Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan

Katagori nilai Ana termasuk BAIK, jika menggunakan KKM 75. dan kategori nilai Dewi
termasuk SANGAT BAIK, jika menggunakan KKM 65.

Penilaian Keterampilan dalam Proses “Presentasi’.

Lembar penilaian keterampilan ini diisi oleh peserta didik untuk menilai perilaku yang

ditampakkan oleh temannya dalam presentasi di kelas (memberikan penilaian antar peserta

didik).

Petunjuk: Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom-

kolom sesuai hasil pengamatan.

Aspek Keterampilan yang Dinilai

Nama
No Pg§e_rta Mengajukan Menanggapai Menghargai Nilai
idik pertanyaan pertanyaan pendapat teman Runtut

Luki 4 3 4 4 15
Trisno

Asom

dst.

Catatan:

Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat baik dalam mengajukan pertanyaan skor 4

apabila baik dalam mengajukan pertanyaan skor 3

apabila cukup baik dalam mengajukan pertanyaan skor 2

apabila kurang baik dalam mengajukan pertanyaan skor 1

Indikator 2, apabila sangat baik dalam menanggapi pertanyaan skor 4

apabila baik dalam menanggapi pertanyaan skor 3

apabila cukup baik dalam menanggapi pertanyaan skor 2

apabila kurang baik dalam menanggapi pertanyaan skor 1
Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4

Rumus penilaian =

Jumlah perolehan skor siswa

Nilai ideal = 100

Pengkatagorian keterampilan.

Jumlah skor maksimum

XNilai Ideal
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Katagori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah
masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.
Misalnya: Nilai Luki, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan presentasi di atas
adalah 4,3,4,4, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

15(4+3+4+4)
16

Katagori nilai keterampilan Luki termasuk SANGAT BAIK, dengan menggunakan KKM 75

X100=93,75

maupun dengan menggunakan KKM 65.

D Penilaian pengetahuan

Menggunakan tes tertulis bentuk uraian/essay.

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah dengan jelas dan benar!

1. Ungkapkan pernyataan rasa syukurmu atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkembang di negara Indonesia, dan apakah yang akan kamu lakukan melalui
kemajuan tersebut untuk menjaga prinsip Bhinneka Tunggal lka?

Tuliskan contoh masalah/kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia!!!
Jelaskan strategi dalam mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia?

Sebutkan contoh sila kedua yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan yaitu

kesetaraan/eqgaliter, kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang

(adil) merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.

5. Deskripsikan makna HAM dalam pespektif Pancasila.

Sebutkan 6 contoh perilaku pelangaran HAM yvang tidak sesuai dengan Pancasila

Tuliskan contoh perilaku turut serta dalam usaha mengatasi pelanggaran HAM dalam

perspektif Pancasila sebagai wujud tindakan antikorupsi (nilai tanggqung jawaban, nilai

komitmen).

8. Buatlah kalimat sebagai bentuk ikrar kalian untuk komitmen tidak melanggar HAM

dalam perspektif Pancasila dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Teknis Penilaian

1. Penskoran

a. Apabila peserta didik menjawab:
1) sangat sempurna diberi skor 5
2) sempurna diberi skor 4
3) cukup sempurna diberi  skor 3
4) kurang sempurna diberi skor 2
5) tidak sempurna diberi  skor 1

b. Skor minimal setiap soal adalah 1

c. Skor maksimal setiap soal adalah 5,
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2. Pengkatagorian Penilaian Pengetahuan.

Katagori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah
masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan
sikap/perilaku/keterampilan/kejujuran di atas.

Misalnya: Nilai Luki, berdasarkan perolehan nilai ulangan di atas adalah 5,4,3,4,5,5,4,5,4,5
maka rumus menghitungnya sebagai berikut:

46 (5+4+5+4+5+5+4+5+4+5) X100 = 92
50 a

Katagori nilai pengetahuan Luki termasuk SANGAT BAIK, dengan menggunakan KKM 75

maupun dengan menggunakan KKM 65.

E Penilaian Penugasan (Hasil Diskusi Kelompok)

Penilaian laporan hasil diskusi secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1 Apabila tugas sesuai isi dan sangat sistematis skor 10

2 Apabila tugas sesuai isi dan sistematis skor 8

3 Apabila tugas sesuai isi dan cukup sistematis skor 6

4  Apabila tugas sesuai isi dan kurang sistematis skor 4
Pengolahan skor menjadi nilai
Jumlah skor maksimum adalah 10
Jumlah skor minimum adalah 4
Rumus penilaian = J“Tﬂ‘lé’ﬁgi:‘am“:kﬁ’:njﬁwa X Nilai Ideal
Nilai ideal = 100
Pengkatagorian Nilai Tugas
Katagori nilai tugas peserta didik:
Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah
masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.
Misalnya: Nilai Trisno, berdasarkan perolehan nilai tugas di atas adalah 8, maka rumus
menghitungnya sebagai berikut .

2 X100=80
Katagori nilai tugas Trisno termasuk CUKUP, apabila menggunakan KKM 75, dan termasuk
BAIK apabila menggunakan KKM 65.
Nilai tugas merupakan bagian dari nilai pengetahuan, oleh karena itu dapat dijadikan
pertimbangan dalam menentukan penilaian pengetahuan peserta didik.
$555555===5$$$$$$
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B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri

1.

Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Kokurikuler

a.

Pembelajaran Berbasis Portofolio.
Pembelajaran berbasis portofolio merupakan upaya agar peserta didik dapat
memperoleh pengalaman fisik terhadap obyek dalam pembelajaran, yaitu
melibatkan atau mempertemukan peserta didik dengan obyek pembelajaran secara
nyata. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara
mental, yakni mengkaitkan informasi awal yang telah diperoleh, selanjutnya memiliki
kebebasan untuk menyusun kembali (merekonstruksi) informasi yang diperolehnya.
Pembelajaran Berbasis Portofolio memberi keragaman sumber belajar dan
keleluasaan kepada peserta didik memilih sumber belajar yang sesuai untuk
dijadikan landasan dalam menyusun fenomena masyarakat/negara/dunia. Artinya
sebagai upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu
teman, bekerjasama, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu
refleksi yang akan mendorong mereka membangun pengetahuannya sendiri.

Pembelajaran berbasis portofolio membina peserta didik untuk :

1) Berlatih memadukan antara konsep yang diperoleh dari penjelasan guru atau
dari buku/artikel/berita dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;

2) Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas baik
informasi yang sifatnya benda/bacaan, penglihatan atau obyek langsung
(TV/radio/internet) maupun orang/pakar/tokoh;

3) Membuat alternatif untuk mengatasi topik/obyek yang dibahas;

4) Membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) berkaitan dengan konsep
yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di
masyarakat;

5) Merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan
mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Penilaian Berbasis Portofolio

Portofolio penilaian (Assessement) merupakan kumpulan fakta/bukti berupa

dokumen yang berisi tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dari peserta

didik secara individual. Secara terperinci berupa kumpulan catatan pribadi/ individu
yang berisi refleksi pengalaman belajar, seperti kegiatan peserta didik di dalam dan

di luar kelas, kegiatan peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran,

membaca, menulis (segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran), uneg-uneg

peserta didik yang berkaitan dengan pelajaran, peristiwa yang dialami peserta didik

berkaitan dengan pelajaran, prestasi peserta didik berkaitan dengan pelajaran,
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tanggapan guru dan sebagainya. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis
dari peserta didik dan guru untuk menguiji proses dan prestasi belajar.

Portofolio sebagai penilaian merupakan perantara penilaian oleh siswa dan guru
yang menggambarkan aktifitas dan proses yaitu mendorong siswa untuk berdialog,
merencanakan tujuan, bekerja sama, memilih, membandingkan, berbagi
pengetahuan, memper-timbangkan/merenungi, dan membuat keputusan. Dengan
demikian portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek (melakukan) yang
mendorong adanya interaksi antar siswa, antara siswa dan guru, dan antara siswa
dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Adapun contoh format portofolio penilaian untuk siswa dan guru adalah sebagai
berikut.
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2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dan
mendukung visi dan misi sekolah serta membantu memperkuat branding sekolah dan
evaluasi terhadap peraturan sekolah. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga harus
mendukung kompetensi abad 21 yakni Kritis dalam berpikir, Kreatif, Komunikatif, dan
Kolaboratif. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan bakat peserta
didik yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih dengan melibatkan orang tua dan
masyarakat. Contoh kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Praktik
Kantin Kejujuran, Pramuka, OSIS, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, Kesenian,
Bahasa dan Sastra, Kelompok limiah Remaja (KIR), Jurnalistik, Olahraga, dsb.

Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut di atas, mulai dari rencana, program kerja, anggaran,
keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam jurnal kegiatan
individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan
diumumkan secara tertulis dan terbuka di Papan Informasi Kegiatan. Tujuannya agar dapat
dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, kejujuran,
keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap pribadi anggota serta

pengurus organisasi kesiswaan.

“\ d bl ‘
[q KEJ N
SMAN[ISIBANDUNG

" 1
-b &
e

Pramuka dan Paskibra dapat
membelajarkan dan Mengim-
plementasikan Nilai-nilai
Antikorupsi

(Sumber: Kemdikbud, 2016:10)

3. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiaatan Pembiasaan dan Pembudayaan
Pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiaatan Pembiasaan dan

Pembudayaan perlu didahului dengan pesan tentang pentingnya bersikap dan bertindak
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antikorupsi dan ajakan untuk berperilaku antikorupsi sehingga dapat menumbuhkan pola

pikir, sikap, dan tindakan/perilaku antikorupsi dalam diri seluruh warga sekolah. Pembiasaan

dan pembudayaan tersebut dapat dilakukan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berikut.

a.

Pengembangan literasi sekolah bisa dilakukan dengan Gerakan 15 Menit Membaca
sebelum Pelajaran.

Sebelum menutup pelajaran terakhir peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan
lagu daerah, lagu antikorupsi, dan berdoa bersama.

Membiasakan Kerja tanpa Pamrih

Penerapan Reward and Punishment secara tegas

Ceramah kultum oleh seorang peserta didik yang mewakili kelasnya secara bergiliran
pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama untuk menanamkan sikap
kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran

Didirikannya “Bengkel Antikorupsi’, yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya peserta
didik yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak,
karikatur, cerpen, cergam, opini, dan ulasan anti korupsi.

Didirikan “Posko Benda Hilang”, yaitu tempat penampungan barang-barang yang
ditemukan peserta didik dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada peserta
didik yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke “Posko Benda Hilang”.
Sholat dhuhur secara berjamaah antara guru-guru dan peserta didik pada saat istirahat
kedua.

Keteladanan para guru, diantaranya tepat waktu masuk kelas maupun ke luar kelas,
bersikap adil kepada peserta didik, bersikap jujur kepada siswa diantaranya tepat secara
keilmuan dalam memberikan materi pelajaran.

Mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh

keberanian peserta didik dalam menegur temannya bila berbuat salah/keliru/khilaf.
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BAB V
PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah,
pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi
di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam
merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan
pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar
pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan
model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 tahun 2005 tentang standar
nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 20 Tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan,
pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas

khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.
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